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PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya 

dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar yang berjudul Modul 

Praktikum Perpajakan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman mahasiswa mengenai penyusunan SPT Masa dan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan. 

Struktur buku ini terdiri dari tujuan pembelajaran, uraian materi, dan latihan soal. 

Tujuan pembelajaran digunakan untuk mengetahui arah atau tujuan mempelajari materi 

tertentu. Uraian materi digunakan untuk pemberian informasi/ pengetahuan kepada 

mahasiswa. Uraian materi tersebut meliputi tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), Proses pengisian SPT Masa, SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan Wajib Pajak Badan. Adapun bagian latihan digunakan untuk menguji kemampuan 

mahasiswa terhadap materi yang telah diperoleh.  

Penulis sadar bahwa dalam buku ini masih terdapat kekurangan, baik isi maupun 

tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 

sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan buku ini bermanfaat dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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PERTEMUAN 1 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK 

WAJIB PAJAK (NPWP) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-1 mengenai tata cara pendaftaran dan 

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, mahasiswa mampu memahami Langkah-

langkah serta prosedur pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa memiliki perangkat dalam hal ini adalah Laptop 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan didalam kelas menggunakan Laptop masing-masing 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan Nomor yang dimiliki oleh Wajib 

Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit seperti contoh 

berikut ini : 
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Berikut adalah Orang Pribadi yang wajib memiliki NPWP : 

a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang 

memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Pengajuan NPWP dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa formulir 

pendaftaran NPWP yang diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak ataupun 

Kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan : 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dan Non Usahawan : KTP/SIM/Paspor 

dan Surat Ijin Usaha atau keterangan tempat usaha 

b. Wajib Pajak Badan : Akte Pendirian, KTP Penanggungjawab, dan Surat Ijin 

Usaha atau  Keterangan Tempat Usaha 

Pengajuan NPWP dapat dilakukan secara online maupun dengan datang 

langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan 

mengikuti Langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Datang Langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar : 

1) Mempersiapkan fotokopi dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan 

NPWP 

2) Mendatangi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili, dimana 

apabila alamat domisili berbeda dengan alamat KTP, maka calon wajib 

pajak diwajibkan membawa surat keterangan domisili 

3) Mengisi formulir pengajuan NPWP 

4) Menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas KPP 

5) Menerima tanda terima pendaftaran Wajib Pajak 
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b. Melakukan Pengiriman Dokumen Persyaratan Melalui Kantor Pos atau Jasa 

Ekspedisi : 

1) Mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran 

2) Pengiriman dokumen dapat dilakukan melalui Kantor Pos maupun Jasa 

Ekspedisi seperti JNE, J&T, TIKI 

3) Setelah seluruh persyaratan diterima oleh KPP, maka akan diterbitkan 

Bukti Penerimaan Surat 

4) KPP akan melakukan penerbitan kartu NPWP dan Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) paling lama 1 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat 

diterbitkan 

5) NPWP dan SKT akan dikirimkan ke alamat wajib pajak yang tercantum 

c. Melakukan pendaftaran secara Online melalui website resmi Direktorat 

Jenderal Pajak htpps://ereg.pajak.go.id pada menu e-registration : 

Terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam mengajukan 

pendaftaran NPWP secara Online yaitu membuat Akun, membuat NPWP dan 

menyampaikan formulir. Berikut Langkah-langkahnya : 

Membuat Akun : 

1) Buka halaman ereg.pajak.go.id dan klik daftar 
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2) Inputkan alamat email pendaftar dan pastikan email yang diinputkan 

adalah email aktif agar dapat melakukan verifikasi 

 

3) Masuk kedalam email yang telah didaftarkan untuk menemukan link 

verifikasi, kemudian klik link yang telah dikirimkan 

 

 

4) Selanjutnya, wajib pajak melakukan pengisian data diri dengan lengkap 

dan melanjutkan ke proses berikutnya. Pada tahap ini, wajib pajak harus 

memastikan bahwa data diri diisikan dengan benar 

 



Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  5  

5) Buka email Kembali untuk mendapatkan link verifikasi 

 

 

Membuat NPWP 

1) Masuk ke menu e-registrasi, pilih menu pengajuan NPWP 

 

 

2) Isikan kategori wajib pajak 
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3) Isikan identitas wajib pajak dengan benar 

 

4) Dalam menu penghasilan, wajib pajak dapat memilih 1 dari 4 jenis 

penghasilan sebagai berikut : 

a) “Pekerjaan dalam hubungan kerja, bekerja sebagai pegawai atau 

karyawan, baik swasta, BUMN, BUMD maupun jabatan lainnya 

b) Kegiatan usaha, jika wajib pajak memiliki usaha sendiri 

c) Pekerjaan bebas, jika wajib pajak memiliki keahlian khusus seperti 

dokter 

d) Lainnya, jika wajib pajak memiliki pekerjaan selain yang disebutkan 

diatas, misalnya freelancer. 
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5) Isikan alamat tempat tinggal wajib pajak 

Alamat tempat tinggal merupakan domisili tempat wajib pajak tinggal. 

Alamat tempat tinggal belum tentu sama dengan KTP 
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6) Isi alamat sesuai dengan KTP Wajib Pajak, jika alamat domisili wajib 

pajak sama dengan alamat KTP maka bagian ini akan terisi secara 

otomatis 

 

7) Isikan alamat usaha, jika wajib pajak adalah seorang karyawan maka 

bagian ini bisa dilewati 
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8) Isikan jumlah tanggungan dan besaran gaji 

 

 

9) Isikan persyaratan yang diminta 

a) Pilih metode pengiriman dokumen. Bisa dilakukan dengan 

mengunggah atau mengupload dokumen ataupun dikirim manual 

menggunakan jasa pos atau ekspedisi 

b) Jika wajib pajak memilih metode upload, maka wajib pajak 

melakukan upload scan KTP pada tombol upload 

 

10) Klik pernyataan bahwa wajib pajak telah mengisi dengan benar dan 

lengkap kemudian klik finish 
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Penyampaian Formulir 

Jika syarat-syarat yang dibutuhkan sudah diupload, maka wajib pajak akan 

otomatis diarahkan ke menu Dashboard. Wajib pajak mengklik menu “minta 

token”. Jika Langkah tersebut berhasil, notif token akan dikirimkan ke email yang 

telah didaftarkan sebelumnya. Buka email terdaftar, pilih “kirim permohonan” dan 

inputkan kode token. Jika Langkah tersebut berhasil dilakukan, akan muncul notif 

NPWP akan diproses dan fisik NPWP akan dikirimkan paling lama 1 bulan 

setelah pendaftaran online dilakukan. 

 

2. Perubahan Data Wajib Pajak 

Perubahan data wajib pajak terdapat perbedaan antara data yang terdapat 

dalam administrasi perpajakan dengan data wajib pajak menurut keadaan yang 

sebenar-benarnya (Pasal 28 ayat (1) PER-20/PJ/2013). Perubahan data tidak 

menyebabkan wajib pajak menerima NPWP baru, berbeda hal jika wajib pajak 

pindah alamat. Kriteria perubahan data wajib pajak yang masuk kedalam kriteria 

perubahan data adalah sebagai berikut : 

a. “perubahan identitas wajib pajak; 

b. Perubahan alamat tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat 

kedudukan wajib pajak badan namun masih dalam wilayah KPP yang sama; 
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c. Perubahan kategori wajib pajak orang pribadi; 

d. Perubahan sumber penghasilan utama wajib pajak orang pribadi; 

e. Perubahan data perseroan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV ABC 

berubah nama menjadi CV XYZ; dan/atau 

f. Perubahan permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan tanpa perubahan 

bentuk badan seperti PT Jiyi semula status permodalannya adalah 

Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT Giri dengan 

permodalan menjadi Penanaman Modal Asing”. 

Perubahan data wajib pajak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan 

dan juga dilakukan secara jabatan. Berikut adalah Langkah-langkah pengajuan 

perubahan data wajib pajak melalui permohonan : 

a. Wajib pajak melakukan pengisian formulir perubahan data yang dapat 

diunduh pada website Direktorat Jendral Pajak 

b. Mengirimkan surat permohonan melalui e-registration, dimana surat 

permohonan dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan memiliki 

kekuatan hukum 

c. Wajib pajak yang telah melakukan penyampaian formulir perubahan data 

melalui website, tetap harus mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajk terdaftar 

d. Jika dokumen yang dipersyaratkan tersebut tidak diterima oleh KPP dalam 

jangka waktu 14 hari kerja sejak wajib pajak mengajukan permohonan 

perubahan data secara elektronik, maka permohonan dianggap tidak pernah 

diajukan 

e. Jika dokumen yang dipersyaratkan sudah diterima secara lengkap, maka KPP 

melakukan penerbitan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik 

 

3. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Penghapusan NPWP dilakukan apabila wajib pajak sudah tidak lagi 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut adalah wajib pajak yang 

diperkenankan untuk melakukan penghapusan NPWP berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 adalah sebagai berikut : 

a. “Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; 

b. NPWP Wanita kawin/istri yang ikut suami untuk digabungkan dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya; 
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c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak, 

apabila sudah selesai dibagi disertakan dengan surat keterangan selesainya 

pembagian warisan; 

d. PNS/TNI/POLRI yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak; 

e. Karyawan yang berpenghasilan dibawah PTKP; 

f. Mantan bendahara pemerintah atau proyek; 

g. Telah berpindah atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya; 

h. Memiliki lebih dari 1 NPWP; 

i. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi; 

j. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai BUT” 

Berikut ini adalah dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan 

permohonan penghapusan NPWP : 

a. “Bagi wajib pajak meninggal dunia : Melampirkan surat keterangan kematian 

dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan tidak memiliki warisan 

atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli 

warisnya; 

b. Bagi wajib pajak yang telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya : 

melampirkan dokumen yang menyatakan wajib pajak telah meninggalkan 

Indonesia untuk selama-lamanya 

c. Mantan bendahara pemerintah atau proyek: melampirkan dokumen yang 

menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak lagi memiliki kewajiban sebagai 

bendahara 

d. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP : melampirkan surat pernyataan 

memiliki NPWP ganda dan fotokopi seluruh NPWP yang dimiliki 

e. Wanita menikah yang memiliki NPWP : melampirkan fotokopi buku nikah atau 

akte perkawinan dari catatan sipil dan surat pernyataan penggabungan 

pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan suami 

f. Wajib pajak badan : melampirkan dokumen yang membuktikan wajib pajak 

badan telah berhenti atau dibubarkan sehingga tidak lagi memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah 

disahkan instansi berwenang sesuai perundang-undangan”. 

Penghapusan NPWP dapat dilakukan secara online dengan mengikuti Langkah-

langkah berikut ini : 
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a. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP melalui e-

registrasion pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak 

b. Permohonan penghapusan yang disampaikan tersebut dianggap telah 

ditandatangani secara elektronik dan berkekuatan hukum 

c. Wajib pajak mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat wajib 

pajak terdaftar, baik secara langsung ke KPP maupun berupa softcopy yang 

diunggah kedalam e-registration 

d. Jika dokumen yang dipersyaratkan belum diterima KPP hingga 14 hari kerja 

oleh KPP, maka permohonan dianggap tidak diajukan 

e. Bagi wajib pajak yang meninggal dunia, maka permohonan penghapusan 

NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris atau bisa diajukan oleh 

pelaksana wasiat maupun yang mengurus warisan 

 

4. Wajib Pajak Non Efektif 

Wajib pajak ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif sehingga 

dikecualikan dari pengawasan  rutin oleh Kantor Pelayanan Pajak jika memenuhi 

syarat berikut ini: 

a. “Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi 

melakukan pekerjaan bebas 

b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dan penghasilannya dibawah Penghasilan Kena Pajak 

c. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud 

meninggalkan Indonesia selama-lamanya 

d. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP namun 

belum diterbitkan putusan, dan 

e. Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

namun belum mengajukan permohonan penghapusan NPWP”. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak : 
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1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terlebih dahulu 

2. Mahasiswa mendownload Formulir Pendaftaran dan Penghapusan NPWP pada 

website resmi Direktorat Jenderal Pajak 

3. Mahasiswa mengisi Formulir Pendaftaran dan Penghapusan NPWP dengan 

mengikuti petunjuk pengisian 

4. Mahasiswa menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran dan 

penghapusan NPWP 

 

G. LEMBAR KERJA 

Anda diminta untuk menyiapkan formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

Badan untuk PT JAYAKARTA yang baru mulai beroperasi dengan data wajib pajak 

sebagai berikut : 

Nama Wajib Pajak  : PT Jayakarta 

NPWP   : 01.234.567.8.910.000 

Alamat Wajib Pajak : Taman Pondok Jati Blok W No 6, RT 022/RW 004, 

Geluran, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, 16710 

No Telepon : 085695006611 

Email : jayakarta@gmail.com 

Nomor Akte Pendirian : 123456 

Tanggal Akte : 16 Desember 2017 

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Industri Pencetakan Umum 

Status Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri 

Notaris : John Doe, S.H., M.Kn. 

Tahun Buku : Januari – Desember 

Terdaftar Pada : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jl.Jati Raya 

No 6 

 

Identitas Penanggung Jawab : 

Direktur Utama  : Syailendra Jayamas 

mailto:jayakarta@gmail.com
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NPWP   : 03.124.765.9.101.000 

Alamat : Jl. Mungur Indah, Perumahan Taman Anggrek Blok D 25, 

RT 001, RW 12, Kec. Gunung Sindur, Kel. Rawakalong, 

Bogor, Jawa Barat, 16310 

No Handphone : 085695669966 

Email : syailendra@gmail.com 

 

Pada tahun 2018, PT Jayakarta mengalami perkembangan yang cukup pesat dan 

mengalami perubahan permodalan dengan status permodalan menjadi Penanaman 

Modal Asing (PMA). 

 

Pada Tahun 2020, PT Jayakarta mengalami kebangkrutan akibat adanya Pandemi 

Covid-19 sehingga harus membubarkan usahanya 

 

Anda diminta untuk mengurus seluruh hal terkait dengan case yang dihadapi oleh PT 

Syailendara dengan mengisi formulir perpajakan. Berikut lembar kerja yang dapat 

digunakan dalam melaksanakan Praktikum pada pertemuan 1 
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PERTEMUAN 2 

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan 2 mengenai pembayaran dan pelaporan pajak, 

mahasiswa mampu memecahkan studi kasus mengenai pembayaran dan pelaporan 

pajak. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

1. Pembayaran Pajak 

a. Tata Cara Pembayaran Pajak 

Pembayaran pajak saat ini dilakukan secara online dengan mengikuti 

tahapan berikut ini : 

Tahapan pertama dari pembayaran pajak adalah dengan membuat e-billing. 

E-billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan 

menggunakan kode billing atau ID-Billing sebagai cara untuk melakukan 
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pembayaran pajak secara online. Sebelum melakukan pembayaran pajak, 

wajib pajak harus membuat kode billing terlebih dahulu. Pembuatan e-billing 

dapat dilakukan melalui menu billing DJP Online. Untuk dapat mengakses 

DJP online, wajib pajak harus memiliki Electronic Filling Identification (EFIN) 

terlebih dahulu. EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan 

transaksi elektronik perpajakan, seperti pembuatan ID-Billing maupun 

pelaporan SPT. Berikut adalah tahapan untuk membuat ID-Billing : 

1) Login ke laman djponline.pajak.go.id 

2) Pilih menu e-billing system 

3) Pilih menu “isi SSE” 

4) Akan muncul form Surat Setoran Elektronik (SSE) yang harus diisi oleh 

wajib pajak 

5) Data pada SSE akan terisi secara otomatis, wajib pajak hanya perlu 

mengisi kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak dan 

jumlah setoran 

6) Setelah pengisian dilakukan dengan benar, klik simpan 

7) Klik pada pilihan kode billing 

8) Klik cetak kode billing 

9) Setelah mendapatkan kode billing, wajib pajak hanya perlu melakukan 

pembayaran pajak dengan melakukan input kode billing ke aplikasi 

pembayaran pajak dilakukan. Selain ke bank, pembayaran pajak dapat 

dilakukan melalui e-bankin yang memiliki menu pembayaran pajak atau 

e-commerce. 

Berikut disajika Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) 

yang dibutuhkan dalam pengisian e-billing : 

Jenis Pajak KAP KJS Keterangan 

“PPh Pasal 21 

411121 100 “Masa PPh Pasal 21 

411121 300 STP PPh Pasal 21 

411121 310 SKPKB PPh Pasal 21 

PPh Pasal 23 

411124 100 Masa PPh Pasal 23 

411124 103 PPh Pasal 23 Royalti 
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411124 104 PPh Pasal 23 Jasa 

PPh Pasal 25/29 

Orang Pribadi 

411125 100 Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi 

411125 200 Tahunan PPh Orang Pribadi 

PPh Pasal 25/29 

Badan 

411126 100 Masa PPh Pasal 25 Badan 

411126 200 Tahunan PPh Badan 

PPh Final 4 ayat 

(2)” 

411128 403 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 

411128 409 Jasa Kontruksi 

411128 420 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu Berdasarkan PP 23 

Tahun 2018” 

 

Setelah melakukan pembayaran pajak, wajib pajak akan mendapatkan Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) disertai dengan NTPN (Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara) sebagai bukti bahwa pajak sudah dibayarkan. NTPN 

inilah yang kemudian diinputkan kedalam SPT untuk pelaporan pajaknya. 

Berikut adalah jatuh tempo pembayaran pajak untuk setiap jenis masa pajak 

yang harus diperhatikan oleh wajib pajak untuk menghindari sanksi 

keterlambatan pembayaran : 

 

Jenis Pembayaran Jatuh Tempo Pembayaran 

“PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Pemotong 
“Tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

PPh Pasal 4 ayat (2) dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak 

Tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

PPh Pasal 15 oleh Pemotong 
Tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

PPh Pasal 15 dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak 

Tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 
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PPh Pasal 21 
Tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

PPh Pasal 23/26 
Tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

PPh Pasal 25 (Orang Pribadi dan Badan) 
Tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

PPh Pasal 22 oleh Badan Tertentu 
Tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

PPN dan PPnBM yang terutang dalam 

satu masa pajak” 

Akhir bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir” 

  

Jika batas waktu pembayaran seperti telah disebutkan diatas jatuh pada hari 

libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional maka pembayaran atau 

penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

b. Pengajuan Angsuran Pembayaran Pajak 

Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak diberikan 

kepada wajib pajak yang sedang dalam kondisi kesulitan likuiditas maupun 

wajib pajak yang sedang berada dalam kondisi diluar kekuasaannya sehingga 

menyebabkan wajib pajak tidak dapat melunasi pajaknya dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 21 PMK Nomor 242/PMK.03/2014 

stdd PMK Nomor 18/PMK.03/2021 permohonan wajib pajak harus disertakan 

dengan surat permohonan pengangsuran pembayaran atau penundaan 

pembayaran pajak. Surat tersebut diajukan dengan memenuhi persyaratan 

berikut ini : 

1) “Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau dilampiri surat 

kuasa jika ditandatangani oleh selain wajib pajak 

2) Surat permohonan wajib menacantumkan : 

a) Jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk 

diangsur, masa angsuran dan besaran angsuran 
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b) Jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda 

dan jangka waktu penundaan 

3) Permohonan harus diajukan secara tertulis paling lama 9 hari kerja 

sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang 

mendukung permohonan serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon 

untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran atau jumlah 

pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu 

penundaan 

4) Menyertakan alasan dan bukti yang kuat mengenai kesulitan likuiditas 

atau keadaan diluar kekuasan wajib pajak berupa : 

a) Laporan keuangan interim, 

b) Laporan keuangan, atau 

c) Catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau 

penghasilan bruto 

5) Wajib pajak yang mengajukan permohonan harus memberikan jaminan 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepala KPP. 

Jaminan dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan 

barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito 

6) Disampaikan secara elektronik atau tertulis dan disampaikan secara 

langsung menggunakan jasa pos atau ekspedisi 

7) Melampirkan surat pemberitahuan pajak terutang, SKPPBB atau 

STPPBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan PBB yang 

harus dibayar. Wajib pajak juga diwajibkan tidak memiliki tunggakan PBB 

pada tahun-tahun sebelumnya jika menghendaki permohonan angsuran 

pembayarannya disetujui”. 

Berikut adalah format surat permohonan pengangsuran dan penundaan 

pembayaran pajak : 
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Surat permohonan diajukan paling lambat pada saat SPT disampaikan. 

Putusan DJP akan diberikan paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya 

permohonan. Keputusan tersebut dapat berupa menyetujui seluruh atau 

Sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya 

penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak atau bahkan menolak 

permohonan wajib pajak. Jika permohonan wajib pajak disetujui, maka wajib 

pajak diperkenankan mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 

24 bulan sejak diterbitkannya putusan persetujuan pengangsuran pembayaran 

pajak dengan angsuran paling banyak 1 kali dalam 1 bulan dengan besar 

angsuran yang sama tiap bulannya. Untuk angsuran kekurangan pembayaran 

atas SPT Tahunan PPh, angsuran diberikan paling lama sampai dengan batas 

waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak berikutnya dengan angsuran 

paling banyak 1 kali dalam 1 bulan dan besarnya angsuran adalah sama tiap 

bulannya. 

Bagi wajib pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajaknya, maka atas kekurangan pembayaran pajak akan 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang dihitung berdasarkan saldo 

utang pajak. Sanksi bunga akan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak (STP) pada 

setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan dan pada tanggal 

pembayaran.  

 

2. Pelaporan Pajak 

Setelah memenuhi kewajiban pembayaran pajak, wajib pajak diwajibkan 

untuk melaporkan pajaknya dengan menggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) 

dengan ketentuan yang akan dibahas berikut ini 

a. Cara Penyampaian SPT 

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 

objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta serta kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terdapat 

dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu SPT Masa yaitu Surat Pemberitahuan 

untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk 

suatu tahun pajak. SPT dapat disampaikan dengan cara-cara berikut ini : 

1) Secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar 
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2) Via pos 

3) Ekspedisi 

4) Melalui E-filling 

Bukti penerimaan berupa surat yang diterima dari pos dan jasa 

ekspedisi serta bukti pengiriman elektronik yang diperoleh dari e-filling dapat 

dianggap sebagai bukti penerimaan SPT. 

b. Kewajiban Penyampaian SPT 

Kewajiban terkait penyampaian SPT oleh wajib pajak mencakup : 

1) “wajib pajak Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan 

menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib 

menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan 

2) Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan 

stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama 

3) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan 

cara lain”. 

c. Batas Waktu Penyampaian SPT 

SPT wajib disampaikan dengan memperhatikan jangka waktu berikut ini : 

1) “untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir masa pajak 

2) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak 

3) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak”. 

d. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT 

Dalam keadaan tertentu, wajib pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak 

Badan dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunannya karena 

beberapa hal diantaranya belum selesainya proses audit, padatnya kegiatan 

usaha maupun adanya kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. 

Batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan jangka waktu 

pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan paling lama adalah 2 bulan 
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setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Sehingga, untuk SPT Tahunan 

PPh Badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporannya hingga 30 Juni 

dan untuk SPT Tahunan Orang Pribadi diperpanjang jangka waktu 

pelaporannya hingga 31 Mei. Perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT 

Tahunan diajukan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan 

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 berikut ini: 

1) “Laporan keuangan sementara untuk tahun pajak bersangkutan yang 

disusun oleh wajib pajak 

2) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 sebagai bukti pelunasan atas 

kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali jika memang 

terdapat ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29 

3) Surat pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit laporan 

keuangan belum rampung karena laporan keuangan masih diaudit oleh 

Akuntan Publik tersebut”. 

Pengajuan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan baik wajib 

pajak maupun orang pribadi harus disampaikan secara tertulis dan ditujukan 

kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan formulir yang telah 

ditentukan berikut ini : 

1) Formulir 1771-Y ditujukan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 

2) Formulir 1770-Y ditujukan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi 

3) Formulir 1771-$Y ditujukan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Badan yang menggunakan mata uang dollar AS 

Berikut contoh surat permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan: 
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Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2 PER-21/PJ/2009, berikut ini adalah 

prosedur yang harus dilakukan oleh WP Badan dan WP Orang Pribadi 

termasuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha pada saat mengajukan 

permohonan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT : 

1) “membuat pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara tertulis. 

Permohonan disampaikan dalam bentuk surat seperti yang telah 

dicantumkan sebelumnya disertakan dokumen lampiran yang 
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dipersyaratkan dan diserahkan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian 

SPT tahunan berakhir 

2) Formulir permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa yang 

ditunjuk dan dilampirkan surat kuasa jika diwakili 

3) Wajib pajak harus menjelaskan alasan mengapa mengajukan 

perpanjangan. Alasan disertakan kedalam kolom yang tersedia pada 1770-

Y dan 1771-Y. 

4) Permohonan dapat diajukan secara langsung ke KPP, melalui pos atau 

jasa ekspedisi ataupun dengan cara lain seperti e-filling 

5) Atas penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT diberikan tanda 

terima surat dan atas penyampaian Perpanjangan SPT Tahunan diberikan 

bukti penerimaan elektronik 

6) Bukti pengiriman surat menjadi bukti penerimaan pemberitahuan 

perpanjangan SPT Tahunan”. 

Keputusan permohonan ditolak atau diterima dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak paling lama 7 hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap. 

Permohonan yang diajukan wajib pajak dianggap disetujui jika dalam waktu 7 

hari tersebut, DJP tidak menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak. 

Berikut ini adalah contoh bentuk formulir surat pemberitahuan untuk SPT 

Tahunan yang diajukan perpanjangan 1770-Y dan 1771-Y : 
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e. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi terkait penyampaian SPT diatur dalam Pasal 7 ayat 

1 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berikut 

ini : 

1) SPT Masa PPN, keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN akan 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 

2) SPT Masa Lainnya, keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya 

seperti SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, dan lainnya akan dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 

3) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda sebesar Rp 1.000.000 

4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 
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f. Pembetulan SPT 

Pembetulan SPT dapat dilakukan jika SPT sudah dilaporkan namun 

terdapat kesalahan dalam perhitungan yang membuat SPT menjadi kurang 

bayar atau lebih bayar. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU KUP, wajib pajak 

dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan 

dengan syarat atas SPT tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktur 

Jenderal Pajak. Pembetulan SPT biasanya disebabkan oleh adanya koreksi 

yang dilakukan oleh wajib pajak pengusaha terhadap laporan keuangannya 

atau karyawan yang berpindah kerja lebih dari satu kali selama setahun 

sehingga akan terdapat perubahan pada pelaporan SPTnya. Jika setelah 

pembetulan, menyebabkan PPh terutang lebih besar maka wajib pajak akan 

dikenakan sanksi denda. Pembetulan SPT secara elektronik dapat dilakukan 

melalui aplikasi online, misalnya e-faktur untuk pembetulan SPT Masa PPN. 

Pembetulan SPT dilakukan pada menu pembetulan (1) di setiap aplikasi atau 

website tergantung wajib pajak melakukan pembetulan untuk jenis pajak apa. 

Proses selanjutnya adalah sama dengan proses pelaporan SPT dan pastikan 

data yang dimasukkan sudah sesuai. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

tata cara pengajuan angsuran pembayaran pajak dan penundaan pembayaran pajak: 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terlebih dahulu 

2. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 2 

3. Mahasiswa mendownload Formulir yang dibutuhkan pada website resmi 

Direktorat Jenderal Pajak 

4. Mahasiswa mengisi Formulir Formulir dengan mengikuti petunjuk pengisian 

 

G. LEMBAR KERJA 

PT Syailendra dengan identitas yang tercantum pada pertemuan sebelumnya 

mengalami kondisi-kondisi berikut ini dalam kegiatan usahanya, anda diminta untuk 

menyiapkan formulir yang dibutuhkan terkait dengan case yang tengah dihadapi PT 
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Syailendra, jelaskan pula prosedur pengajuan, dokumen lain yang harus disiapkan 

serta konsekuensi yang akan dihadapi oleh PT Syailendra ! 

1. Sebelum kebangkrutan yang dialami PT Syailendra, Direktur Utama PT 

Syailendra mengajukan angsuran pembayaran pajak terutang yang tercantum 

dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2020 senilai Rp 250.000.000. PT 

Syailendra mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak selama 10 

bulan dengan pembayaran per bulan sebesar Rp 25.000.000. PT Syailendra 

memberikan jaminan berbentuk Sertifikat Tanah senilai Rp 10.000.000.000 

2. Atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterima oleh PT Syailendra untuk Jenis 

Pajak PPN pada 1 Januari 2020 yang akan jatuh tempo pada 1 April 2020 senilai 

Rp 30.000.000, PT Syailendra juga mengajukan permohonan penundaan 

pembayaran pajak hingga 31 Desember 2020. PT Syailendra memberikan 

jaminan berupa surat efek senilai Rp 50.000.000.000 

Berikut formulir yang dapat digunakan dalam mengerjakan kasus pada Pertemuan 

ke-2 
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H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 

Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 Tentang Tata Cara 

Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 Tentang Tata 

Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak 

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di 

Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
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PERTEMUAN 3 

PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN NORMA PERHITUNGAN 

PENGHASILAN NETO 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-3 mengenai Pajak Penghasilan Umum dan 

Norma Perhitungan Penghasilan Neto, mahasiswa mampu mengklasifikasikan wajb 

pajak yang menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Umum dan wajib pajak 

yang diperkenankan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

1. Subjek Pajak Penghasilan 

Yang menjadi subjek Pajak Penghasilan adalah Orang Pribadi, Warisan 

yang Belum Terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Subjek Pajak Penghasilan 

dibagi kedalam dua golongan yaitu Subjek Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar 
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Negeri. Selain itu, terdapat orang atau badan yang dikecualikan sebagai Subjek 

Pajak Penghasilan menurut Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut: 

a. “Kantor perwakilan negara asing; 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat 

bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, 

serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuaan timbal balik 

c. Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat: 

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri 

Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia” 

 

2. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : 

a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 

c. Laba usaha 

d. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta 

e. Penerimaan kembali dari pembayaran pajak 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 
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g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

n. Premi asuransi 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

s. Surplus Bank Indonesia”. 

 

3. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final 

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final diatur dalam 

Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pajak Penghasilan berikut ini : 

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi. 

a. “Penghasilan berupa hadiah undian 

b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima 

oleh perusahaan modal ventura 

c. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 

dan/atau bangunan 
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d. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah”. 

 

4. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak 

Penghasilan yang bukan objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang 

Undang Pajak Penghasilan berikut ini : 

a. “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan 

b. Warisan 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib 

pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib 

pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan 

norma penghitungan khusus (deemed profit) 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa 

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif 

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 

usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu 
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k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan 

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. 

 

5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Secara umum, Wajib Pajak Dalam Negeri dapat menghitung besarnya 

Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan dua cara yaitu : 

a. Cara Umum (dengan pembukuan), cara ini melakukan pengurangan 

penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangi 

yaitu biaya-biaya yang tercantum dalam Pasal 6 Undang Undang Pajak 

Penghasilan 

b. Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, cara ini mengkalikan 

jumlah penghasilan bruto dengan tarif dimana tarif ditentukan oleh Keputusan 

Direktorat Jenderal Pajak. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) 

boleh digunakan oleh wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 

4.800.000.000 dalam setahun dengan syarat mengajukan pemberitahuan 

kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama sejak 

tahun pajak yang bersangkutan. 

Komponen lain dalam perhitungan Pajak Penghasilan akan dijelaskan 

pada bagian berikut ini : 

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau dikenal dengan PTKP merupakan 

“pengurang penghasilan neto yang hanya diberikan kepada wajib pajak orang 

pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri”. Berikut adalah besaran PTKP yang 

berlaku saat ini : 
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1) “Untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp 54.000.000 setahun atau Rp 

4.500.000 sebulan 

2) Tambahan untuk wajib pajak kawin sebesar Rp 4.500.000 

3) Tambahan untuk istri bekerja yang penghasilannya digabung oleh suami 

sebesar Rp 54.000.000 setahun 

4) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda, dalam satu 

garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya, maksimal 3 orang sebesar Rp 4.500.000 per tanggungan”. 

b. Tarif Pajak Penghasilan 

Untuk wajib pajak orang pribadi, Indonesia memberlakukan tarif pajak 

progresif yang terakhir berlaku adalah tarif pajak yang tercantum dalam 

Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2022 sebagai berikut : 

 

 

Sedangkan untuk wajib pajak badan adalah sebesar 25% yang telah diubah 

pada tahun 2022 menjadi sebesar 22%. 

 

6. Perhitungan Pajak Penghasilan 

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Pembukuan) 

Peredaran Usaha    Rp xxx 

Harga Pokok Penjualan   Rp xxx – 

Penghasilan Bruto    Rp xxx 

Biaya Yang Diperkenankan  Rp xxx – 

Penghasilan Neto Usaha   Rp xxx 
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Penghasilan Lain-Lain   Rp xxx – 

Penghasilan Neto Dalam Negeri  Rp xxx 

Penghasilan Neto Luar Neger  Rp xxx + 

Penghasilan Neto    Rp xxx 

Kompensasi Kerugian    Rp xxx – 

Penghasilan Neto Setelah Kompensasi Rp xxx 

Penghasilan Tidak Kena Pajak  Rp xxx – 

Penghasilan Kena Pajak   Rp xxx 

 

PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh 

Ilustrasi 

Tuan Joko (K/2) merupakan seorang pengusaha furniture di Jepara. 

Pembukan tahun 2022 menunjukkan total penjualan furniture senilai Rp 

650.000.000 dengan harga pokok penjualan Rp 300.000.000. Biaya yang 

dikeluarkan dalam melakukan produksi terdiri dari biaya operasional Rp 

15.000.000 dan biaya administrasi Rp 17.500.000. Di tahun yang sama, Tuan 

Joko menerima penghasilan atas penyewaan ruko yang dimilikinya sebesar 

Rp 20.000.000. Atas seluruh penghasilan yang diterima Tuan Joko, hitunglah 

besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar jika masih terdapat 

kompensasi kerugian tahun 2020 sebesar Rp 25.000.000 ! 

 

Perhitungan PPh Terutang 

Peredaran Usaha    Rp 650.000.000 

Harga Pokok Penjualan   Rp 300.000.000 – 

Penghasilan Bruto    Rp 350.000.000 

Biaya Yang Diperkenankan  Rp   32.500.000 – 

Penghasilan Neto Usaha   Rp 317.500.000 

Penghasilan Lain-Lain   Rp                  0 – 

Penghasilan Neto Dalam Negeri  Rp 317.500.000 

Penghasilan Neto Luar Neger  Rp                   0 + 

Penghasilan Neto    Rp 317.500.000 

Kompensasi Kerugian    Rp   25.000.000 – 

Penghasilan Neto Setelah Kompensasi Rp 292.500.000 

Penghasilan Tidak Kena Pajak  Rp   67.500.000 – 

Penghasilan Kena Pajak   Rp 225.000.000 
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Maka, PPh terutangnya adalah : 

5% x Rp 60.000.000  = Rp   3.000.000 

15% x Rp 165.000.000 = Rp 24.750.000 

    = Rp 27.750.000 

 

b. Untuk Wajib Pajak Badan (Pembukuan) 

Peredaran Usaha    Rp xxx 

Harga Pokok Penjualan   Rp xxx – 

Penghasilan Bruto    Rp xxx 

Biaya Yang Diperkenankan  Rp xxx – 

Penghasilan Neto Usaha   Rp xxx 

Penghasilan Lain-Lain   Rp xxx – 

Penghasilan Neto Dalam Negeri  Rp xxx 

Penghasilan Neto Luar Neger  Rp xxx + 

Penghasilan Neto    Rp xxx 

Kompensasi Kerugian    Rp xxx – 

Penghasilan Kena Pajak   Rp xxx 

 

PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif 

 

Ilustrasi 

PT Computerindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan 

sparepart computer. Pada tahun 2022 mencatatkan peredaran bruto sebesar 

Rp 70.000.000, persediaan awal Rp 15.000.000, persediaan akhir Rp 

12.500.000, pembelian yang dilakukan selama 2022 sebesar Rp 20.000.000 

serta biaya administrasi dan operasional senilai Rp 750.000.000. PT 

Computerindo juga menyewakan mesin dan mendapatkan penghasilan 

ditahun yang sama senilai Rp 50.000.000. Atas seluruh penghasilan yang 

diterima oleh PT Computerindo, maka hitunglah pajak terutang yang harus 
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dibayar jika diketahui masih terdapat kompensasi kerugian fiscal yang belum 

dikurangi Tahun 2021 sebesar Rp 200.000.000 ! 

 

Perhitungan 

Peredaran Usaha    Rp 70.000.000.000 

Harga Pokok Penjualan   Rp 22.500.000.000 – 

Penghasilan Bruto    Rp 47.500.000.000 

Biaya Yang Diperkenankan  Rp      750.000.000 – 

Penghasilan Neto Usaha   Rp 46.750.000.000 

Penghasilan Lain-Lain   Rp        50.000.000 – 

Penghasilan Neto Dalam Negeri  Rp 46.800.000.000 

Penghasilan Neto Luar Negeri   Rp                        0 + 

Penghasilan Neto    Rp 46.800.000.000 

Kompensasi Kerugian    Rp      200.000.000 – 

Penghasilan Kena Pajak   Rp 46.600.000.000 

 

PPh Terutang : 22% x Rp 46.600.000.000 = Rp 10.252.000.000 

 

c. Norma Perhitungan Penghasilan Neto 

Pada prinsipnya, seluruh wajib pajak diwajibkan untuk 

menyelenggarakan pembukuan, akan tetapi tidak semua wajib pajak memiliki 

keahlian dalam melakukan pembukuan. Wajib pajak yang diperkenankan 

untuk tidak menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi 

yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas serta wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dengan 

peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun. Untuk itu, 

penghasilan neto tidak dihitung dengan cara mengurangkan peredaran bruto 

dengan biaya-biaya seperti pada pembukuan namun hanya mengkalikan 

peredaran bruto satu tahun dengan tarif Norma Perhitungan Penghasilan 

Neto. Berikut adalah contoh lampiran NPPN  
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Ilustrasi 

Dokter Saiful merupakan seorang dokter yang membuka praktik di Kawasan 

Kuningan, selain itu Dokter Saiful (K/3) juga membuka bisnis jual beli mobil 

mewah. Penghasilan bruto yang didapatnya sebagai seorang dokter adalah 

sebesar Rp 100.000.000 dan dari bisnisnya senilai Rp 45.000.000. Hitunglah 

Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Dokter Syaiful jika diketahui 

presentase norma untuk Profesi Dokter adalah sebesar 40% dan untuk bisnis 

jual belinya adalah 12% ! 

 

Perhitungan 

Penghasilan Neto : 

- Dokter : 40% x Rp 100.000.000 = Rp 40.000.000 

- Bisnis : 12% x Rp   45.000.000 = Rp   5.400.000 + 

Jumlah Penghasilan Neto   = Rp 45.400.000 

PTKP (K/3)     = Rp 32.400.000 - 

Penghasilan Kena Pajak   = Rp 13.000.000 

PPh Terutang = 5% x Rp 13.000.000 = Rp 650.000 
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F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

tata cara penentuan tarif Pajak Penghasilan Umum dan Norma Perhitungan 

Penghasilan Neto: 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak 

Penghasilan terlebih dahulu 

2. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undag 

Undang Harmonisasi Perpajakan terlebih dahulu 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 3 

 

G. LEMBAR KERJA 

1. Hitunglah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang karyawan 

yang belum menikah. Ia tinggal Bersama adiknya dan Ibunya yang merupakan 

pensiunan dari PT Pertamina serta kakanya yang tidak berpenghasilan ! 

2. Bapak Solihin merupakan seorang Pengusaha Kue. Pembukuan tahun 2022 

menunjukkan bahwa terdapat penjualan senilai Rp 550.000.000, persediaan 

awal sebesar Rp 40.000.000 dan pembelian yang dilakukan sepanjang tahun 

adalah Rp 150.000.000 dengan total persediaan akhir sebesar Rp 40.000.000. 

Biaya untuk operasional perusahaan Rp 30.000.000. Hitunglah pajak 

penghasilan terutang yang harus dibayar oleh Bapak Solihin ! 

3. PT Anggur Merah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

furniture di Jakarta. Selama tahun 2022 tercatat memiliki peredaran bruto senilai 

Rp 60.500.000.000. Berikut adalah data-data pembukuannya : 

a. Persediaan Awal   Rp 21.000.000.000 

b. Pembelian    Rp 12.000.000.000 

c. Persediaan Akhir   Rp 16.000.000.000 

d. Biaya Operasional   Rp      800.000.000 

e. Biaya Administrasi   Rp      320.000.000 

f. Biaya Penyusutan   Rp      250.000.000 

g. Penghasilan Dari Luar Usaha Rp      105.000.000 

h. Penghasilan Dari Luar Negeri Rp      203.000.000 

i. Sisa Kerugian Tahun 2015 Rp       85.000.000 

Hitunglah pajak yang harus dibayar oleh PT Anggur Merah 
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PERTEMUAN 4 

KREDIT PAJAK 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-4 mengenai kredit pajak, mahasiswa 

mampu mengklasifikasikan jenis pajak yang dapat dikreditkan dalam menghitung 

besarnya PPh Terutang. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

1. PPh Yang Dipotong atau Dipungut Oleh Pihak Lain 

Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan sifatnya 

adalah tidak final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme 

pengenaan PPh Orang Pribadi dan PPh Badan, dimana PPh tersebut menjadi 

cicilan atau pajak yang dibayar dimuka dan dapat dikreditkan untuk mengurangi 

besarnya PPh terutang yang harus dibayar. Modul praktikum perpajakan ini tidak 
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membahas secara detail mengenai pengenaan pajak serta tarif pemotongan PPh 

Potong Pungut karena hal tersebut telah dibahas secara mendalam pada mata 

kuliah Perpajakan 1. Modul ini memfokuskan bahwa penghasilan dalam satu 

tahun pajak yang telah dikenakan PPh Pot/Put tersebut harus dipastikan bahwa 

telah dihitung Kembali ke dalam SPT Tahunan. Sehingga objek pajak PPh Pasal 

21/22, dan/atau 23/26 yang pajaknya akan dikreditkan harus benar-benar 

diperhitungkan dalam Penghasilan Kena Pajak dan melampirkan seluruh bukti 

pemotongan atau pemungutan atas PPh yang dikreditkan tersebut. 

 

2. PPh Yang Dibayar/Dipotong/Terutang Di Luar Negeri 

Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri 

mungkin saja memiliki usaha atau penghasilan yang sumbernya dari luar negeri. 

Sama halnya dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dalam 

negeri lainnya, PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri dapat digunakan 

sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang di dalam negeri. 

Pengkreditan tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2018 

yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak Dalam Negeri wajib melakukan 

penggabungan penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 

sumber penghasilan dari luar negeri (sebesar penghasilan neto) dengan 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia”. 

Hanya saja, kerugian usaha yang diderita wajib pajak di luar negeri tidak 

diperkenankan untuk diperhitungkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak 

di dalam negeri. Perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima 

di luar negeri dilakukan untuk setiap jenis penghasilan pada setiap negara dan 

mekanisme pengkreditannya (PPh Pasal 24) dikenal dengan istilah “ordinary credit 

per country basis”. Nilai Pajak Penghasilan yang dipotong di luar negeri yang dapat 

dikreditkan tersebut, ditentukan berdasarkan nilai yang paling kecil diantara : 

a. Jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar atau dipotong di 

luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B; 

b. Jumlah Pajak Penghasilan Luar Negeri; 

c. Jumlah tertentu yang dihitung menurut perhitungan dengan rumus sebagai 

berikut: 
Penghasilan Neto Luar Negeri

Penghasilan Kena Pajak
 x PPh Terutang 
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Ilustrasi Perhitungan 

Pada tahun 2022, Tuan Buni (K/1) menerima dan memperoleh penghasilan 

sebagai berikut : 

a. Di Negara Z, Tuan Buni menerima penghasilan yang berasal dari cabang 

usahanya senilai Rp 500.000.000, dipotong PPh Rp 150.000.000 

b. Di Negara Y, Tuan Buni menerima penghasilan berupa royalty Rp 300.000.000, 

dipotong PPh Rp 60.000.000 

c. Di Negara X, Tuan Buni menerima penghasilan deviden senilai Rp 

700.000.000, dipotong PPh Rp 70.000.000 

d. Penghasilan neto dalam negeri yang tidak bersifat final sebesar Rp 

1.000.000.000 

 

Maka, total penghasilan Neto Tuan Buni Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 1.000.000.000 

Penghasilan dari Negara Z  Rp    500.000.000 

Penghasilan dari Negara Y  Rp    300.000.000 

Penghasilan dari Negara X  Rp    700.000.000 + 

Total Penghasilan Neto   Rp 2.500.000.000 

Selanjutnya, perhitungan kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh Tuan Buni untuk 

tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut : 

Jumlah Penghasilan Neto  Rp 2.500.000.000 

PTKP (K/1)    Rp      63.000.000 – 

Penghasilan Kena Pajak  Rp 2.437.000.000 

PPh Terutang : 

5% x Rp 60.000.000   = Rp     3.000.000 

15% x Rp 190.000.000  = Rp   28.500.000 

25% x Rp 250.000.000  = Rp   62.500.000 

30% x Rp 1.937.000.000 = Rp 581.100.000 + 

     = Rp 675.100.000 
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Maka, perhitungan kredit pajak luar negeri dilakukan sebagai berikut : 

a. Di Negara Z 

PPh Luar Negeri Negara Z  = Rp 150.000.000 

Jumlah Tertentu    = Rp 138.463.010  

Rp 500.000.000

Rp 2.437.000.000
 x Rp 675.100.000 = Rp 138.463.010 

Maka, Pajak Penghasilan Luar Negeri atas usaha Tuan Buni di Negara Z yang 

dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam negeri adalah senilai Rp 

138.463.010 

b. Di Negara Y 

PPh Luar Negeri Negara Y = Rp 60.000.000 

Jumlah Tertentu    = Rp 82.939.666  

Rp 300.000.000

Rp 2.437.000.000
 x Rp 675.100.000 = Rp 82.939.666 

Maka, Pajak Penghasilan Luar Negeri atas royalty yang diterima oleh Tuan Buni 

di Negara Y yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam negeri adalah 

senilai Rp 60.000.000 

c. Di Negara X 

PPh Luar Negeri Negara X = Rp 70.000.000 

Jumlah Tertentu    = Rp 193.525.888  

Rp 700.000.000

Rp 2.437.000.000
 x Rp 675.100.000 = Rp 193.525.888 

Maka, Pajak Penghasilan Luar Negeri atas dividen yang diterima oleh Tuan Buni 

di Negara X yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam negeri adalah 

senilai Rp 70.000.000 

 Sehingga, total PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar : 

Rp 138.463.010 + Rp 60.000.000 + Rp 70.000.000 = Rp 268.463.010 

 

3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang wajib dilunasi 

oleh wajib pajak. Besarnya angsuran PPh 25 setiap bulannya ditentukan oleh 

asumsi bahwa kondisi usaha wajib pajak pada tahun berikutnya adalah sama 
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dengan kondisi usaha di tahun ini. Maka, besarnya Pajak Penghasilan yang harus 

dibayar pun dianggap sama dengan PPh yang harus dibayar pada tahun ini. 

Angsuran yang dibayarkan pada setiap bulan tersebut akan dikreditkan guna 

mengurangi pajak terutang pada tahun pajak tersebut. Berikut ilustrasi perhitungan 

angsuran PPh Pasal 25 : 

Perhitungan PPh Tuan Sukur pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

PPh Terutang Tahun 2018    Rp 2.962.000 

PPh yang dipotong/dipungut pihak lain  Rp 1.143.229 – 

PPh yang harus dibayar sendiri Tahun 2018  Rp 1.818.771 

Maka, nilai angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh Tuan Sukur pada 

setiap bulan di tahun pajak 2019 adalah Rp 1.818.771 : 12 bulan = Rp 151.564. 

Perhitungan kredit pajak yang digunakan dalam ilustrasi-ilustrasi diatas adalah 

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, namun pada dasarnya tidak terdapat banyak 

perbedaan dengan perhitungan kredit pajak untuk Wajib Pajak Badan. Perbedaan 

hanya terletak pada tarif yang digunakan serta penggunaan PTKP dalam 

menghitung PPh terutang Wajib Orang Pribadi namun tidak digunakan dalam 

menghitung PPh terutang Wajib Pajak Badan. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

penentuan kredit pajak yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak 

terutang : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak 

Penghasilan terlebih dahulu 

2. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai UndaNg 

Undang Harmonisasi Perpajakan terlebih dahulu 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 4 
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G. LEMBAR KERJA 

Berikut adalah data-data terkait dengan pemotongan/pemungutan Pajak 

Penghasilan PT XYZ baik melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun 

PPh yang dibayar sendiri : 

a. PT XYZ memperoleh Penghasilan neto Luar Negeri di Belanda atas usahanya 

sebesar Rp 600.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%), sedangkan usahanya 

didalam negeri menderita kerugian sebesar Rp 200.000.000 

b. PT XYZ menyewakan Gedung miliknya yang tidak terpakai kepada PT ABC, dan 

dilakukan pemotongan PPh 4 (2) sebesar Rp 20.000.000 

c. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor selama tahun tersebut adalah senilai 

Rp 25.000.000 setiap bulannya 

d. PT XYZ menyewakan mesin miliknya dan mendapatkan bukti Potong PPh Pasal 

23 sebesar Rp 21.000.000 

Klasifikasikan berapa kredit pajak yang dapat dimanfaatkan oleh PT XYZ dalam 

mengurangi pajak terutangnya ! 

 

H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak 

Penghasilan 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang 

Harmonisasi Perpajakan 
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PERTEMUAN 5 

E-BUPOT UNIFIKASI (PAJAK PENGHASILAN PASAL 22) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-5 mengenai E-Bupot Unifikasi (Pajak 

Penghasilan Pasal 22), mahasiswa mampu memahami perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 terutang sebagai proses pertama dari pembuatan bukti potong 

melalui E-Bupot Unifikasi. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 

Pemungut Objek Pemungutan 

“Bank Devisa dan DJBC 1. “impor barang; dan 
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Pemungut Objek Pemungutan 

2. ekspor komoditas tambang 

batubara, mineral logam, 

dan mineral bukan logam 

yang dilakukan oleh 

eksportir, kecuali yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak 

yang terikat dalam 

perjanjian kerjasama 

pengusahaan 

pertambangan dan Kontrak 

Karya; 

Bendahara pemerintah dan Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah dan lembaga-lembaga negara 

lainnya 

pembayaran atas pembelian 

barang 

BUMN, badan usaha tertentu yang dimiliki 

secara langsung oleh BUMN 

pembayaran atas pembelian 

barang dan/atau bahan-bahan 

untuk keperluan kegiatan 

usahanya; 

Badan usaha yang bergerak dalam bidang 

usaha industri semen, industri kertas, 

industri baja, industri otomotif, dan industri 

farmasi 

penjualan hasil produksinya 

kepada distributor di dalam 

negeri 

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), 

Agen Pemegang Merek (APM), dan importir 

umum kendaraan bermotor 

penjualan kendaraan bermotor 

di dalam negeri 

Produsen atau importir bahan bakar minyak, 

bahan bakar gas, dan pelumas 

penjualan bahan bakar minyak, 

bahan bakar gas, dan pelumas 
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Pemungut Objek Pemungutan 

Badan usaha industri atau eksportir yang 

rnelakukan pernbelian bahan-bahan berupa 

hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, 

petemakan, dan perikanan yang belurn 

rnelalui proses industri rnanufaktur untuk 

keperluan industrinya atau ekspornya; 

pembayaran atas pembelian 

bahan-bahan tsb. 

Badan usaha yang rnelakukan pernbelian 

komoditas tarnbang batubara, mineral 

logarn, dan mineral bukan logarn, dart badan 

atau orang pribadi pernegang izin usaha 

pertambangan; 

Pembayaran atas pembelian 

barang-barang tsb. 

Badan usaha yang melakukan penjualan 

emas batangan di dalam negeri 

Penjualan emas 

Badan tertentu untuk memungut pajak dari 

pembeli atas penjualan barang yang 

tergolong sangat mewah” 

Penjualan barang sangat 

mewah” 

 

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 

Uraian Tarif 

“Barang tertentu sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I PMK-107/PMK.010/2015 

“10% dari nilai impor 

Barang tertentu lainnya sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II PMK-

107/PMK.010/2015 

7,5% dari nilai impor 

selain barang tertentu dan barang tertentu 

lainnya, yang menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API), sebesar 2,5%dari 

2,5% dari nilai impor, kecuali 

atas impor kedelai, gandum, 

dan tepung terigu sebesar 
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Uraian Tarif 

nilai impor, kecuali atas impor kedelai, 

gandum, dan tepung terigu 

0,5% dari nilai impor 

selain barang tertentu dan barang tertentu 

lainnya, yang tidak menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API) 

7,5% dari nilai impor 

barang yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang 

ekspor komoditas tambang batubara, 

mineral logam, dan mineral bukan logam, 

sesuai uraian barang dan pos 

tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III PMK-

107/PMK.010/2015, oleh eksportir kecuali 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat 

dalam perjanjian kerjasama pengusahaan 

pertambangan dan Kontrak Karya, 

1,5% dari nilai ekspor 

sebagaimana tercantum dalam 

Pemberitahuan Ekspor Barang 

transaksi pembelian barang oleh instansi 

pemerintah 

1,5% x Harga Pembelian tidak 

termasuk PPN 

Penjualan Baja 0,3% x DPP PPN 

Penjualan semua jenis kendaraan bermotor 

beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat 

berat 

0,45% x DPP PPN 

Penjualan semua jenis semen 0,25% x DPP PPN 

Penjualan Kertas 0,1% x DPP PPN 

Penjualan semua jenis obat 0,3% x DPP PPN 

Bahan Bakar Minyak - 0,25% x Penjualan Tidak 

Termasuk PPN untuk SPBU 

yang melakukan penjualan 
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Uraian Tarif 

BBM yang dibeli dari 

Pertamina atau anak usaha 

pertamina 

- 0,30% x Penjualan tidak 

termasuk PPN untuk SPBU 

yang menjual BBM yang 

dibeli selain dari Pertamina 

atau anak usaha Pertamina 

untuk dijual kepada pihak 

lainnya 

Penjualan Barang Tergolong Mewah” 5% x Harga jual (tidak termasuk 

PPN dan PPnBM)” 

 

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22  

a. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 Impor 

PT CCC melakukan impor barang dari Singapura dengan faktur senilai US$ 

500.000. Barang yang dimpor merupakan barang yang tidak tergolong 

kedalam barang jenis tertentu. Biaya asuransi dibayarkan sebesar 3% dari 

nilai faktur dan biaya angkut 5% dari nilai faktur. Bea masuk 10% dan bea 

masuk tambahan 6%. Kurs pajak pada saat itu senilai Rp 14.550. Maka, PPh 

21 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai 

berikut : 

No Diketahui Perhitungan Nilai 

A Harga Faktur (Cost)  US$ 500.000 

B Biaya Asuransi (Insurance) (3% x US$ 500.000) US$ 15.000 

C Biaya Angkut (Freight) (5% x US$ 500.000)  US$ 25.000 

CIF (Cost, Insurance, Freight) (A + B + C) US$ 40.000 
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D CIF (dalam Rupiah) US$ 540.000 x Rp 14.500 Rp 7.857.000.000 

E Bea Masuk (10% x Rp 7.857.000.000) Rp 785.700.000 

F Bea Masuk Tambahan (6% x Rp 7.857.000.000) Rp 471.420.000 

 Nilai Impor (D + E + F) Rp 9.114.120.000 

 

Jika PT CCC memiliki API, maka PPh 22nya adalah sebagai berikut : 

2,5% x Rp 9.114.120.000 = Rp 227.853.000 

 

Jika PT CCC tidak memiliki API, maka PPh 22nya adalah sebagai berikut : 

7,5% x Rp 9.114.120.000 = Rp 683.559.000 

b. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian (PPh 22 Bendaharawan) 

PT CCC merupakan perusahaan yang berkedudukan di Tangerang Selatan, 

sejak 2019 PT CCC merupakan pemasok ATK ke Dinas Pendidikan Kota 

Tangerang Selatan. Pada 1 Januari 2021, PT CCC menyerahkan Barang 

Kena Pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.000.000 (termasuk PPN). 

Maka PPh 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 

adalah : 

No Diketahui Nilai 

1 Nilai Kontrak Termasuk PPN Rp 22.000.000 

2 DPP (100/110) X Rp 22.000.000 Rp 20.000.000 

3 PPN Dipungut (10% x Rp 20.000.000) Rp 2.000.000 

4 PPh Pasal 22 yang dipungut (1.5% x Rp 22.000.000) Rp 330.000 

 

c. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu 

PT DDD adalah perusahaan kertas yang melakukan penjualan hasil 

produksinya kepada PT EEE senilai Rp 1.100.000.000 (termasuk PPN). 

Maka, PPh 22 atas penjualan kertas tersebut dihitung sebagai berikut : 
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DPP PPN = (100/110) X Rp 1.100.000.000 = Rp 1.000.000.000 

PPh Pasal 22 = 0,1% x Rp 1.000.000.000  = Rp 1.000.000 

 

4. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22 

Pemungut PPh Pasal 22 memiliki kewajiban untuk menerbitkan bukti 

potong dan melakukan penyetoran atas PPh yang telah dipungutnya ke bank 

persepsi dengan menggunakan kode pajak 411122-900. Pihak yang dipungut 

PPh 22 akan menerima bukti pungut dan dapat mengkreditkannya pada akhir 

tahun pajak di SPT Tahunannya, dimana hal tersebut hanya berlaku bagi jenis 

PPh 22 yang sifatnya tidak final. Selanjutnya, ketentuan cara penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 22 dalam Pasal 6 PMK No. 34/PMK.010/2017 ini disebutkan: 

a. “Penyetoran PPh 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, 

mineral logam, dan mineral bukan logam, DJBC sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal ayat (1) huruf b, dan pemungut pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, c, dan huruf d, dalam 

PMK 34/2017 ini dilakukan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat 

Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau 

Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. 

b. Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf 

f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti 

Pemungutan (Bukti Potong) PPh 22 dalam rangkap 3, yaitu: 

1) Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut 

2) Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor 

Pelayanan Pajak ( KPP ) yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan 

(SPT) Masa PPh 22 

3) Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan”. 

Namun karena seluruh aktivitas administrasi perpajakan sekarang ini 

sudah bisa dilakukan secara daring, maka tidak perlu membuat dokumen 

pemungutan pajak secara rangkap lagi. Tata cara pelaporan akan dibahas pada 

bab Unifikasi. 
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F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak 

Penghasilan terlebih dahulu 

2. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai UndaNg 

Undang Harmonisasi Perpajakan terlebih dahulu 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 5 

 

G. LEMBAR KERJA 

1. PT Rohim merupakan perusahaan yang bergerak dibidan ekspor-impor, pada 

tahun 2019 melakukan impor barang-barang dengan nilai impor US$45.000, 

termasuk didalamnya asuransi yang telah dibayar US$ 10.000 dan bea masuk 

US$ 80.000. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC 

jika kurs yang digunakan adalah Rp 9.500/$ ! 

2. PT Sampoerni merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industry rokok 

dan melakukan penjualan rokok dengan harga $10.000. kurs yang berlaku saat 

itu adalah Rp 8.500. hitunglah PPh Pasal 22 yang terutang ! 

 

H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang 

Pajak Penghasilan 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang 

Harmonisasi Perpajakan 
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PERTEMUAN 6 

E-BUPOT UNIFIKASI (PAJAK PENGHASILAN PASAL 23) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-6 mengenai E-Bupot Unifikasi (Pajak 

Penghasilan Pasal 23), mahasiswa mampu memahami perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 terutang sebagai proses pertama dari pembuatan bukti potong 

melalui E-Bupot Unifikasi. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukaN 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di ruang kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur sebagai berikut : 

a. “Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
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b. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 

23 (Harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala 

KPP, yaitu: Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah 

(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang 

melakukan pekerjaan bebas; Orang pribadi yang menjalankan usaha yang 

menyelenggarakan pembukuan. (WP Orang pribadi ini hanya memotong PPh 

Pasal 23 atas sewa saja)” 

 

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

Berikut ini adalah jenis transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23 : 

a. “Dividen 

b. Bunga 

c. Royalti 

d. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21; 

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan 

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21” 

Yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh Pemotong PPh Pasal 23 kepada WP DN atau BUT. 

 

3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 

a. Deviden 

15% x Penghasilan Bruto (Tidak Final) 

Saat Terutang : saat disediakan untuk dibayarkan Yang dimaksud dengan 

"saat disediakan untuk dibayarkan" adalah : 

1) “untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai 

utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen 

diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan 

dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), 

maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau 



Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  76  

pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang 

bersangkutan 

2) untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan 

kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). 

Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen 

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak 

menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividen 

tersebut belum diterima secara tunai”.  

Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh 

dilakukan pada akhir bulandibayarkannya penghasilan, disediakan untuk 

dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan 

yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

b. Bunga 

Objek PPh Pasal 23 adalah “bunga dan imbalan lainnya termasuk 

premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang 

diterima atau diperoleh oleh WP OP DN maupun WP Badan DN dari pihak 

pembayar bunya yang merupakan pemotong PPh Pasal 23. PPh 23 terutang 

adalah senilai 15% x Penghasilan Bruto (Tidak Final) 

Saat Terutang : Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh 

adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: 

dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan 

dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik 

atau jasa manajemen atau jasa lainnya) 

Yang dimaksud dengan saat jatuh tempo pembayaran (seperti : untuk 

bunga atau sewa) adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang 

didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam 

kontrak atau perjanjian atau faktur 

Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh 

dilakukan pada akhir bulandibayarkannya penghasilan, disediakan untuk 

dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan 

yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu”. 

 

 

 



Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  77  

c. Royalti 

15% x Penghasilan Bruto (Tidak Final) 

Saat Pemotongan : “Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh 

dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk 

dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan 

yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

Saat Terutang : Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh 

adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: 

dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan 

dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik 

atau jasa manajemen atau jasa lainnya)”. 

d. Hadiah 

Berikut adalah ilustrasi pengenaan pajak atas hadiah : 

 

e. Sewa dan Jasa 

PPh Pasal 23 Sewa atau Jasa = 2% x Penghasilan Bruto 

1) “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) (Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan) 

2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan 

kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka 

waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis 

sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak 

selama jangka waktu yang telah disepakati” 
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Langkah-langkah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya bagian e-bupot unifikasi. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak 

Penghasilan terlebih dahulu 

2. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai UndaNg 

Undang Harmonisasi Perpajakan terlebih dahulu 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 6 

 

G. LEMBAR KERJA 

Pada 10 Juni 2019, PT Pustaka memberikan pengumuman akan membagikan 

deviden melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta melakukan 

pembayaran dividen tunai kepada para pemegang sahamnya dengan detail sebagai 

berikut : 

Pemegang 

Saham 
NPWP % Penyertaan Modal Dividen 

PT Lestari 01.589.365.8-039.000 26% 150.000.000 

PT Syahidul 01.125.365.8-040.000 15% 78.000.000 

PT Berkah 01.522.365.8-041.000 10% 55.000.000 

PT Makmur 01.532.365.8-042.000 5% 15.000.000 

PT Sentosa 01.345.365.8-043.000 11% 67.000.000 

PT Jaya 01.543.365.8-044.000 12% 25.000.000 

PT Abadi 01.453.365.8-045.000 30% 175.000.000 

Hitunglah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Pustaka ! 
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H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak 

Penghasilan 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang 

Harmonisasi Perpajakan 
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PERTEMUAN 7 

E-BUPOT UNIFIKASI (PELAPORAN) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-7 mengenai E-Bupot Unifikasi (Pelaporan), 

mahasiswa memahami Langkah-langkah pembuatan bukti potong melalui e-bupot 

unifikasi. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Tax Center 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

E-bupot merupakan system pembuatan bukti potong elektronik Direktoran 

Jenderal Pajak. Dengan menggunakan e-bupot unifikasi, wajib pajak dapat membuat 

bukti potong Pajak Penghasilan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) 

untuk beberapa jenis PPh sekaligus. E-bupot unifikasi diberlakukan secara nasional 

pada tahun 2022, dimana dalam system unifikasi ini pembuatan bukti potong dan 

pelaporan SPT Masa PPh dari beberapa jenis PPh dilakukan pada system yang 



Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  81  

sama. E-bupot unifikasi dapat digunakan untuk melaporkan beberapa jenis PPh yaitu 

pajak domestic PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26.  

Tahapan untuk dapat mengakses e-bupot unifikasi adalah sebagai berikut : 

Aplikasi e-Bupot unifikasi dapat diakses pada lama DJP Online (djponline.pajak.go.id) 

atau melalui URL unifikasi.pajak.go.id, kemudian login dengan menggunakan NPWP, 

masukan kata sandi dan kode keamanan (captcha) yang muncul dan klik login. Untuk 

menemukan menu e-bupot Unifikasi, pada dashboard DJP Online pilih menu LAPOR 

– PRA PELAPORAN kemudian klik logo e-Bupot Unifikasi seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

Apabila menu e-bupot Unifikasi tidak muncul seperti tampak pada gambar diatas, 

wajib pajak harus memastikan terlebih dahulu bahwa wajib pajak termasuk kedalam 

golongan atau kategori wajib pajak yang sudah diwajibkan untuk menggunakan 

aplikas e-bupot unifikasi. Selanjutnya, wajib pajak akan menemukan 4 menu pada 

halaman e-bupot yaitu menu dashboard, menu Pajak Penghasilan, menu SPT Masa 

dan menu Pengaturan seperti tampak pada gambar berikut ini : 
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1. MENU PENGATURAN 

Wajib pajak harus mengakses menu Pengaturan untuk pertama kali, menu ini 

digunakan untuk melakukan pendaftaran pihak-pihak yang akan 

menandatangani bukti potong/pungut dan SPT. Terdapat dua tipe 

penandatanganan yaitu : 

a. Wakil Wajib Pajak (Pengurus), dalam menu ini wajib pajak badan melakukan 

input NPWP pengurus dan wajib pajak orang pribadi menginputkan NPWP 

pribadi 

b. Kuasa Wajib Pajak, jika penandatanganan dilakukan oleh kuasa wajib pajak 

maka yang diinputkan adalah NPWP Kuasa Wajib Pajak. 

Jika penandatangan tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak dapat 

mengisikannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akan otomatis 

terisi nama wajib pajak jika NIK sudah tercatat dalam system Dukcapil. Jika 

semua isian sudah diisi dan dipastikan benar, maka ceklist tombol aktif dan 

simpan. Jika perekaman penandatanganan telah berhasil disimpan, maka 

nama-nama yang diinput akan tampil pada menu Daftar Penandatanganan Bukti 

Potong seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 
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2. MENU DASHBOARD 

Menu dashboard berisikan histori pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi yang telah 

dilaporkan secara elektronik. Di menu dashboard akan dijumpai beberapa tombol 

aksi yang memiliki fungsinya masing-masing sebagai berikut : 

a. Lihat BPE, digunakan untuk memunculkan Bukti Penerimaan Elektronik 

sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaporkan SPT Masa Unifikasinya 

 

 

 

b. Lihat Bukti Potong Pada SPT, menu ini menampilkan seluruh daftar bukti 

potong pada SPT Masa Unifikasi 
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c. Cetak SPT, untuk melakukan pencetakan Induk SPT Masa PPh Unifikasi 

dapat juga hanya diunduh 

 

 

3. MENU PAJAK PENGHASILAN 

Menu ini digunakan untuk merekam bukti pemotongan atau pemungutan, atau 

bukti setor PPh Unifikasi. Pada menu ini terdapat beberapa sub menu 

diantaranya adalah PPh yang disetor sendiri, PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23 

dan 26, dimana wajib pajak harus melakukan input secara manual per bukti 

potong. Selanjutnya terdapat sub menu Impor Data PPh yang menjadi sebuah 

fasilitas untuk wajib pajak dalam pembuatan bukti potong/pungut/setor dengan 

mengimpornya melalui data excel dan menu posting digunakan jika wajib pajak 

akan melakukan posting data bukti potong/pungut/setor agar data tersebut 

terekam dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Berikut tampilannya : 
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PPh Yang Disetor Sendiri 

Terdapat 2 sub menu pada menu PPh yang disetor sendiri yaitu daftar PPh yang 

disetor sendiri dan Rekam PPh yang disetor sendiri seperti tampak pada gambar 

dibawah ini : 

 

Langkah pertama yang dilakukan wajib pajak adalah merekam PPh yang disetor 

sendiri, pilih menu “Rekam PPh yang disetor sendiri” dan muncul tampilan berikut 

ini : 

 

Pilih kolom Surat Setoran Pajak isikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

(NTPN), dimana NTPN ini didapatkan oleh wajib pajak sebagai bukti setor pajak. 

Selanjutnya isikan data pada kolom masa pajak, jenis pajak, jenis setoran, jumlah 

setor dan tanggal setor. Kolom berwarna abu-abu akan terisi secara otomatis 
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Selanjutnya untuk bukti potong yang telah berhasil direkam bisa dilihat Kembali 

melalui menu “Daftar PPh yang disetor sendiri” 

 

 

Pilih pencarian berdasarkan periode : 

 

 

PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 

Terdapat 2 sub menu pada menu ini yaitu Daftar BP Ps. 4 (2), 15, 22, 23 dan 

Rekam BP Ps. 4 (2), 15, 22, 23 seperti terlihat pada gambar berikut ini : 
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Langkah pertama yang dilakukan wajib pajak adalah melakukan perekaman bukti 

potong/pungut dengan memilih sub menu Rekam BP Ps. 4 (2), 15, 22, 23 hingga 

muncul tampilan berikut ini : 

 

 

 

Isikan seluruh data yang diminta dengan benar. Kemudian klik berikutnya : 

 

Wajib pajak akan diminta untuk menginputkan Kode Objek Pajak yang 

dipotong/dipongot dapat dengan tekan dropdown ataupun langsung 

memasukkan kode objek pajaknya dan fasilitas Pajak Penghasilan. Jika wajib 

pajak akan memanfaatkan fasilitas, maka setelah melakukan input kode objek 

pajak akan muncul validasi seperti berikut : 
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Jika seluruh data telah diisi dengan benar, klik menu “berikutnya”. Selanjutnya, 

wajib pajak harus melakukan input terhadap dokumen-dokumen yang menjadi 

dasar pemotongan dengan mengklik menu “tambah” berikut ini : 

 

 

 

Pilih nama dokumen yang sesuai, dapat berupa faktur pajak, invoice, 

pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, dan sebagainya, kemudian 
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isikan no dokumen dan tanggal dokumen. Jika sudah lengkap maka akan muncul 

seperti Digambar berikut ini : 

 

Jika pengisian sudah lengkap, klik menu “berikutnya” dan akan muncul tampilan 

sebagai berikut : 

 

 

Langkah terakhir adalah melengkapi identitas penandatangan, memilih 1 

diantara 3 pilihan diatas dan klik simpan. Untuk melihat seluruh bukti potong yang 

telah terekam, wajib pajak masuk ke menu “Daftar BP Ps 4 (2), 15, 22, 23”. 
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Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

4. MENU POSTING 

Proses posting dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bukti 

potong/pungut yang telah dibuat masuk kedalam SPT Masa PPh Unifikasi. 

Berikut adalah menu posting dalam e-Bupot Unifikasi : 

 

Wajib pajak memilih tahun pajak dan masa pajak dan pilih menu cek hingga 

muncul notifikasi sebagai berikut : 
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5. MENU SPT MASA 

 

a. Perekaman Bukti Setor 

Menu ini digunakan untuk melihat jumlah tagihan yang muncul untuk setiap 

masa pajaknya, melakukan perekaman bukti setor serta melihat ringkasan 

pembayaran di suatu masa pajak 

b. Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi 

Menu ini digunakan untuk melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak 

dapatterisi otomatis pada saat wajib pajak menginput bukti potong/pungut, 

memposting bukti pembayaran dan mengirim SPT Masa PPh Unifikasi 

 

Draft SPT akan otomatis terbentuk dari setiap bukti potong/pungut yang telah 

diinput. Untuk melakukan perubahan atas draft tersebut pilih menu SPT Masa-

Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi-Lengkapi SPT kemudian akan muncul 

menu pada gambar  berikut ini : 
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Pada gambar diatas terlihat bahwa wajib pajak diminta untuk melakukan 

Perekaman Lampiran DOSS (Daftar Objek Setor Sendiri) seperti gambar 

berikut : 

 

Pada menu diatas, wajib pajak diminta untuk mengisikan jumlah Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah PPh yang dipotong atas transaksi-

transaksi terkait dengan bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa 

Giro, transaksi penjualan saham dan bunga deposito diskonto obligasi serta 

surat berharga. Langkah selanjutnya adalah melihat menu Daftar Bukti Setor 

untuk melihat bukti setor yang telah terekam sebelumnya dan lanjutkan ke 

bagian penandatangan, pilih pihak penandatangan dan pilih nama 

penandatangan kemudian klik simpan. 
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Setelah memilih tombol simpan, Langkah selanjutnya adalah Kembali ke 

menu Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dan pilih “Kirim SPT” untuk 

mengirim SPT yang telah selesai diinputkan : 
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Langkah terakhir adalah wajib pajak megunduh tanda terima SPT yang akan 

muncul setelah proses pengiriman SPT. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

tata cara pelaporan SPT Masa PPh melalui e-bupot unifikasi : 

1. Mahasiswa memahami prosedur pelaporan SPT Masa melalui e-bupot unifikasi 

2. Mahasiswa menelusuri jurnal penelitian mengenai Modernisasi Sistem 

Perpajakan 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 7 

 

G. LEMBAR KERJA 

Modernisasi system perpajakan saat ini sangat gencar dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak seperti peluncuran E-Bupot Unifikasi. Jelaskan menurut pandangan 

saudara, apa kelemahan dan keunggulan dari modernisasi system perpajakan yang 

ada saat ini terutama pada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak ? dan saran yang 

dapat anda berikan kepada pembuat kebijakan mengenai system-sistem perpajakan 

yang secara massif diluncurkan ! Anda dapat menggunakan beberapa referensi jurnal 

penelitian yang mendukung argument anda ! 

 

H. REFERENSI 

Dhaniswara. 2021. Mudah Memahami E-Bupot Unifikasi. KPP Madya Jakarta 

Selatan 
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PERTEMUAN 8 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-8 mengenai Pajak Pertambahan Nilai, 

mahasiswa mampu menghitung Kurang (Lebih) bayar PPN pada satu masa pajak.  

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 perubahan Ketiga Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 

Harmonisasi Perpajakan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 4 ayat 

berikut: 
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Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: 

a. “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang 

Kena Pajak terdiri dari pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahannya harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; 

2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud; 

3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 

4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

b. Impor Barang Kena Pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena 

Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang 

memasukan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa 

memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaanya atau tidak, tetap dikenai pajak. 

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Pengusaha yang 

melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha 

yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha 

yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum 

dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak; 

2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 

3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; 

4) Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa 

Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang 

diberikan secara cuma-cuma.  

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabbean 

di dalam Daerah Pabean.  Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan 

pajak yang sama dengan impor Barang kena Pajak, atas Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan 

oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak pertambahan Nilai. 
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Contoh: Pengusaha B yang berkedudukan di Bandung memperoleh hak 

menggunakan   merek yang dimiliki Pengusaha C yang berkedudukan di 

Jepang. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha B di dalam 

Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh 

siapapun di dalam Daerah Pabbean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jasa 

yang berasal dari luar Daerah Pabbean yang dimanfaatkan oleh siapapun di 

dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, 

Pengusaha Kena Pajak D di Jakarta memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari 

Pengusaha A yang berkedudukan di Malaysia. Atas Pemanfaatan Jasa Kena 

Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Berbeda 

dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan/atau huruf c, pengusaha yang melakukan eskpor Barang Kena 

Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak. 

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, 

pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah: 

1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, 

kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula 

atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan 

intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 

2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, 

komersial, atau ilmiah; 

3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, 

industrial, atau komersial; 

4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan 

penggunaan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak 

menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau 

pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: 
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5) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara 

atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, 

serat optik, atau teknologi yang serupa; 

6) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman suara atau keduanya, 

untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, 

kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa; 

7) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum 

radio komunikasi 

8) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture 

films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk 

siaran radio; dan 

9) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan 

penggunaan atau pemberian hak kkekayaan intelektual/industrial atau 

hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. 

h. ekspor Jasa Kenapa Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Termasuk dalam 

pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari 

dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas 

dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 

pemesan di luar Daerah Pabean”. 

 

2. Barang Kena Pajak (BKP) dan Bukan Barang Kena Pajak (BKP) 

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan 

Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya yang terakhir Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang Undang Harmonisasi Perpajakan. 

Terdapat dua jenis Barang Kena Pajak menurut aturan ini yaitu Barang Kena 

Pajak Berwujud dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. BKP berwujud 

dibedakan menjadi dua, yakni BKP berwujud yang bergerak dan BKP berwujud 

yang tidak bergerak. Undang-undang dan peraturan pelaksanaanya menetapkan 

kelompok barang yang tidak dikenakan PPN sesuai Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 perubahan kelima Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tanggal berlaku mulai 1 April 2022, sebagai berikut: 

a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuaman yang 
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diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak 

daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Contoh: PT. Listi Safitri 

memesen 100 paket hemat dari gerai makanan cepat saji KFC untuk 

merayakan keberhasilan perusahaan mencapai target penjualan 2006. Atas 

transaksi tersebut tidak dikenakan PPN. 

b. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat 

berharga”. 

 

3. Jasa Kena Pajak (JKP) dan Non Jasa Kena Pajak (JKP) 

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas 

petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. 

Sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 

Perubahan Kelima Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 7 Tahun 

2021 tanggal berlaku 1 April 2022. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: 

a. “Jasa keagamaan; 

b. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh 

pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pajak daerah dan retribusi daerah” 

Contoh: 

1) Arzeta yang mengelola sebuah salon kecantikan, merawat kecantikan 

pelanggan, berarti Arzeta menyerahkan jasa perawatan kecantikan 

sehingga pelanggannya siap untuk menghadiri resepei perkawinan. 

2) Pak Dylan yang mengelola sebuah usaha Penjahit Rapi sedang menjahit 

bahan pakaian untuk dibuat satu stel jas atas pesanan Pak Fahri. Bahan 

jas berupa tekstil dibawa sendiri oleh Pak Fahri. Dalam kasus ini, Pak 

Fahri menyerahkan jasa untuk menghasilkan jasa karena pesanan yang 

bahannya berasal dari pemesan dan atas petunjuk pemesanyaitu Pak 

Fahri. Ketika Pak Fahri mengambil jas pemesannya, ia membayar biaya 

kepada Pak Fahri. 
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3) Berbeda dengan PT. Sedap Rasa sebuah perusahaan catering Tuan 

Bambang yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan anaknya, 

menghubungi PT. Sedap Rasa untuk menyediakan 500 porsi makanan 

lengkap. Dalam hal ini, PT. Sedap Rasa selaku perusahaan catering 

bukan menyerahkan jasa melainkan menyerahkan barang berupa 

makanan dan minuman. Tuan Bambang akan membayar ongkos dan 

harga bahan makanan. Oleh karena itu, perusahaan catering bukan 

pengusaha jasa melainkan pabrikan yang menghasilkan makanan dan 

minuman. 

Seperti halnya pengenaan PPN atas BKP, ada beberapa JKP yang tidak 

dikenakan PPN, sehingga selain JKP yang disebutkan berikut ini dikenakan PPN. 

JKP yang tidak dikenakan PPN antara lain: 

a. “Pelayanan di bidang pelayanan kesehatan medis; 

b. Pelayanan di bidang bakti sosial; 

c. Pelayanan di bidang pengiriman surat dengan perangko dan pengiriman uang 

melalui wesel pos, yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia; 

d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan leasing dengan hak opsi; 

e. Jasa di bidang keagamaan, meliputi jasa rumah ibadah, jasa khutbah atau 

dakwah, dan jasa lainnya di bidang keagamaan; 

f. Pelayanan di bidang Pendidikan; 

g. Jasa di bidang seni dan hiburan yang dikenakan Pajak Tontonan, termasuk 

jasa di bidang seni yang tidak bersifat komersial, seperti pertunjukan seni 

tradisional yang diadakan secara cuma-Cuma; 

h. Jasa di bidang penyiaran yang tidak bersifat periklanan adalah jasa penyiaran 

radio atau televisi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta 

yang tidak bersifat periklanan dan tidak dibiayai oleh sponsor untuk tujuan 

komersial; 

i. Pelayanan di bidang angkutan umum di darat dan di air adalah pelayanan 

angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah atau swasta. Jasa angkutan umum di darat dan air tidak 

dikenakan PPN. Namun demikian, jasa angkutan udara luar negeri tidak 

dikenakan PPN, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah 

Pabean. Yang termasuk dalam pengertian jasa angkutan udara luar negeri 

adalah jasa angkutan udara luar negeri yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut. Penyerahan jasa 
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angkutan umum di darat adalah penyerahan jasa angkutan umum di jalan 

dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan penyerahan jasa 

angkutan kereta api. Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum di atas air 

adalah penyelenggaraan pelayanan angkutan umum di laut, di sungai dan 

danau, serta penyelenggaraan pelayanan angkutan umum penyeberangan 

Yang dimaksud dengan pelayanan angkutan umum penyeberangan adalah 

pelayanan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan kapal laut, yang dilakukan oleh Pengusaha 

Angkutan Penyeberangan yang menghubungkan suatu jaringan jalan atau 

jalur kereta api yang terputus. off karena adanya air untuk biaya; 

j. Pelayanan di bidang ketenagakerjaan; 

k. Pelayanan di bidang perhotelan; 

l. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum meliputi jenis pelayanan yang dilakukan oleh 

instansi pemerintah seperti pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian 

izin usaha perdagangan, penerbitan NPWP, pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk; 

m. Penyediaan layanan parkir; 

n. Layanan telepon umum menggunakan koin; 

o. Catering atau jasa catering” 

 

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif 

pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :  

PPN = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 

Menurut Undang – undang PPN tarif PPN adalah sebagai berikut : 

a) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11% (sebelas persen) 

b) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas : 

1) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

2) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan 

3) ekspor Jasa Kena  Pajak 

c) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling 

rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang 

perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah” 
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Pada setiap akhir masa pajak, PKP melakukan perhitungan PPN Kurang 

atau lebih bayar dengan menyandingkan jumlah pajak masukan dan pajak 

keluaran pada masa pajak yang bersangkutan. Pajak Keluaran merupakan PPN 

terutang yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan 

penyerahan BKP dan/atau JKP atau dengan kata lain Pajak Keluaran adalah pajak 

yang harus disetor ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penjualan, sedangkan Pajak Masukan merupakan pajak yang sudah dibayar oleh 

PKP pada saat melakukan pembelian. Jika dalam suatu masa pajak pajak 

keluaran menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai pajak masukan, maka 

selisihnya adalah PPN yang harus disetor oleh PKP ke kas negara paling lambat 

akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa 

PPN dilaporkan.  

Contoh : Pada masa pajak Januari 2021, PKP GHI mencatatkan nilai pajak 

keluaran sebesar Rp 10.000.000 dan pajak masukan senilai Rp 2.000.000, maka 

PPN kurang atau lebih bayar dihitung sebagai berikut : 

  Pajak Keluaran  Rp 10.000.000 

  Pajak Masukan (Rp   2.000.000) 

  PPN Kurang Bayar  Rp   8.000.000 

Maka, PPN kurang bayar senilai Rp 8.000.000 wajib disetorkan ke kas negara 

paling lama tanggal 28 Februari 2021. 

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan 

pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 

Contoh : 

Masa Pajak Oktober 2021 : 

Pajak Keluaran    = Rp 1.500.000 

Pajak Masukan   = (Rp 3.000.000) 

Lebih Bayar PPN   = (Rp 1.500.000) 

PPN lebih bayar senilai Rp 1.500.000 dapat dikompensasikan ke masa pajak 

November 2021. 
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Masa Pajak November 2021 : 

Pajak Keluaran      =  Rp 5.500.000 

Pajak Masukan     = (Rp 2.000.000) 

Kompensasi Kelebihan Bulan Sebelumnya = (Rp 1.500.000)  

Lebih Bayar PPN     = (Rp 2.000.000) 

PPN lebih bayar senilai Rp 2.000.000 dapat dikompensasikan ke masa pajak 

Desember 2021. 

Masa Pajak Desember 2021 : 

Pajak Keluaran      =  Rp 6.000.000 

Pajak Masukan     = (Rp 5.000.000) 

Kompensasi Kelebihan Bulan Sebelumnya = (Rp 2.000.000)  

Lebih Bayar PPN     = (Rp 1.000.000) 

PPN lebih bayar senilai Rp 1.000.000 dapat diajukan pengembalian 

(restitusi) pada bulan Desember 2021 atau akhir tahun buku. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai 

2. Mahasiswa memahami perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 8 

 

G. LEMBAR KERJA 

PT IKJ Indonesia merupakan pabrikan peralatan elektronik yang berkedudukan 

di Jl. Mungur Indah Blok D 25, Bogor, Jawa Barat 16340, Telp 021-3456789. PT IKJ 

menghasilkan produk berupa TV, AC, CD dan OHP. IKJ telah terdaftar sebagai PKP 

dan memiliki NPWP : 59.546.243.3-112.000 sejak 12 April 2015 dengan nomor KLU 

54321. Berikut adalah transaksi pembukuan dalam Bulan Januari 2022 : 
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TRANSAKSI PENJUALAN 

4 Januari 2022 Mengekspor produk elektronik ke Singapura dengan nilai ekspor 

Rp 2.300.000.000. No PEB : 00029-1-10 

7 Januari 2022 Menerima pembayaran dari PT Syukur NPWP : 31.307.658.0-

524.000 atas penyerahan TV 32” pada tanggal 12 Desember 2019 

dengan harga jual Rp 200.000.000 dan dibuatkan faktur dengan 

nomor seri 010.900-13-12345678 

8 Januari 2022 Menjual dan menerima pembayaran TV senilai Rp 800.000.000 

kepada PT Elektronik Serasi yang berada di Kawasan berikat 

NPWP 01.681.385.9-614.000 dengan faktur pajak Nomor : 

010.900-13-12345679. 

10 Januari 2022 memberikan surat tagihan kepada Departement Komunikasi dan 

Informasi Republik Indonesia atas penyerahan alat elektronik 

dengan harga sesuai kontrak senilai Rp 240.000.000 termasuk 

PPN 11% dan PPnBM. Penyerahan barang telah dilakukan 

tanggal 2 Desember 2019, pembayaran dilakukan melalui KPPN 

dengan NPWP : 31.301.845.9-517.000 dan faktur pajak nomor 

010.000-13-12345680 tanggal 10 Januari 2022 

22 Januari 2022 Menjual alat elektronik ke Kedubes Singapura NPWP 

31.679.850.3-506.000 Rp 500.000.000 pada tanggal 5 Desember 

2019 dan faktur pajak tertanggal 22 Januari 2022. Terdapat surat 

pembebasan dari KPP Badira dan dibuatkan faktur pajak dengan 

no seri 010.000-13- 12345681 

25 Januari 2022 PT Syukur melakukan pengembalian sejumlah TV Senilai Rp 

100.000.000 dengan nota return No : NR-07/01/13 

TRANSAKSI PEMBELIAN 

2 Januari 2022 membeli computer senilai Rp 33.000.000 termasuk PPN dari PT 

Surya dengan NPWP 21.068.052.6-215.000 dan dibuatkan faktur 

pajak dengan No 010.900-13- 45698715 

5 Januari 2022 menerima bahan baku yang dibeli dari PT Bahanku NPWP : 

31.672.082.0-615.000 seharga Rp 5.500.000 (termasuk PPN) 

berdasarkan pesanan tanggal 1 Januari 2022 dan pembayaran 
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akan dibayar bulan Februari 2022. No Seri Faktur Pajak 010.900-

13-98763210 

6 Januari 2022 membayar uang langganan telepon Rp 6.700.000 ke PT Telkom 

dengan NPWP : 03.140.484.1-212.000 dengan no kuitansi :  

55464809012013 

20 Januari 2022 menerima satu unit mobil sedan dari PT astra NPWP : 

31.459.073.8- 614.000 senilai Rp 180.000.000 belum termasuk 

PPN dan PPnBM 35%. Pembayaran Tunai dengan no faktur pajak 

010.900-13-23443789 

30 Januari 2022 melakukan pengiriman Kembali barang yang cacat kepada PT 

Surya dengan Nomor Nota Return NR-30/1/13 senilai Rp 

15.000.000 

Hitunglah Kurang (Lebih) Bayar PPN PT IKJ Pada Masa Januari 2022 ! Jawaban 

dikerjakan pada lembar kerja berikut ini : 

Tanggal Jenis Transaksi Pajak Masukan Pajak Keluaran 
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H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Mengenai Undang Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang 

Harmonisasi Perpajakan 
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PERTEMUAN 9 

PENGAJUAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-9 mengenai Pengajuan Nomor Seri Faktur 

Pajak, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah pengajuan nomor seri faktur 

pajak. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Tax Center 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

UU PPN No 8 Tahun 1983 yang telah diubah UU PPN No 42 Tahun 2009 

menyatakan bahwa “Faktur Pajak merupakan bukti pungutan yang dibuat atas 

penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan 

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. Penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha 

Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, 

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 
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dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak harus dibuat faktur pajak sebagai bukti terutangnya 

PPN yang telah dipungut merupakan Pajak keluaran bagi PKP penjual. 

Sedangkan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak 

dan/ atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 

dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor 

Barang Kena Pajak sebagai Pajak Masukan untuk PKP pembeli. PKP yang 

melakukan penyerahan maupun ekspor BKP dan atau JKP Wajib membuat faktur 

pajak. Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti PKP penjual telah memungut PPN dan 

sarana pelpaoran sedangkan sebagai PKP pembeli merupakan bukit telah 

melakukan pembayaran PPN dan sarana pengkreditan PPN yang harus dibayar. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, 

Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka 

Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan 

Faktur Pajak dikatakan bahwa “Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan 

benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena 

Pajak untuk menandatanganinya”. Sesuai pasal 13 ayat 5 UU PPN Faktur Pajak 

harus mencantumkan keterangan paling sedikit : 

a. “Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak 

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau 

penerima Jasa Kena Pajak 

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga 

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut 

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak 

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak 

h. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa tanda tangan 

elektronik” 

Pemberitahuan tertulis paling lama akhir bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) tempat PKP terdaftar tentang penunjukan Nama dan tandatangan serta 

spesimen yang berhak menandatangani Faktur Pajak, sejak pejabat/pegawai yang 

ditunjuk tersebut menandatangani Faktur Pajak. Berdasarkan PER-24/PJ/2012 Pasal 

13, PKP dapat menunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak lebih dari satu orang. 
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Apabila PKP ada pergantian atau terjadi perubahan nama maka PKP diwajibkan 

memberitahukan kembali surat pemberitahuan ke KPP, karena jika tidak 

memberitahukan akan dianggap faktur pajak tidak lengkap. Berikut adalah format 

surat pemberitahuan penjukkan kuasa dan wewenang dalam menandatangani faktur 

pajak. Berdasarkan PER-24/PJ/2012 dan diubah PER - 17/PJ/2014 dan diubah PER 

03/PJ/2022. Kode dan seri harus digunakan dalam pembuatan faktur pajak dan 

diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena Pajak. Ada 16 

(enam belas) digit kode dan NSFP, yaitu:  

a. 2 (dua) digit Kode Transaksi 

b. 1 (satu) digit Kode Status 

c. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak 

Sehingga Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus ditulis secara lengkap 

sesuai dengan jumlah digit. Berikut adalah ketentuan mengenai kode dan nomor seri 

faktur pajak : 

a. Penggunaan Kode Transaksi faktur pajak 

Kode 01: Untuk Penyerahan yang terutang PPN oleh PKP penjual, kode ini 

digunakan untuk transaksi yang bersifat umum dalam hal ini bukan yang 

mengunakan DPP nilai Lain, pemungut PPN, PPN tidak dipungut, PPN 

dibebaskan maupun PPN untuk penjualan aktiva yang bertujuan untuk diperjual 

belikan (Pasal 16D). Contoh :  PT. H&R sebagai PKP yang bergerak dibidang 

perdagangan Spare Parts Forklif, menjual 10 buah Ban Forklif dengan type 4.00-

8 kepada PT. Perkasa, maka untuk transaksi tersebut mengunakan kode 01 

 

Kode 02 : Untuk transaksi berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP 

kepada intansi pemerintah sebagai pemungut PPN dan PPn BM. Contoh: PT 

Mandiri Perkasa menyerahkan 20 unit komputer kepada departemen luar negeri, 

maka transaksi ini menggunakan kode 02 

 

Kode 03 : Digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan penyerahan BKP 

dan/atau JKP kepada selain Intansi Pemerintah yang ditetapkan sebagai 

pemungut PPN dan PPn BM. Contoh 1 : PT. Langit Biru menjual kepada PT. 

Pertamina (Persero) tabung Elpiji 25 Kg sebanyak 1.000 unit, maka kode 03 

digunakan untuk transkasi ini. Contoh 2 : PT. Sukses Makmur menjual komputer 

kepada PT. Pupuk Kujang yang merupakan anak usaha BUMN yang ditunjuk 
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sebagai pemungut PPN dan PPn BM, maka atas penjualan komputer sebut PT, 

Sukses Makmur sebagai PKP menerbitkan faktur pajak kode 03  

 

Kode 04 : Kode ini Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mengunakan nilai 

Lain sebagai DPP. Contoh 1 : PT. Fajar mengirim paket ke Surabaya mengunakan 

jasa PT. Logistic maka PT. Logistic yang merupakan PKP  menerbitkan faktur 

pajak dengan kode 04. Contoh 2 : PT. White mengirimkan barang dagangnya ke 

kantor cabangnya yang ada di Bali, PT. White dalam pelaporan PPN secara 

Disentralisasi, maka atas pengiriman ini terutang PPN dan menerbitkan Faktur 

Pajak dengan Kode 04. 

 

Kode 05 : Pengunaan untuk penyerahan PKP BKP dan/atau JKP tertentu,  yang 

PPN-nya dipungut dengan besaran peredaran tertentu, kegiatan usaha tertentu 

diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN. Contoh : PKP menjual menjual kacang 

mete maka PKP membuat faktur pajak kode 05. Hasil Pertanian dikenakan pajak 

sesuai dengan peraturan menteri keuangan No 64/PMK.03/2022 

 

Kode 06 : Kode ini dipergunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut 

oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan 

penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E  Undang- Undang Pajak Pertambahan 

Nilai.” Contoh : PT. H&R sebagai PKP toko ritel yang ditunjuk penerbitan faktur 

pajak Khusus menjual kerajianan asli Indonesia kepada turis Asing, maka toko ritel 

ini menerbitkan faktur pajak dengan kode 06 

 

Kode 07 : Kode ini diterbitkan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang 

mendapat fasilitas PPN Tidak  Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). 

Contoh : PT. Pertiwi sebagai PKP yang bergerak dibidang perdagangan mesin-

mesin menjual mesin foto copy kepada PT. Power yang ada dikawsan Berikat, 

maka PT. Pertiwi atas penjualan tersebut menerbitkan Fakur dengan kode 07. 

 

Kode 08 : Merupakan kode yang dipergunakan bagi PKP yang  mendapat fasilitas 

Dibebaskan  dari pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Contoh :  

PT. Maju Ayu Maju menjual kelapa sawit dari perkebunanya kepada PT. Minyak 

sayur, maka PT. Maju Ayo Maju menerbitkan faktur pajak dengan kode 08. 
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Kode 09 : Kode ini adalah kode yang dipergunakan untuk penyerahakan aktiva 

yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan. Contoh : PT. Malu Sekali menjual 

mesin potong yang dibeli pada tahun 2015 yang dipergunakan untuk proses 

produksi, maka atas menjualan mesin ini PT. Malu Sekali menerbitkan faktur pajak 

dengan kode 09 

b. Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak 

1) Kode Status, Ketentuan pengisian sebagai berikut: 

a) Status normal dengan kode 0 (nol) 

b) Status penggantian dengan kode 1 (satu) 

2) Jika terjadi pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka tetap mengunakan 

Kode Status 1 

c. Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak 

Nomor Seri Faktur Pajak dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan yang 

terdiri dari 11 digit dengan ketentuan berikut ini : 

1) Nomor Seri Faktur Pajak diberikan sesuai dengan permintaan PKP dalam 

bentuk blok nomor, permintaan berdasarkan 120% dari jumlah nomor seri 

faktur pajak yang digunakan tiga bulan terakhir setelah pelaporan SPT PPN  

yang dapat diberikan DJP. Contoh: Pada tahun 2022 PKP meminta 200 

Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa: 

-   005.22. 09134500 s.d. 005.22.09345700; 

-   001.22. 12387600 s.d. 001.22.12387800; 

-   002.22. 84561700 s.d. 002.22. 84561900, dan lain sebagainya. 

2) Penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun 

penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak dalam hal ini tahun 

2022. 

Direktorat Jenderal Pajak menyediakan web yang ditentukan untuk permintaan 

Nomor Seri Faktur Pajak yang diberi nama Aplikasi e-Nofa Online dengan web 

https://efaktur.pajak.go.id. Untuk dapat mengunakan aplikasi ini PKP harus memiliki 

Kode Aktivasi dan Password serta memiliki Sertifkat Electronik dengan mengajukan 

surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar, disi dengan 

lengkap dan ditanda tangani. Bentuk formulir permohonan surat berdasarkan 

Lampiran PER-17/PJ/2014. Berdasarakan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-
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04/PJ/2020 “Sertifikat Elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang bersifat 

elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan 

status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik”. Petunjuk Teknik 

Palaksanaan untuk mendapatkan Sertifkat elektronik berdasarkan PER-04/PJ/2020 

PKPharus mengajukan permohonan langsung ke KPP oleh pengurus yaitu direktur 

atau orang yang didaftarkan dalam Akte PKP tersebut dan tidak dapat diwakilkan atau 

dikuasakan oleh pihak lain. Berikut ini syarat atau dokumen yang diperlukan: . 

a. mempersiapkan passphrase dan mengisi formulir permintaan sertfikiat Elektronik.  

b. Verifikasi dan autentikasi identitas wajib pajak 

b. Fotocopy KTP/KITAS/paspor/NPWP/SKT untuk diserahkan disertai membawa 

Dokumen aslinya untuk diperlihatkan. 

c. Dokumen identitas salah satu pengurus (KTP/KITAS/paspor/NPWP/SKT), 

dokumen pendirian usaha (akta pendirian atau dokumen pendirian dan 

perubahannya untuk wajib pajak badan, dan surat keterangan penunjukan dari 

kantor pusat bagi BUT. 

Jika seluruhnya lengkap pengurus PKP berhak menerima sertifikat elektronik 

dari KPP tempat PKP terdaftar atau mengakses dengan mendowlod di laman e-Nofa. 

Sertifikat ini akan dinyatakan kadaluarsa selama 2 tahun. Pengurus PKP harus 

memperpanjang kembali ke KPP dengan prosedur dan prosedur yang sama seperti 

saat awal mengajukan permohonan sertifikat. Pasal 40 PER 04/PJ/2020 Direktorat 

Jendral Pajak dapat memberikan Sertifikat Elektronik kepada Wajib pajak untuk 

memperoleh Layanan secara Eletronik dapat berupa : digital/elektronik diperguna 

untuk layanan pajak secara elektronik berupa :  

a. Nomor seri Faktur Pajak 

b. Pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur) 

c. Pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik, pembuatan 

dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (e-bupot) 

d. Pengajuan surat keberatan secara elektronik 

e. Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak secara 

elektronik, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak 

secara elektronik; dan/atau 
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f. Layanan Perpajakan Secara Elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

Berikut adalah contoh range nomor seri faktur pajak berdasarkan permintaan PKP 

melalui e-nofa : 

 

Artinya Nomor seri faktur pajak yang diterbitkan untuk tahun 20xx mulai dari 

000.14.12345678 sampai dengan 000.14.12345679. 

1. e-Faktur 

Berdasarkan PER -16/PJ/2014 “Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang 

selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi 

atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak”. E-faktur diterapkan mulai tahun 2014 secara bertahap, dimulai 

1 Juli 2014 e-faktur berlaku untuk 100 pengusaha kena pajak (PKP) yang 

ditunjuk Ditjen Pajak, selanjutnya pada 1 Juli 2015 diterapkan untuk PKP di 

Jawa dan Bali dan sejak 1 Juli 2016 diterapkan diseluruh Indonesia. 

2. Aplikasi e Faktur  

Aplikasi e-Faktur adalah sistem elektronik yang ditentukan dan/atau 

disediakan oleh DJP sebagai sarana membuat faktur pajak. Aplikasi e-Faktur 

bermanfaat untuk mengurangi kerugian PKP dan Negara sebagai filter bagi 

banyaknya kecurangan yang terjadi berkaitan dengan Faktur Pajak. Pengunaan 
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aplikasi ini diharapakan lebih mempermudah saat dibuatnya faktur pajak yang 

format yang terlah ditentukan oleh DJP. Faktur pajak pada aplikasi e-Faktur 

tidak lagi diisyaratkan ditandatangani oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh 

PKP secara basah karena sudah ditandatangni secara elektronik. 

3. Langkah-langkah penggunaan e-faktur  

Untuk dapat menggunakan e- faktur harus mendownload Aplikasi e-faktur 

terlebih dahulu, anda dapat mendownload melalui 

https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi kemudian menginstallnya. 

1) Membuat faktur pajak 

Secara singkat setelah menginstall aplikasi tersebut setelah mengisi profil 

PKP, setting user name dan password PKP sudah dapat membuat pajak 

keluaran menggunakan e-Faktur 

2)  Login ke aplikasi e-Faktur. 

 

  

Kemudian pilih lokal database jika database sendiri jika sebagai clien pilih 

network database kemudian klik connect. Selanjutnya masukan Username 

dan Pasword yang sudah disetting kemudian login 

https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi
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Setelah login akan terlihat identitas PKP  

 

 

Kemudian klik file Administrasi DB , klilk nama database untuk 

menentukan database yang akan dipakai kemudian konek kedatabase 

kemudian start database sebagai server, sebelum membuat faktur pajak 

jika belum memasukan nomor seri faktur pajak maka harus  masukan 

nomor seri faktur pajak yang didapat dari permintaan nomor seri faktur 

pajak melalui e Nofa.  

Klik Referensi pada menu e-faktur, rekam range nomor faktur kemudian 

masukan nomor faktur pajaknya yang diberikan DJP dari nomor awal 

sampai nomor akhir klik rekam nomor faktur. Kemudian oke dan tutup 

menu referensi tersebut. 
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Setelah melakukan perekaman Nomor Seri Faktur Pajak, maka PKP dapat 

membuat faktur pajak dengan cara : 

Klik faktur – pajak keluaran - Administrasi faktur-rekam faktur - klik detail 

transkasi kemudian pilih sesuai kepada siapa transaksi tersebut yang 

berkaitan dengan kode transaksi kemudian isi jenis faktur 1 untuk normal 2 

untuk pengganti, isi tanggal dokumen, bulan dan tahun dokumen (saat 

pembuatan faktur pajak) kemudian untuk masa dan tahun pajak 

selanjutnya nomor seri faktur pajak akan terisi secara otomatis 

berdasarkan dengan urutan. 
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Selanjutnya lakukan pengisian NPWP, Nama, Alamat Lawan transaksi 

kemudian klik lanjutkan rekam transaksi isi kode, nama, harga, jumlah 

barang dan discount (jika ada) kemudian simpan, masukan lagi kode nama, 

harga, jumlah barang dan discount jika banyak jenis barang dalam 

transaksi tersebut sesuai dengan berapa jenis barang dalam transaksi 

tersebut, kemudian simpan maka rekam faktur pajak selesai. Selanjutnya 

transaksi tersebut akan terekam sbb: 

 

Proses selanjutkan upload nomor faktur tersebut, untuk dapat mengupload 

harus aktifkatan terlebih dahulu dengan mengklik managemen upload star 

applod dilanjutkan masukan kode dan password yang berikan DJP, 

selanjutnya klik close management Upload dilajutkan dengan klik fakur 

pajak yang akan diuplod kemudian klik upload, maka status approval faktur 

pajak tersebut approval sukses, maka faktur pajak sudah dapat diprint 

dengan mengklik faktur pajak tersebut kemudian klik PDF.  
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Contoh faktur pajak : 

 

Pasal 13 ayat 2 UU PPN menyatakan bahwa Pengusaha Kena pajak 

dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang 

dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena 

Pajak yang sama selama I (satu) bulan kalender, artinya PKP dapat 

membuat faktur pajak atas seluruh penyerahan untuk satu pembeli dalam 

1 bulan yang dinamakan faktur pajak gabungan. 

Contoh 1: 

PT. Sejahtera (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT. 

Bersama pada tanggal 1, 3, 7, 9, 14, 26, 29 dan 31 Januari 2020 dan sampai 

tanggal 31 belum sama sekali menerima pembayaran atas penyerahan 

tersebut, maka PT. Sejahtera diperkenankan membuat 1 (satu) faktur pajak 

gabungan meliputi seluruh penyerahan yang terjadi dibukan Januari paling 

lambat tanggal 31 januari 2020. 
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Contoh 2: 

PT. Bermuda menerima Barang Kena Pajak dari PT. Segi Tiga pada tanggal 

2, 8, 13, 17, 20, 23, 27, dan 30 Maret 2020. Pada tanggal 27 Maret PT. 

Bermuda membayara atas penerimaan BKP tanggal 2 Maret, Maka PT. Segi 

Tiga dapat membuat faktur pajak gabungan paling lambat tgl 30 Maret 2020 

untuk seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan Maret tersebut. 

Berdasarakan PER 03/PJ/2022 untuk batas waktu Upload Faktur pajak tanggal 

15 bulan berikutnya. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

tata cara permintaan no seri faktur pajak : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai 

2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengajuan nomor seri faktur pajak 

3. Mahasiswa menelusuri jurnal penelitian untuk menembukan konsekuensi yang 

timbul sebagai akibat dari permintaan no seri faktur pajak secara online melalui 

e-nofa 

4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 9 

 

G. LEMBAR KERJA 

Silahkan saudara jabarkan mengenai sanksi yang bisa dikenakan terhadap wajib 

pajak terkait dengan penerbitan faktur pajak ! Dapat disertakan jurnal penelitian yang 

mendukung pernyataan anda ! 

 

H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Mengenai Undang Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Undang Undang 

Harmonisasi Perpajakan 

Habibah. 2022. Perpajakan 2. Tangerang Selatan : Unpam Press. 
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PERTEMUAN 10 

SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan Ke-10 mengenai SPT Masa PPN, mahasiswa 

mampu mengisi SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Tax Center 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

Seluruh PKP diwajibkan untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT Masa 

PPN 1111, kecuali PKP yang memiliki peredaran usaha tertentu, PKP yang 

melakukan kegiatan usaha tertentu dan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai 

PKP, yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. SPT 

Masa PPN 1111 terdiri dari Induk dan Lampiran SPT yang merupakan satu kesatuan 
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yang tidak terpisahkan serta dilengkapi dengan nomor, kode dan nama formulir. 

Berikut adalah detail Nomor, Kode dan Nama Formulir pada SPT Masa PPN 1111 : 
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Contoh Kasus pengisian SPT Masa PPN  

(Disadur dari Modul Kursus Brevet Pajak AB, Politeknik Keuangan Negara STAN) 

PT Gen Elektrik memiliki usaha yang bergerak dalam produksi tractor dan generator 

listrik (genset). Barang hasil produksi diekspor dan dipasarkan di dalam negeri. Barang 

hasil produksi menggunakan merk “GEN E”. Identitas PT Gen Elektrik adalah sebagai 

berikut : 

Alamat : Kawasan Industri Tangerang (KITAN) Blok E, Tangerang Selatan 

NPWP : 01.234.567.9-411.000, telah dikukuhkan sebagai PKP sejak Maret 2018 

Selama bulan Januari 2020, telah terjadi transaksi sebagai berikut : 

Data transaksi Penjualan atau Penyerahan : 

02 Januari 2020 menjual secara tunai sejumlah generator listrik total Rp 

90.000.000, kepada PT Bisa NPWP : 01.967.023.1-052.000 

03 Januari 2020 Menerima uang muka dari PT Begawan dengan NPWP : 

01.330.488.6-032.000 sebesar Rp 15.000.000 atas kontrak 

penjualan tractor dengan harga jual Rp 75.000.000. Penyerahan 

barang dilakukan tanggal 5 Januari 2020, pelunasan tanggal 3 

Februari 2020 

06 Januari 2020 Menjual secara tunai sejumlah tractor Rp 200.000.000 kepada PT 

Bintan NPWP : 01.318.900.6-032.000 dengan potongan diskon 

20% dari harga jual 

07 Januari 2020 Diekspor sejumlah tractor kepada New G Bhd. Malaysia dengan 

nilai ekspor $30.000. PEB dengan nomor PEB-0018 

disetujui/dimuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 

tanggal yang sama 

10 Januari 2020 Menyerahkan surat tagihan kepada Bendaharawan Kementrian 

Pertanian NPWP : 00.123.456.6-051.000 atas penyerahan 

beberapa tractor tanggal 18 Desember 2019 dengan nilai kontrak 

Rp 165.000.000 termasuk PPN. Pembayaran baru terealisasi 

tanggal 20 Januari 2020. SSP baru diterima tanggal 2 Februari 

2020 
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12 Januari 2020 Diserahkan generator listrik ke Kedutaan Besar Malaysia di 

Jakarta dengan Harga Jual Rp 15.000.000 

15 Januari 2020 Diserahkan ke PT Perkasa NPWP 1.521.302.8-201.000 

pengusaha di Batam, sejumlah generator listrik dengan harga jual 

Rp 18.000.000 

18 Januari 2020 Diterima kembali satu generator listrik yang dijual kepada PT Bisa 

pada tanggal 2 Januari 2020 karena cacat produksi. Nota Retur 

No RET-0001 tertanggal 18 Januari 2020 dengan harga jual Rp 

15.000.000 

19 Januari 2020 menjual tunai mobil box perusahaan yang telah digunakan untuk 

pendistribusian barang sebesar Rp 75.000.000 kepada PT 

Moto99 NPWP : 01.482.170.6-201.000. Berdasarkan data 

diketahui nilai sisa buku mobil Rp 80.000.000 

20 Januari 2020 Dalam rangka partisipasi Hari Pangan Nasional, menyumbang 20 

unit tractor untuk diberikan kepada petani berprestasi di Subang. 

Harga jual tractor tersebut Rp 8.000.000 termasuk laba kotor Rp 

500.000 

 

Dari Transaksi Pembelian atau Perolehan : 

02 Januari 2020 Membeli secara tunai sejumlah komponen tractor dari PT Tri Jaya 

NPWP 01.459.431.1-222.000 dengan harga jual Rp 99.000.000. 

Faktur pajak Nomor 010.000-20.00000111 

03 Januari 2020 Sejumlah komponen tractor dari Watapong Ltd Thailand telah tiba 

di Pelabuhan Tanjung Priok. Biaya-biaya yang berkaitan dengan 

kegiatan impor adalah Harga Barang (FOB) $5000, biaya 

pengankutan $800, biaya asuransi $300, bea masuk 3%, PPh 

Pasal 22 Impor 2.5%. PPN atas impor telah dibayar melalui Bank 

Mandiri pada tanggal 2 Januari 2020 sesui dengan Pemberitahun 

Impor Barang Nomor PIB-0075 tanggal 2 Januari 2020 

04 Januari 2020 Membeli secara tunai dari PT Nova NPWP 01.459.585.4-233.000 

plat baja untuk pembuatan generator dengan harga jual Rp 
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88.000.000 termasuk PPN. Faktur pajak No 010.000-

20.00000222 

05 Januari 2020 melakukan pembelian tunai 1 unit mobil pick up untuk keperluan 

distribusi dari PT Mobile NPWP 01.459.572.2-441.000 dengan 

harga jual Rp 45.000.000 tidak termasuk PPN. Faktur Pajak No 

010.000-20.00000333 

07 Januari 2020 Membeli secara tunai mobil sedan dari PT Auto5000 NPWP 

01.423.763.0-255.000 senilai Rp 440.000.000 termasuk PPN. 

Faktur Pajak Nomor 010.000-20.00000444 

08 Januari 2020 Melakukan pembayaran kepada GEN E Ltd Singapura sebesar 

$3000 atas tagihan untuk paten desain tractor dengan tagihan 

nomor AHLN_55 tanggal 8 Januari 2020. PPN telah disetor pada 

tanggal yang sama dengan NTPN No 1234567812345670 

09 Januari 2020 Diterima faktur pajak Nomor 010.000-20.00000666 tertanggal 3 

November 2019 dari PT Micho NPWP 01.689.638.4-288.000 

sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian kabel kualitas 

tinggi dengan harga beli Rp 60.000.000. Faktur tersebut belum 

diperhitungkan dalam SPT Masa sebelumnya dan belum 

dibebankan sebagai biaya 

11 Januari 2020 Mengirim kembali sejumlah plat baja dengan harga beli Rp 

17.000.000 yang dibeli tunai dari PT Nova Tanggal 4 Janauri 2020 

karena spesifikasi tidak sesuai. Nota Retur No NR-0019 

tertanggal 11 Januari 2020 

31 Januari 2020 PT Gen Elektrik membangun sebuah Gudang dengan 

menggunakan tukang harian yang diawasi sendiri seluas 340 m2. 

Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2020 sebesar Rp 

960.000.000, terdiri dari biaya tukang Rp 300.000.000 dan 

material bangunan Rp 430.000.000 termasuk PPN, serta biaya 

perolehan tanah Rp 230.000.000 

Keterangan Tambahan : 

a. Para pihak berstatus PKP kecuali ditentukan lain 

b. PPN dipungut sesuai ketentuan yang berlaku kecuali ditentukan lain 
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c. Angka dalam soal tidak termasuk PPN dan PPnBM kecuali ditentukan lain 

d. Faktur Pajak Keluaran dibuat sesuai batas akhir pada ketentuan yang berlaku 

e. Faktur pajak dibuat dengan menggunaka kode dan nomor seri faktur pajak sesuai 

ketentuan yang berlaku 

f. Perusahaan telah mengajukan Nomor Seri Faktur Pajak dan telah memberikan nomor 

seri sejak 1 Januari 2020 mulai dengan Nomor 800.20.00000001 s.d 

800.20.00000888 

g. Diasumsikan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku untuk : 

i. 27 Desember 2019 – 2 Januari 2020, Rp 13.640 

ii. 3 Januari – 9 Januari 2020, 13.800 

iii. 10 Januari – 16 Januari 2020, Rp 13.926 

iv. 17 Januari – 23 Januari 2020, Rp 13.899 

v. 24 Januari – 30 Januari, Rp 13.883 

h. Dalam SPT Masa PPN Desember 2019, terdapat kelebihan pembayaran PPN 

sebesar Rp 50.000.000 yang diminta untuk dikompensasikan ke masa pajak 

berikutnya 

Apabila dari hasil pengisian SPT Masa Januari 2020 menghasilkan kurang bayar maka 

SSP disetor sesuai dengan batas akhir penyetoran. Instruksi : Anda diminta mengisi 

secara benar, lengkap dan jelas SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2020 atas Nama 

PT Generator Elektrik 
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Atas nilai kurang bayar sebesar Rp 3.089.988 pada Masa Januari 2020, PT Gen Elektrik 

harus melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik dengan 

format sebagai berikut (https://sse2.pajak.go.id/index) : 

 

Kemudian, klik “Buat Kode Billing” pada menu berwarna biru diatas untuk mendapat 

Kode Billing yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran PPN ke Bank Persepsi 

atau tempat lain yang menerima pembayaran pajak dan PKP akan menerima Nomor 

Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN) sebagai bukti pembayaran pajak. Selanjutnya, PT 

Gen Elektrik membuatkan Surat Setoran Pajak untuk Kegiatan Membangun Sendiri 

(KMS) Masa Pajak Januari 2020 senilai Rp 14.600.000 dengan membuat kode billing 

menggunakan format berikut ini : 

https://sse2.pajak.go.id/index
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Langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan menggunakan E-Faktur Web Based 

dengan mengikuti Langkah-langkah berikut ini : 

SPT Masa PPN sebelum Bulan Oktober 2020 dilaporkan oleh PKP melalui e-filling 

dengan menggunakan format CSV, namun pada Bulan Oktober 2020, pemerintah dalam 

hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan e-faktur 3.0, dimana PKP wajib 

menggunakan e-faktur web-based dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan 

PKP tidak dapat lagi melaporkan SPT Masa PPN melalui DJP Online ataupun saluran 

lainnya. Berikut diilustrasikan pelaporan SPT Masa PPN melalui saluran E-faktur Web-

Based : 
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1) PKP Login dengan menggunakan password akun PKP melalui : https://web-

efaktur.pajak.go.id/login 

 

2) Berikut adalah tampilan e-faktur web based sebagai sarana pelaporan SPT Masa 

PPN 

 

3) Untuk melaporkan SPT Masa PPN, buka menu “Administrasi SPT” dan pilih sub 

menu “Monitoring SPT”, pada menu ini akan tampil SPT yang sudah pernah 

dilaporkan dan SPT yang sedang dalam proses. Untuk melaporkan SPT pada masa 

pajak berjalan, maka klik “Posting SPT” 

 

https://web-efaktur.pajak.go.id/login
https://web-efaktur.pajak.go.id/login
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 Pilih tahun pajak dan masa pajak yang bersangkutan kemudian ubah pembetulan 

ke-0 menjadi pembetulan ke-1 apabila sedang melaporkan SPT pembetulan. 

Kemudian klik submit dan akan muncul menu berikut ini : 

 

 Menu “Buka” untuk melakukan pengisian SPT, menu “Lapor” untuk melakukan 

pelaporan SPT yang telah diisi, dan menu “Cetak SPT” untuk melakukan 

pencetakan SPT yang sudah dilaporkan dalam bentuk PDF, biasa digunakan 

sebagai arsip PKP. 
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 Pada menu “Lampiran Detail” terdapat lampiran yang terdapat pada SPT Masa PPN 

yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Lampiran A1, A2, B1, B2 dan B3. Jika menu 

Lampiran detail sudah sesuai maka dapat dilanjutkan dengan menu Lampiran AB 

yang berisi : 

 

 Isi dalam menu Lampiran AB dan SPT Induk sudah terisi otomatis dari apa yang 

sudah diinput oleh PKP pada e-faktur desktop berupa detail penyerahan dan detail 

perolehan. PKP hanya harus memastikan bahwa apa yang tercantum didalam e-

faktur web based adalah benar. PKP melakukan submit dan ceklis kalimat merah 

yang tercantum kemudian “Lapor SPT”. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

pengisian SPT Masa PPN : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai 

2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengisian SPT Masa PPN 

3. Mahasiswa melakukan pengisian seluruh transaksi kedalam SPT Masa PPN 

dengan benar, lengkap dan jelas 

4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 10 

 

G. LEMBAR KERJA 

Menggunakan transaksi pada pertemuan ke-9 sebelumnya, isikanlah SPT Masa 

PPN dengan benar, lengkap dan jelas ! SPT diisi dengan menggunakan lembar 

kerja berikut ini : 
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PERTEMUAN 11 

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN 

ORANG PRIBADI (SPT PPh OP) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan 11 mengenai SPT Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi, mahasiswa mampu mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan benar, 

lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Tax Center 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

Bentuk formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diatur dalam PER-Dirjen 

Nomor PER-34/PJ/2010 sttd PER.30/PJ/2017, dimana bentuk formulir SPT Tahunan 

PPh Wajib Pajak Orang Pribadi digolongkan kedalam 3 jenis formulir yaitu : 
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1. FORM SPT 1770 

Formulir SPT ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki 

penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang berasal dari satu atau lebih 

pemberi kerja, baik penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final maupun non 

final serta penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Berikut adalah komponen formulir yang tercantum dalam SPT 1770 : 

 

Berikut adalah tahapan dalam melakukan pengisian SPT Tahunan 1770 : 

a. Mengisi Lampiran IV 

Lampiran IV berisi keterangan umum wajib pajak yang terdiri dari tahun pajak, 

periode pajak, metode penghitungan pajak, NPWP serta nama wajib pajak 

seperti tercantum pada ilustrasi berikut ini : 
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Pada bagian A : Harta pada Akhir Tahun diisikan harta yang dimiliki oleh wajib 

pajak pada akhir tahun di Bagian B Lampiran 1770-IV. Isikan juga kode harta 

yang terdiri dari 3 digit angka dengan fungsi sebagai berikut : 

1) Digit pertama dimulai dengan angka 0 menggambarkan klasifikasi harta 

2) Digit selanjutnya memberikan gambaran mengenai kategori harta, 

dimana angka 1 untuk kas dan setara kas, 2 untuk piutang, 3 untuk 

investasi, 4 untuk alat transportasi, 5 untuk harta bergerak lainnya dan 6 

untuk harta tidak bergerak 

3) Digit ketiga memberikan gambaran mengenai detail harta 

 

Selanjutnya adalah mengisi daftar kewajiban/utang pada akhir tahun pada 

Bagian B : 

 

Mengisi daftar susunan anggota keluarga pada Bagian C : 
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b. Mengisi Lampiran III 

Bagian A : Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final 

 

 

Bagian B : Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 
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Bagian C : Penghasilan Istri Yang Dikenakan Pajak Secara Terpisah 

 

 

c. Mengisi Lampiran III 

Bagian A : Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain, PPh Yang 

Dibayar/Dipotong Di Luar Negeri dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah 

 

 

d. Mengisi Lampiran I 

Bagian A : Penghasilan Neto Dalam Negeri dari usaha dan/atau pekerjaan 

bebas (Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan ) 
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Bagian B : Penghasilan Neto Dalam Negeri dari usaha dan/atau pekerjaan 

bebas (bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan 

neto) 

 

Bagian C : Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan 
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Bagian D : Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (tidak termasuk 

Penghasilan yang dikenakan PPh Final ) 

 

e. Mengisi Formulir Induk 

Pada bagian ini, wajib pajak melakukan pengisian informasi mengenai usaha 

dan status perpajakannya. 

 

Selanjutnya, wajib pajak melakukan rekapitulasi atas informasi yang telah 

diinputkan pada lampiran 1 s.d IV : 
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2. FORM SPT 1770 S 

Formulir SPT ini ditujukan untuk wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki 

penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya 

dan/atau penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Komponen formulirnya 

terdiri dari : 

 

3. FORM SPT 1770 SS 

SPT ini digunakan bagi wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki 

penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah 

penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 setahun. Komponen formulir 

SPT 1770 SS adalah sebagai berikut : 

 

Ilustrasi Kasus Pengisian SPT 1770 S 

Data diri wajib pajak : 

1 Nama Astuti 

2 Alamat Jl. Kesemek No 10 

3 Jabatan Operator Mesin 

4 Status Tidak Kawin 

5 NPWP 48.345.728.3.411.000 

6 Masa Kerja Januari – Desember 2018 

 



Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  179  

Data Harta dan Kewajiban : 

No Jenis Harta Tahun Perolehan Harga Perolehan 

1 Motor 2017 14.000.000 

2 Laptop 2017 4.500.000 

3 Handphone 2017 4.200.000 

4 Tabungan 2017 6.000.000 

 

No Jenis Utang Tahun  Sisa Utang Akhir Tahun 

1 Pinjaman Leasing 2017 12.000.000 
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4. Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dilaporkan melalui e-filling 

dengan menggunakan form elektronik namun menu yang ada didalamnya tidak 

berbeda dengan form SPT seperti dijelaskan diatas. Berikut adalah Langkah-

langkah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi melalui e-filling 

dimana wajib pajak diasumsikan sudah memiliki e-fin untuk mengakses website 

resmi Direktorat Jenderal Pajak : 

a. Untuk wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan 

bebas, maka Langkah pertama adalah mempersiapkan bukti potong 1721-A1 

dari pemberi kerja 
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b. Setelah melakukan login pada website 

https://djponline.pajak.go.id/account/login, maka akan muncul tampilan 

dashboard sebagai berikut : 

 

 

c. Klik e-filling, klik “Buat SPT” 

 

 

d. Selanjutnya akan muncul pertanyaan yang harus dijawab oleh wajib pajak 

untuk menentukan formulir mana yang akan digunakan. Pertanyaannya 

adalah sebagai berikut : 

https://djponline.pajak.go.id/account/login


Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  182  

 

Wajib pajak harus menjawab pertanyaan diatas sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. Diasumsikan wajib pajak memiliki penghasilan dibawah 60 juta, 

maka Langkah selanjutnya adalah wajib pajak memasukkan data-data yang 

terdapat pada formulir 1721-A1 kedalam form 1770 SS. Form 1721-A1 

diperoleh oleh wajib pajak yang bekerja dari pemberi kerja berupa bukti 

pemotongan PPh Pasal 21 selama setahun. 

e. Isikan data pada formulir yang akan diisi 

 

 

 

Tahun pajak diisikan dengan tahun pelaporan dan status SPT diisikan pada 

menu normal jika wajib pajak baru pertama kali melakukan pengisian SPT, 

selanjutnya klik “Langkah berikutnya” 

f. Jika wajib pajak memiliki bukti pemotongan atau pemungutan Pajak 

Penghasilan oleh pihak lain maka tambahkan kedalam Langkah berikutnya 
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berupa nama, NPWP Pemotong atau pemungut pajak, nomor, tanggal bukti 

pemotongan atau pemungutan, jenis pajak dan jumlah PPh yang dipotong 

atau dipungut 

 

g. Selanjutnya masuk ke bagian bukti potong baru dan inputkan data-data yang 

tercantum dalam bukti potong 1721-A1 untuk pegawai swasta dan 1721-A2 

untuk Pegawai Negeri Sipil 

 

 

Jika wajib pajak memperoleh penghasilan yang berasal dari pekerjaan, maka 

pada jenis pajak diisikan PPh Pasal 21, selanjutnya isikan NPWP perusahaan 

dan nama perusahaan akan muncul secara otomatis sebagai pihak pemotong 
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atau pemungut. Isikan nomor bukti potong, tanggal dan jumlah yang dipotong 

atau dipungut, dimana seluruh informasi tersebut tercantum dalam formulir 

1721-A1. Klik simpan dan akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

Klik “langkah berikutnya” kemudian inputkan jumlah penghasilan neto dalam 

negeri sehubungan dengan pekerjaan: 

 

Klik langkah berikutnya, kemudian isikan penghasilan dalam negeri lainnya 

yang didapat selain dari pekerjaan : 
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Klik Langkah berikutnya, kemudian isikan penghasilan yang bukan 

merupakan objek pajak seperti warisan : 

 

 

Klik Langkah berikutnya kemudian isikan penghasilan yang dikenakan PPh 

Final jika ada klik tombol tambah : 

 

Klik Langkah berikutnya, kemudian inputkan harta yang dimiliki oleh wajib 

pajak : 
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Klik Langkah berikutnya kemudian tambahkan sisa utang yang dimiliki oleh 

wajib pajak : 

 

Klik Langkah berikutnya kemudian inputkan jumlah tanggungan yang dimiliki 

oleh wajib pajak : 

 

 

Klik Langkah berikutnya, kemudian isikan zakat atau sumbangan wajib 

keagamaan yang dibayarkan oleh wajib pajak ke Lembaga pengelola yang 

disahkan oleh pemerintah : 
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Klik Langkah berikutnya, kemudian isikan status perpajakan suami istri : 

 

 

Kemudian masuk kedalam perhitungan PPh terutang : 

 

Tahap ini merupakan hasil rekapitulasi dari data-data yang telah anda 

masukkan sebelumnya dan pada bagian bawah SPT akan tercantum status 

SPT Wajib Pajak, apakah nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Pengisian SPT 

selesai pada tahap ini. 
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F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan 

2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

3. Mahasiswa melakukan pengisian seluruh transaksi kedalam SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi kedalam Formulir SPT yang sesuai dengan benar, 

lengkap dan jelas 

4. Mahasiswa mendownload formulir SPT yang sesuai pada Website Resmi 

Direktorat Jenderal Pajak 

5. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 11 

 

G. LEMBAR KERJA 

Berikut disajikan data-data atas penghasilan Tuan Fadly tahun 2019 : 

Nama : Fadly 

NPWP : 25.773.472.3-604.000 

Alamat : Jl. Mungur Indah, Perumahan Taman Anggrek Blok D No 25, Bogor 

Pekerjaan : Branch manager 

Telepon : 021-59760665 

Penghasilan Tuan Fadly selaku Branch Manager pada PT Saintex adalah sebagai 

berikut: 

Gaji Tetap 17.000.000 

Tunjangan Transport 2.500.000 

Tunjangan Makan 1.500.000 

Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja 1.000.000 

Iuran Pensiun 3.000.000 
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Penghasilan Lainnya : 

 

  

Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan : 

No Nama Tanggal Lahir Hubungan Pekerjaan 

1 Jasmine 9 Juni 1991 Istri Ibu Rumah Tangga 

2 Alula Anindya 23 Juni 2016 Anak Pelajar 

3 Syakila 20 Juni 2018 Anak - 

 

Daftar Harta dan Kewajiban 

No Jenis Harta Tahun 

Perolehan 

Harga 

Perolehan 

Keterangan 

1 Rumah 2012 200.000.000 
Jl. Mungur Indah, Perum 

Taman Anggrek Blok D 25 

2 Rumah 2013 380.000.000 Jakarta 

3 Mobil 2011 120.000.000 Avanza 

No Jenis Penghasilan Jumlah 

1 Bunga Deposito dari Bank BGB 7.000.000 

2 Penghasilan sewa kost (setahun) 15.000.000 

3 Hadiah Undian berupa TV dari RCTA 6.000.000 

4 Warisan 103.000.000 

5 Penjualan Tanah 120.000.000 

6 Penghasilan sewa mobil 15.000.000 
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4 Mobil 2017 180.000.000 Pajero 

Anda diminta : 

a. Mengisi SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi 1770-S atas nama Tuan Fadly 

untuk tahun pajak 2019 

b. Jika terdapat informasi yang tidak disediakan, seperti No Telpon, Fax, Keterangan 

Harta, No Bukti Potong, dsb) maka saudara dapat mengisinya sesuai dengan 

asumsi masing-masing 

 

H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak 

Penghasilan 

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi 

Perpajakan 

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan 

Negara STAN. Jakarta: STAN. 
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PERTEMUAN 12 

PENGENAAN PAJAK KELUARGA 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan Ke-12 mengenai Pengenaan Pajak Keluarga, 

mahasiswa mampu mengklasifikasikan pengenaan pajak keluarga dengan status KK 

(Kepala Keluarga), HB (Hidup Berpisah), PH (Pisah Harta) dan MT (Memilih 

Terpisah). 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

Keluarga dalam Undang Undang Perpajakan menggunakan system pengenaan 

pajak sebagai satu kesatuan, dimana seluruh penghasilan maupun kerugian dari 

seluruh anggota keluarga akan digabungkan sebagai satu kesatuan yang akan 

dikenakan pajak dan pemenuhan kewajibannya dilakukan oleh Kepala Keluarga. 

Status kewajiban suami dan istri pada lembar SPT terbagia kedalam 4 kelompok yaitu 
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KK (Kepala Keluarga), HB (Hidup Berpisah), PH (Pisah Harta) dan MT (Memilih 

Terpisah) sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

1. Kepala Keluarga 

Dalam praktiknya, Wajib Pajak Orang Pribadi seringkali memiliki sumber 

penghasilan yang berbeda baik penghasilan yang diperoleh sendiri sebagai kepala 

keluarga, penghasilan istri maupun penghasilan dari anggota keluarga yang lain. 

Beberapa sumber penghasilan tersebut digabungkan pelaporannya dalam satu 

SPT Tahunan.  Mengacu pada prinsip satu kesatuan ekonomis, maka seluruh 

penghasilan atau kerugian yang diterima oleh Wanita yang telah kawin atau anak 

yang belum berumur 18 tahun dianggap sebagai penghasilan atau kerugian 

suaminya. Ilustrasi penggabungan penghasilan dengan status Kepala Keluarga : 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh 

istri dan suami sama. Penghasilan, Harta dan Utang istri dilaporkan pada bagian 

Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final di SPT Tahunan Suami dan hanya 

suami yang melaporkan SPT Tahunannya dengan syarat : 

a. Penghasilan istri berasal dari 1 pemberi kerja 

b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan suami 

Hal diatas akan berdampak pada PTKP di SPT Suami, dimana PTKP suami akan 

lebih besar senilai Rp 54.000.000 dan statusnya berubah menjadi K/I/Jumlah 

Tanggungan. 

 

Ilustrasi Pelaporan SPT Status : Kepala Keluarga 
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Pada ilustrasi diatas terlihat bahwa Putra dan Nabila memiliki NPWP yang sama 

dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah Putra sebagai Kepala Keluarga. 

Penghasilan Nabila sudah dipotong pajak oleh Pemberi Kerja sehingga pada 

SPT Putra hanya dilaporkan dibagian Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final 

untuk dilaporkan. 

2. Hidup Berpisah (HB) 

Dalam hal suami dan isteri telah hidup berpisah yang dibuktikan dengan 

putusan hakim, maka Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan 

pajaknya dilakukan sendiri-sendiri sama seperti Ketika suami dan istri memiliki 

NPWP masing-masing. Status PTKP didalam SPT adalah TK (Tidak Kawin) 

seperti ditunjukkan pada gambar ilustrasi berikut ini : 

 

 

Ilustrasi Perhitungan PPh Terutang, Status : Hidup Berpisah 

Tuan Jeki dan Nyonya Riska telah hidup berpisah sesuai dengan Putusan Hakim, 

dari hasil pernikahannya, Tuan Jeki memiliki 1 orang anak yang saat ini berada 

dalam Asuhan Tuan Jeki. Penghasilan Neto Tuan Jeki adalah Rp 150.000.000 dan 

Nyonya Riska sebesar Rp 150.000.000. maka perhitungan pajak penghasilan 

terutangnya adalah sebagai berikut : 
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Perhitungan PPh Terutang Tuan Jeki 

Penghasilan Neto     Rp 150.000.000 

PTKP : 

- Untuk WP Pribadi : Rp 54.000.000 

- Tanggungan  : Rp   4.500.000 + 

Rp   58.500.000 – 

Penghasilan Kena Pajak    Rp   91.500.000 

PPh Terutang : 

- 5% x Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000 

- 15% x Rp 31.500.000 = Rp 4.725.000 + 

= Rp 7.725.000 

 

Perhitungan PPh Terutang Nyonya Riska 

Penghasilan Neto     Rp 150.000.000 

PTKP (TK/0)      Rp   54.000.000 - 

Penghasilan Kena Pajak    Rp   95.500.000 

 

PPh Terutang : 

- 5% x Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000 

- 15% x Rp 35.500.000 = Rp 5.325.000 + 

= Rp 8.325.000 

 

3. Pisah Harta (PH) 

Status pisah harta dilakukan berdasarkan kehendak secara tertulis oleh 

suami dan istri dengan menandatangani perjanjian pisah harta dan penghasilan. 

Jika suami dan istri melakukan perjanjian pisah harta, maka besarnya pajak yang 

dikenakan kepada suami dan isteri senilai perbandingan penghasilan neto 

keduanya. 
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Ilustrasi Pelaporan SPT Status : Pisah Harta 
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4. Memilih Terpisah (MT) 

Status ini merupakan kondisi dimana istri menghendaki untuk memilih 

menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga pajak 

penghasilan dikenakan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan 

istri dan SPT dilaporkan secara terpisah dengan perhitungan sama dengan status 

Pisah Harta. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

pengenaan pajak keluarga : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan 

2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 
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3. Mahasiswa mengklasifikasikan sebuah kondisi keluarga kedalam pengisian SPT 

dengan status yang sesuai 

4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 12 

 

G. LEMBAR KERJA 

Zaenudin merupakan seorang pengacara yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP 

Pratama Serpong. Zaenudin menikah dan memiliki 1 anak serta menanggung 1 orang 

mertuanya. Zaenudi memiliki seorang istri yang bekerja sebagai manajer perusahaan 

dengan gaji sebesar Rp 25.000.000 per bulan dan atas gajinya telah dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja. Jelaskan pengenaan pajak penghasilan 

serta pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Zaenudin dan istrinya jika 

menggunakan status KK, HB, PH dan juga MT. 

 

H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak 

Penghasilan 

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi 

Perpajakan 

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan 

Negara STAN. Jakarta: STAN. 
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PERTEMUAN 13 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (SUBJEK 

PAJAK BADAN DAN HUBUNGAN ISTIMEWA) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan Ke-13 mengenai Subjek Pajak Badan dan 

Hubungan Istimewa, mahasiswa mampu memahami transaksi yang melibatkan 

subjek pajak badan yang memiliki hubungan istimewa. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

 Berbeda dengan Orang Pribadi, badan merupakan subjek pajak yang 

terdiri dari sekumpulan orang ataupun sekumpulan modal. Dalam perpajakan, badan 

diartikan sebagai “sekumpulan orang dan/atau sekumpulan modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
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milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”. 

Subjek pajak lainnya selain orang pribadi dan badan adalah Bentuk Usaha Tetap 

(BUT). BUT merupakan istilah yang digunakan bagi tempat usaha yang dijalankan 

baik oleh subjek pajak orang pribadi maupun badan luar negeri dan memiliki kriteria 

tertentu sehingga dapat diklasifikasikan sebagai BUT.  

Secara garis besar, subjek pajak badan digolongkan menjadi dua yaitu Subjek 

Pajak Badan Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Badan Luar Negeri (SPLN). 

SPDN merupakan badan yang didirikan atau bertempatkedudukan di Indonesia, 

dimana kewajiban subjektif SPDN dimulai saat badan itu didirikan atau 

bertempatkedudukan di Indonesia dan berakhir Ketika badan tersebut dibubarkan 

atau tidak lagi bertempatkedudukan di Indonesia. Sedangkan SPLN merupakan “ 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, atau yang 

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT”. 

1. Tempat Kedudukan Badan 

Untuk mengetahui suatu badan terdaftar di KPP mana, maka menjadi 

penting untuk mengetahui penentuan tempat kedudukan wajib pajak badan. Hal 

tersebut tentu saja berkaitan dengan siapa yang memiliki yuridiksi pemajakan 

atas penghasilan badan tersebut. Tempat kedudukan badan diatur dalam PER-

12/PJ/2015 ditentukan sebagai berikut : 

a. “Tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan, dan tempat 

menjalankan kegiatan usaha berada sebagaimana tercantum dalam akta 

pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan, atau surat keterangan 

penunjukan dari kantor pusat bagi BUT, atau dokumen izin usaha dan/atau 

kegiatan, atau surat keterangan tempat kegiatan usaha, atau perjanjian 

kerjasama bagi bentuk kerjasama operasi (JO); 

b. Tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah 

dari tempat pusat administrasi dan keuangan dan tempat menjalankan 

kegiatan usaha; 

c. Tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi WP badan yang bergerak di sektor 

usaha tertentu yang ditentukan oleh Dirjen Pajak; 
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d. Tempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam hal: 

1) Tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan, dan tempat 

menjalankan kegiatan usaha yang kenyataannya berbeda dengan yang 

tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

2) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c berada di 

beberapa tempat”. 

 

2. Hubungan Istimewa Wajib Pajak Badan 

Suatu hubungan wajib pajak badan dapat dikatakan sebagai hubungan 

istimewa adalah karena adanya hubungan ketergantungan atau keterikatan satu 

dengan yang lain yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini : 

a. Adanya kepemilikan atau penyertaan modal; 

b. Terdapat penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi; 

c. Adanya hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam satu garis 

keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat 

Ketiga jenis hubungan diatas diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang Undang Pajak 

Penghasilan dan akan dijelaskan sebagai berikut : 

HUBUNGAN MODAL 

Hubungan permodalan dapat terjadi Ketika satu wajib pajak memiliki penyertaan 

modal baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25%. Misalnya 

PT Y mempunyai 50% saham PT Z, dimana hal tersebut berarti bahwa 

kepemilikan saham oleh PT Y merupakan jenis kepemilikan langsung. Jika PT Z 

memiliki 50% saham pada PT X, maka PT Y sebagai pemegang saham PT Z 

secara tidak langsung juga tercatat memiliki penyertaan modal pada PT Z 

sebesar 25%. Dengan demikia, PT Y, PT Z dan PT X memiliki hubungan 

istimewa.  

HUBUNGAN PENGUASAAN 

Hubungan ini terjadi jika satu atau lebih wajib pajak menguasai wajib pajak 

lainnya atau dua atau lebih wajib pajak ada dibawah penguasaan yang sama 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya Pak Joko merupakan 

CEO PT X dan juga Direktur PT Y, sehingga PT X dan PT Y berada dibawah 

penguasaan yang sama dan dianggap memiliki hubungan istimewa. 
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HUBUNGAN KELUARGA 

Hubungan wajib pajak dikatakan sebagai hubungan istimewa juga dapat terjadi 

jika ada hubungan perkawinan atau hubungan darah. Hubungan istimewar 

tersebut terjadi karena adanya hubungan keluarga baik sedarah maupun 

semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat. 

Hubungan sedarah yang dapat dikatakan hubungan istimewa jika : 

a. Lurus satu derajat : anak kandung, ayah atau ibu kandung 

b. Samping satu derajat : adik kandung, kakak kandung 

Sedangkan hubungan semenda adalah jika : 

a. Lurus satu derajat : mertua, menantu, orang tua, anak tiri 

b. Samping satu derajat : adik ipar, kakak ipar 

Suatu transaksi yang terindikasi memiliki hubungan istimewa, Undang Undang 

Pajak Penghasilan mengatur harga peroleha objek yang ditransasikan lebih 

lanjut dalam Pasal 10. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

Subjek Pajak Badan dan Hubungan Istimewa : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan 

2. Mahasiswa menelusuri jurnal penelitian terkait dengan Hubungan Istimewa 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 13 

 

G. LEMBAR KERJA 

Berikut disajikan jurnal mengenai penerapan ketentuan perpajakan mengenai 

pinjaman dalam hubungan istimewa, anda diminta untuk menganalisis jurnal berikut 

dan membuat ringkasan menggunakan pendapat saudara yang dikaitkan dengan 

peraturan perpajakan yang mengatur mengenai hubungan istimewa antar subjek 

pajak PPh Badan : 
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PERTEMUAN 14 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (BIAYA 

FISKAL DAN NON FISKAL) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan Ke-14 mengenai biaya fiscal dan non fiscal, 

mahasiswa mampu mengklasifikasikan biaya fiscal dan non fiscal untuk menyusun 

SPT Tahunan PPh Badan. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

Bagi wajib pajak, Pajak Penghasilan Badan terutangnya dikenakan atas 

Penghasilan Kena Pajak yang merupakan angka yang sama dengan Penghasilan 

Neto wajib pajak badan. Penghasilan neto tersebut didapatkan dengan melakukan 

pengurangan terhadap biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut ketentuan 

perpajakan. Dalam pembukuan secara komersial atau akuntansi, penghasilan 
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netonya dihitung lebih dahulu dengan menggunakan laporan laba rugi komersial yang 

disusun oleh wajib pajak badan. Akan tetap, untuk tujuan penghitungan Pajak 

Penghasilan Badan, penghasilan neto tersebut tidak dapat digunakan sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) untuk menentukan Pajak Penghasilan terutang. Hal tersebut 

dikarenakan Pajak Penghasilan memiliki aturan sendiri mengenai cara menentukan 

Penghasilan Netto untuk dijadikan basis pengenaan pajak. Untuk melakukan 

penyesuaian tersebut, wajib pajak badan harus melakukan Rekonsiliasi Fiskal atas 

biaya dan penghasilan yang boleh diakui. Rekonsiliasi fiscal dibutuhkan untuk 

mengubah Laporan Laba Rugi Komersial menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal, dimana 

perpajakan mengenal adanya biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan 

dari penghasilan bruto wajib pajak. 

1. Biaya Fiskal 

Biaya fiscal merupakan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan 

bruto. Jenis biaya ini diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Pajak Penghasilan 

yaitu sebagai berikut : 

a. “biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain: 

1) biaya pembelian bahan; 

2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang; 

3) bunga, sewa, dan royalti; 

4) biaya perjalanan; 

5) biaya pengolahan limbah; 

6) premi asuransi; 

7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

peraturan menteri keuangan; 

8) biaya administrasi dan 

b. pajak kecuali Pajak Penghasilan 

c. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 
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mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; 

d. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 

e. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghailan; 

f. kerugian selisih kurs mata uang asing; 

g. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

h. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

i. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 

3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan 

dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari 

debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 

4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh 

j. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; 

k. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia; 

l. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

peraturan pemerintah; 

m. sumbangan fasilitas pendidikan; dan 

n. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga”. 
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2. Biaya Non Fiskal 

Secara umum biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan 

bruto untuk menghitung PPh terutang memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. “Biaya yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh; 

b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan yang 

bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh Final 

atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan 

Khusus (deemed profit); 

c. Biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak 

wajar); 

d. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tanpa bukti, daftar 

nominatif, dokumen, dan lain-lain); 

e. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak 

termasuk dividen) sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan 

dasar untuk pemotongan pajak (di-gross up); 

f. Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam 

usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan yang merupakan objek pajak. 

g. Pajak Masukan yang memenuhi kriteria: 

1) Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk faktur pajak cacat, 

kecuali dapat dibuktikan bahwa atas PM tersebut benar-benar telah 

dibayar oleh PKP; 

2) Faktur Pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan 

Pasal 9 ayat (1) UU PPh” 

Adapun biaya-biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan 

bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh adalah sebagai 

berikut : 

a. “pembagian laba dengan dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu, atau anggota; 

c. pembetukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
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1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain 

yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 

2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 

6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 

limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, 

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 

sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 

dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam 

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan; 

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali 

sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai 

dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui 

di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

h. Pajak Penghasilan; 

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 



Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  222  

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan”. 

 

3. Kerugian Dari Luar Negeri 

Perluasan usaha saat ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, wajib pajak 

badan seringkali melakukan perluasan hingga luar negeri. Namun, atas usaha 

tersebut tidak selalu memperoleh laba/keuntungan bahkan kerugian. Untuk 

menghitung Penghasilan Kena Pajak, keuntungan yang diperoleh atas usaha 

yang dilakukan di Luar Negeri harus digabung dengan seluruh penghasilan di 

Indonesia dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, namun lain halnya 

dengan Kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperkenankan untuk 

digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PMK Nomor 

192/PMK.03/2018).  

 

4. Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan 

Biaya promosi merupakan bagian dari proses penjualan yang dicatat 

sebagai biaya dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan 

pemakaian atas sebuah produk. Biaya promosi dianggap sebagai biaya rutin 

yang pada dasarnya tergolong kedalam biaya yang boleh dibebankan. Pada 

praktiknya, wajib pajak kesulitan untuk membedakan apakah biaya yang 

dikeluarkan merupakan biaya promosi, hadiah atau sumbangan. Untuk itu, perlu 

dibedakan antara biaya-biaya yang benar dikeluarkan untuk kepentingan 

promosi dengan biaya lainnya. Pengaturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 

02/PMK.03/2010 mengenai biaya promosi yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto. Dalam ketentuan tersebut, telah diatur bahwa “besarnya 

biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan 

akumulasi dari jumlah : 

a. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak dan/atau media lainnya; 

b. Biaya pameran produk; 

c. Biaya pengenalan produk baru; 

d. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk”. 
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Hanya saja, PMK tersebut memberikan pengecualian terhadap biaya-biaya 

berikut ini dari biaya promosi : 

a. “pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan 

penyelenggaraan promosi; 

b. Biaya promosi yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang telah dikenakan 

PPh Final”. 

Atas biaya promosi yang telah dikeluarkan, wajib pajak wajib membuatkan daftar 

nominative dengan format sebagai berikut : 

 

Daftar nominative harus dilampirkan pada saat wajib pajak menyampaikan SPT 

Tahunan PPh Badan. Jika ketentuan mengenai daftar nominative tidak dapat 

dipenuhi oleh wajib pajak, maka biaya promosi tidak dapat menjadi biaya yang 

boleh dikurangkan. 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

Subjek Pajak Badan dan Hubungan Istimewa : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan 

2. Mahasiswa mengklasifikasikan biaya fiscal dan non fiskal 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 14 

 

G. LEMBAR KERJA 

1. PT Bahagia Selalu merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang Hiburan 

Rakyat. Selama tahun 2020 menerima penghasilan sebesar Rp 55.000.000.000. 

PT Bahagia Selalu melakukan pembayaran pajak sebagai berikut : 
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No Jenis Pajak Nominal 

1. Pajak Restoran Rp 5.000.000 

2. Pajak Reklame Rp 4.500.000 

3. Pajak Hiburan Rp 2.700.000 

4. 
Sanksi denda pajak 

restoran 
Rp 1.200.000 

5. 
Sanksi denda pajak 

hiburan 
Rp 600.000 

6. 

Pembayaran PPN atas 

pembelian Alat Tulis 

Kantor yang faktur 

pajaknya tidak lengkap 

Rp 250.000 

7. 

Pembayaran PPN atas 

pembelian rumah dinas 

direksi 

Rp 25.000.000 

 

Anda diminta untuk menghitung berapa biaya pembayaran pajak yang dapat 

dibebankan pada tahun 2020 ! Sertakan alasan yang memperkuat pendapat 

saudara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan ! 

 

2. Berikut adalah akun-akun terkait dengan Biaya dan Penghasilan Laporan Laba 

Rugi PT ABC : 

No Deskripsi Jumlah 

 Biaya-Biaya :  

1. Gaji Rp 270.000.000 

2. Tunjangan Operasional Rp 220.000.000 
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3. Tunjangan Transportasi Rp 175.000.000 

4. Bonus dan Tunjangan Hari Raya Rp 200.000.000 

5. Langganan Telepon (Fixed Line) Rp 25.000.000 

6. Langganan Telepon (Mobile Phone) Rp 15.000.000 

7. Riset dan Pengembangan Rp 12.000.000 

8. Piutang Tak Tertagih Rp 75.000.000 

9. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Rp 120.000.000 

10. Bunga Pinjaman Bank Rp 55.000.000 

   

 Penghasilan :  

11. Keuntungan penjualan tanah Rp 250.000.000 

12. Bunga Deposito Rp 160.000.000 

13. Deviden (Kepemilikan 25%) Rp 75.000.000 

 

Atas akun biaya dan penghasilan diatas, anda diminta untuk menganalisis sesuai 

dengan Pasal 6, Pasal 9 serta Pasal 4 UU PPh, mana saja biaya dan pendapatan 

yang dapat diakui dan tidak dapat diakui menurut peraturan perpajakan, sertakan 

alasan yang mendukung pernyataan saudara ! 
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PERTEMUAN 15 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

(PENYUSUTAN FISKAL) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan Ke-15 mengenai Penyusutan Fiskal, 

mahasiswa mampu menghitung penyusutan secara fiskal. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

Penyusutan merupakan proses alokasi terhadap harga perolehan aktiva/harta 

tetap berwujud pada periode-periode harta tersebut memberikan manfaat ekonomis. 

PSAK Nomor 17 memberikan definisi penyusutan sebagai “alokasi jumlah suatu 

aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Dalam 

perpajakan, hal-hal yang berkaitan dengan penyusutan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 UU PPh. Menurut pajak, penyusutan 
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merupakan “suatu pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud 

yang mempunya masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan cara 

membebankannya sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan selama masa manfaat harta berwujud tersebut”.  

Penyusutan dilakukan terhadap pengeluaran yang digunakan untuk membeli, 

mendirikan, menambah, memperbaiki maupun merubah harta berwujud, kecuali 

tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai 

yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Selanjutnya, 

membicarakan penyusutan maka turut membahas metode yang digunakan dalam 

menyusutkan aktiva tetap tersebut. Dalam Akuntansi, metode penyusutan 

dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu: 

1. Metode Penyusutan Berdasarkan Kriteria Waktu : 

a) Metode garis lurus (straight line method) 

b) Metode pembebanan menurun : metode jumlah angka tahun (sum-of-the- 

years digit method) dan Metode Saldo Menurun Ganda (double declining 

method) 

2. Metode Penyusutan berdasarkan kriteria penggunaan : 

a) Metode Jam Jasa (service hours) 

b) Metode Jumlah Unit Produksi (production-output) 

Berbeda dengan Akuntansi, ketentuan perpajakan membatasi penggunaan 

metode penyusutan yang digunakan oleh wajib pajak untuk kepentingan fiscal. Dalam 

Pasal 11 Undang Undang Pajak Penghasilan diatur mengenai metode penyusutan 

sebagai berikut : 

1. Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa 

manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau "straight- 

line method"). Misalnya: Sebuah gedung yang harga perolehannya 

Rp100.000.000 dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya setiap tahun 

adalah sebesar Rp5.000.000 (Rp100.000.000 ÷ 20). 

2. Penyusutan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama 

masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas 

nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan 

sekaligus (metode saldo menurun atau declining balance method). Misalnya: 
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Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2017 dengan 

harga perolehan sebesar Rp 150.000.000. Masa manfaat dari mesin 4 (empat) 

tahun. Tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, penghitungan 

penyusutannya adalah sebagai berikut : 

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku 

Harga Perolehan 150.000.000 

2017 50% 75.000.000 75.000.000 

2018 50% 37.500.000 37.500.000 

2019 50% 18.750.000 18.750.000 

2020 Disusutkan sekaligus 18.750.000 0 

 

3. Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas 

(menggunakan metode yang konsisten setiap tahunnya). 

4. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan 

metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan 

metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sesuai dengan pembukuan 

wajib pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan 

dalam satu kelompok. 

Berdasarkan pasal 11 Undang Undang Pajak Penghasilan, untuk menghitung 

besarnya penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud 

ditentukan sebagai berikut : 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa Manfaat Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan 

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 
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Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

II. Bukan Bangunan 

Permanen 20 Tahun 5% - 

Tidak Permanen 10 Tahun 10% - 

 

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen pada tabel diatas adalah 

bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau 

bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 

(sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan. 

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada WP untuk melakukan 

penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang 

termasuk dalam setiap kelompok dan masa manfaat yang harus diikuti oleh WP. 

Ketentuan ini tertuang dalam PMK Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis- Jenis 

Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk 

Keperluan Penyusutan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2009. Untuk jenis- jenis 

harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam PMK Nomor 

96/PMK.03/2009, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam 

Kelompok 3.  

Namun WP dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis- jenis 

harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang 

sesungguhnya setelah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak 

dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya. Apabila permohonannya 

ditolak, WP tetap harus menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud 

bukan bangunan dalam Kelompok 3. 

 

1. Saat Dimulainya Penyusutan 

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan, 

penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta 

yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan 
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selesainya pengerjaan harta tersebut. Misalnya: Pengeluaran untuk 

pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000. 

Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2019 dan selesai untuk digunakan 

pada bulan Maret 2020. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung 

tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2020. Jika penyusutan pada 

tahun pertama dimulai pada pertengahan tahun (tidak di awal tahun), 

penyusutan dilakukan secara pro rata. Misalnya: Sebuah mesin yang dibeli dan 

ditempatkan pada bulan Juli 2017 dengan harga perolehan sebesar Rp 

100.000.000. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun (Kelompok 1). 

Apabila metode yang digunakan adalah metode saldo menurun, maka 

penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut : 

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku 

Harga Perolehan 100.000.000 

2017 5/12 x 50% 25.000.000 75.000.000 

2018 50% 37.500.000 37.500.000 

2019 50% 18.750.000 18.750.000 

2020 50% 9.375.000 9.375.000 

2021 Disusutkan sekaligus 9.375.000 0 

 

Pada tahun 2017, penyusutan dihitung mulai bulan Juli s.d. Desember (6 bulan). 

Tahun 2018, 2019, dan 2020 penyusutan dihitung mulai Januari s.d. Desember. 

Sedangkan pada tahun 2021, sisa 6 bulan dari tahun pertama penghitungan 

penyusutan disusutkan sekaligus (karena menggunakan metode saldo 

menurun). Dalam hal metode yang digunakan adalah metode garis lurus, maka 

pada tahun 2021, penyusutan yang terjadi adalah 6/12 dikali tarif. 

Namun, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak 

diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut 

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 

pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. 
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2. Amortisasi Fiskal 

Pada dasarnya, amortisasi sama dengan penyusutan hanya saja 

diperuntukkan untuk harta tak berwujud. Amortisasi diartikan sebagai 

pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak 

guna usaha, hak pakai dan muhibah) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

1 (satu) tahun dengan cara membebankannya sebagai biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama masa manfaat 

harta tak berwujud tersebut. Harga perolehan harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak 

guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 1 (satu) tahun diamortisasi dengan metode: 

a. dalam bagian- bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau 

b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif 

amortisasi atas nilai sisa buku 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), asset tidak berwujud itu 

sendiri digolongkan menjadi dua yaitu asset tidak berwujud yang memiliki masa 

manfaat terbatas dan asset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak 

terbatas. Manfaat tersebut kaitannya adalah dengan sejauh mana asset 

tersebut mampu menghasilkan arus kas. Beberapa factor yang dianggap 

mempengaruhi masa manfaat suatu asset tak berwujud adalah keusangan, 

permintaan, kompetisi, teknologi. Misalnya hak paten, dikarenakan competitor 

perusahaan terus menerus melakukan pengembangan dan penelitian maka 

paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan farmasi memiliki kemampuan yang 

terbatas dalam menghasilkan arus kas. Atas asset yang memiliki masa manfaat 

yang terbatas tersebut, maka pembebanannya dilakukan melalui amortisasi. 

Sedangkan, suatu asset dikatakan memiliki masa manfaat yang tidak terbatas 

jika waktu asset tersebut untuk menghasilkan arus kas tidak dapat diprediksi. 

Beberapa asset tak berwujud yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas 

adalah nama dagang, merk dagang, dan goodwill. Maka asset tak berwujud 

tersebut tidak diamortisasi. Namun dalam perpajakan, seluruh asset tak 

berwujud bisa diamortisasi . 
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Dalam perhitungan amortisasi, tarif dan masa manfaat ditetapkan sebagai 

berikut: 

 

Kelompok Harta 

Tak Berwujud 

Masa Manfaat Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

 

Jika suatu jenis harta tak berwujud masa manfaatnya tidak tercantum pada 

kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa 

manfaat terdekat. Misalnya : Harta tak berwujud dengan masa manfaat yang 

sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 

(empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Tetapi dalam hal masa manfaat yang 

sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi 

dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun. Berikut ini 

disajikan jenis-jenis harta yang termasuk kedalam kelompok harta berwujud 

bukan bangunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan 

RI No 138/KMK.03/2002  : 

 

KELOMPOK 1 

Jenis Usaha Jenis Harta 

1. “Semua Jenis Usaha a. “Mebel dan peralatan dari kayu atau 

rotan termasuk meja, bangku, kursi, 

almari dan sejenisnya yang bukan 

bagian dari bangunan 
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b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin 

hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin 

akunting/ pembukuan, komputer, 

printer, scanner dan sejenisnya 

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, 

tape/cassete, video recorder, televisi 

dan sejenis 

d. Sepeda motor, sepeda dan becak 

e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi 

industri/jasa yang bersangkutan 

f. Alat dapur untuk memasak, makanan 

dan minuman 

g. Dies, jigs, dan mould 

2. Pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan 

Alat yang digerakkan bukan dengan mesin 

3. Industri makanan dan 

minuman 

Mesin ringan yang dapat 

dipindahpindahkan seperti huller, pemecah 

kulit, penyosoh, pengering, pallet dan 

sejenisnya 

4. Perhubungan, pergudangan 

dan komunikasi 

Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan 

sebagai angkutan umum 

5. Industri semi konduktor” Flash memory tester, writer machine, 

biporartest system, eliminator (PE8-1), 

pose checker” 

 

KELOMPOK 2 

Jenis Usaha Jenis Harta 

1. “Semua Jenis Usaha a. “Mebel dan peralatan dari logam 



Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  235  

termasuk meja, bangku, kursi, almari 

dan sejenisnya yang bukan merupakan 

bagian dari bangunan. Alat pengatur 

udara seperti AC, kipas angin, dan 

sejenisnya 

b. Mobil, bus, truk, speed boat dan 

sejenisnya 

c. Container dan sejenisnya 

2. Pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan 

a. Mesin pertanian/perkebunan seperti 

traktor dan mesin bajak, penggaruk, 

penanaman, penebar benih dan 

sejenisnya 

b. Mesin yang mengolah atau 

menghasilkan atau memperoduksi 

bahan atau barang pertanian, 

kehutanan, perkebunan dan perikanan 

3. Industri makanan dan 

minuman 

a. Mesin yang mengolah produk asal 

binatang, unggas dan perikanan, 

misalnya pabrik susu, pengalengan ikan 

b. Mesin yang mengolah produk nabati, 

misalnya mesin minyak kelapa, 

margarine, penggilingan kopi, kembang 

gula, mesin pengolah biji-bijian seperti 

penggilingan beras, gandum, tapioca 

c. Mesin yang menghasilkan 

/memproduksi minuman dan uah-

buahan minuman segala jenis 

d. Mesin yang menghasilkan 

/memproduksi bahan-bahan makanan 

dan makanan segala jenis 

4. Industri Mesin Mesin yang menghasilkan/produksi mesin 
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ringan (misalnya mesin jahit, pompa air) 

5. Perkayuan Mesin dan peralatan penebangan kayu 

6. Konstruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk 

berat, dump truck, crane buldozer dan 

sejenisnya 

7. Perhubungan, pergudangan 

dan komunikasi 

a. Truck kerja untuk pengangkutan dan 

bongkar muat, truck peron. Truck 

ngangkang, dan sejenisnya 

b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal 

khusus dibuat untuk pengangkutan 

barang tertentu (misalnya gandum, 

batu-batuan, biji tambang termasuk 

kapal pendingin, dan sejenisnya, yang 

mempunyai berat sampai dengan 100 

DWT 

c. Kapal yang dibuat khusus untuk 

menghela atau mendorong kapal-kapal 

suar, dan sejenisnya, yang mempunyai 

berat sampai dengan 100 DWT 

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor 

yang mempunyai berat sampai dengan 

250 DWT 

e. Kapal balon 

8. Telekomunikasi a. Perangkat pesawat telepon 

b. Pesawat telegraf termasuk pesawat 

pengiriman dan penerimaan radio 

telegraf dan radio telepon 

9. Industri Semi Konduktor” Autoframe loader, automatic logic 

handler, baking oven, ball shear tester, 
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bipolar test handler (automatic), cleaning 

machine, coating machine, curing oven, 

cutting press, dambar cut machine, dicer, 

die bonder, die shear test, mounter, MPS 

automatic, MPS manual, O/S tester 

manual, pass oven, pose checker, re-from 

machine, SMD stocker, taping machine, 

tieber cut press, trimming/forming 

machine, wire bonder, wire pull tester” 

 

KELOMPOK 3 

Jenis Usaha Jenis Harta 

1. “Pertambangan selain minyak 

dan gas 

“Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang 

pertambangan, termasuk mesin-mesin 

yang mengolah produk pelican 

2. Pemintalan, pertenunan dan 

pencelupan 

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan 

produk-produk tekstil (misalnya kain 

katun, kain-kain bulu, tule) 

b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, 

dyeing, printing, finishing, texturing, 

packaging dan sejenisnya 

3. Perkayuan a. Mesin yang mengolah/menghasilkan 

produk-produk kayu, barang-barang dari 

jerami, rumput dan bahan anyaman 

lainnya 

b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu 

4. Industri Kimia a. Mesin peralatan yang 

mengolah/menghasilkan produk industri 

kimia dan industri yang ada hubungannya 

dengan industri kimia (misalnya bahan 
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kimia anorganis, persenyawaan organis 

dan anorganis dan logam mulia, elemen 

radio aktif, isotop, bahan kimia organis, 

produk farmasi, pupuk, obat celup, obat 

pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan 

resinoidaresinoida wangi-wangian, obat 

kecantikan dan obat rias, sabun, 

detergent, dan bahan organis pembersih 

lainnya, zat albumina, perekat, bahan 

peledak, produk pirotehnik, korek api, 

alloy piroforis, barang fotografi dan 

sinematografi) 

b. Mesin yang mengolah/menghasilkan 

produk industri lainnya (misalnya damar 

tiruan, bahan plastik, ester dan ester dari 

selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit 

samak, jangat dan kulit mentah). 

5. Industri Mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi 

mesin menengah dan berat (misalnya 

mesin mobil, mesin kapal) 

6. Perhubungan, pergudangan 

dan komunikasi 

a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal 

khusus dibuat untuk pengangkutan 

barang-barang tertentu (misalnya 

gandum, batu-batuan) termasuk kapal 

pendingin dan sejenisnya, yang 

mempunyai berat di atas 100 DWT 

sampai dengan 1.000 DWT 

b. Kapal dibuat khusus untuk menghela 

atau mendorong dan sejenisnya, yang 

mempunyai berat dai atas 100 DWT 

sampai dengan 1.000 DWT 

c. Dok terapung 
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d. Perahu layar pakai atau tanpa motor 

yang mempunyai berat di atas 250 DWT 

e. Pesawat terbang dan helicopter segala 

jenis 

7. Telekomunikasi” Perangkat radio navigasi, radar dan kendali 

jarak jauh” 

 

KELOMPOK 4 

Jenis Usaha Jenis Harta 

1. “Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi 

2. Perhubungan dan 

Komunikasi” 

a. Lokomotif uap dan tender atas rel 

b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan 

dengan batere atau dengan tenaga 

listrik dari sumber luar 

c. Lokomotif atas rel lainnya 

d. Kereta, gerbong penumpang dan 

barang, termasuk container khusus 

dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik 

dengan satu alat atau beberapa alat 

pengangkutan 

e. Kapal penumpang, kapal khusus dibuat 

untuk pengangkutan barang-barang 

tertentu (misalnya gandum, batubatuan) 

termasuk kapal pendingin dan 

sejenisnya, yang mempunyai berat di 

atas 1.000 DWT 

f. Kapal dibuat khusus untuk menghela 

atau mendorong kapal, kapal suar, kapal 

pemadam kebakaran, kapal keruk, 
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kerankeran terapung dan sebagainya, 

yang mempunyai berat di atas 1.000 

DWT 

g. Dok-dok terapung” 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

perhitungan penyusutan fiskal : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan 

2. Mahasiswa memahami perbedaan penyusutan fiscal dan komersial 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 15 

 

G. LEMBAR KERJA 

PT Perindonesia memiliki sejumlah mesin dengan informasi sebagai berikut : Mesin 

A : 

Harga Perolehan : Rp 50.000.000 

Tanggal Perolehan : 5 Maret 2014 

Nilai Sisa : Rp 5.000.000 

Kelompok : 2 

Masa Manfaat : 5 Tahun (Akuntansi) 

Metode Penyusutan : Saldo Menurun 

 

Mesin B : 

Harga Perolehan  : Rp 75.000.000  

Tanggal Perolehan  : 1 Mei 2014  

Nilai Sisa   : Rp 10.000.000 

Kelompok   : 2 
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Masa Manfaat  : 3 Tahun (Akuntansi)  

Metode Penyusutan : Garis Lurus 

 

Hitunglah perbedaan penyusutan secara komersial dan fiscal untuk akhir tahun 

2014 dan 2015! 

 

H. REFERENSI 
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Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 138/KMK.03/2002 Tentang Jenis-

Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan 

Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan 

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan 

Negara STAN. Jakarta: STAN. 
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PERTEMUAN 16 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

(REKONSILIASI FISKAL DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 

TERUTANG) 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-16 mengenai Rekonsiliasi Fiskal dan 

perhitungan Pajak Penghasilan terutang, mahasiswa mampu memahami penyebab 

dilakukannya rekonsiliasi fiscal dan penerapan tarif dalam menghitung Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Badan. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

1. Penyebab Terjadinya Rekonsiliasi Fiskal 

Rekonsiliasi Fiskal merupakan proses penyesuaian Laporan Laba Rugi 

Komersial menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal sebagai salah satu Langkah yang 

dilakukan wajib pajak untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Wajib 
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Pajak Badan. Penyesuaian tersebut akan menyebabkan jumlah laba fiscal akan 

berbeda dengan jumlah laba komersial. Rekonsiliasi fiscal dilakukan terhadap 

biaya serta pendapatan yang disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip yang 

tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Rekonsiliasi fiscal akan memunculkan dua jenis beda sebagai akibat dari adanya 

koreksi fiscal yang dilakukan terhadap akun-akun yang disesuaikan. Perbedaan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Beda Tetap atau beda permanen, merupakan perbedaan yang tidak akan 

pernah sama, umumnya disebabkan oleh perbedaan atas biaya-biaya yang 

tidak boleh dikurangkan, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan 

penghasilan yang bukan merupakan objek pajak 

b. Beda waktu atau beda sementara, merupakan perbedaan yang terjadi hanya 

dalam waktu sementara, umumnya terjadi sebagai akibat dari perbedaan 

metode yang digunakan dalam Akuntansi dan Perpajakan misalnya metode 

penyusutan. Biaya penyusutan hanya menghasilkan perbedaan nilai pada 

pengakuan tiap tahunnya, namun pada akhir masa manfaat total biaya 

penyusutan akan menunjukkan nilai yang sama 

Rekonsiliasi fiscal umumnya dilakukan terhadap pos-pos biaya ataupun 

pos-pos pendapatan yang ada didalam laporan laba rugi komersial. Secara garis 

besar, pos-pos yang perlu direkonsiliasi dijabarkan sebagai berikut : 

a. Rekonsiliasi Terhadap Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan 

Bersifat Final. Hal tersebut dikarenakan setiap penghasilan yang telah 

dikenakan PPh yang bersifat final harus dikeluarkan atau tidak boleh 

digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan PPh umum karena 

prosesnya telah selesai pada saat terjadinya transaksi dan dilakukan 

pemotongan PPh Final. PPh Final juga merupakan jenis PPh yang tidak bisa 

dikreditkan sehingga harus dikeluarkan pada saat menghitung besarnya pajak 

terutang pada akhir tahun 

b. Rekonsiliasi terhadap penghasilan wajib pajak yang bukan merupakan 

objek pajak. Wajib pajak harus melakukan rekonsiliasi terhadap jenis 

penghasilan yang bukan merupakan objek pajak karena atas penghasilan 

tersebut tidak terutang PPh 
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c. Rekonsiliasi terhadap biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang 

penghasilan bruto (non deductible expense). Jenis biaya ini terdapat 

dalam Pasal 9 Undang Undang Pajak Penghasilan 

d. Wajib pajak yang menggunakan metode perhitungan yang berbeda 

dengan perundang-undangan perpajakan. Misalnya pada biaya 

penyusutan, selisih yang timbul akibat berbedanya tarif penyusutan secara 

komersial dan fiscal harus dilakukan rekonsiliasi fiscal 

e. Rekonsiliasi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak 

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat 

final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. 

 

2. Kompensasi Kerugian Fiskal 

Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian fiscal, kerugian tersebut 

dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiscal selama 5 tahun 

berturut-turut dimulai pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian diderita oleh 

wajib pajak. 

 Ilustrasi 

PT Y dalam tahun pajak 2015 mengalami kerugian fiscal senilai Rp 

1.200.000.000. Pada tahun-tahun berikutnya, PT Y mencatatkan laba rugi fiscal 

dengan detail berikut ini : 

2016 : Laba Fiskal Rp 200.000.000 

2017 : Rugi Fiskal Rp 300.000.000 

2018 : Laba Fiskal Rp 0 

2019 : Laba Fiskal Rp 100.000.000 

2020 : Laba Fiskal Rp 800.000.000 

2021 : Laba Fiskal Rp 500.000.000 

 

Maka, kompensasi kerugian fiscal dihitung sebagai berikut : 

Rugi Fiskal Tahun 2015  Rp 1.200.000.000 

Laba Fiskal 2016   Rp    200.000.000 – 

Sisa rugi fiscal 2015   Rp 1.000.000.000 
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Rugi fiscal tahun 2017  Rp    300.000.000 

Sisa rugi fiscal tahun 2015  Rp 1.000.000.000 

Laba Fiskal tahun 2018  Rp                      0 + 

Sisa rugi fiscal tahun 2015  Rp 1.000.000.000 

Laba Fiskal tahun 2019  Rp    100.000.000 – 

Sisa rugi fiscal tahun 2015  Rp    900.000.000 

Laba fiscal tahun 2020  Rp    800.000.000 - 

Sisa rugi fiscal tahun 2015  Rp    100.000.000 

Sisa rugi fiscal tahun 2017  Rp    300.000.000 

Laba fiscal tahun 2021  Rp    500.000.000 – 

Sisa rugi fiscal tahun 2017  Rp                      0 

 

Sisa rugi fiscal tahun 2015 yang masih tersisa di akhir tahun 2020 senilai Rp 

100.000.000 sudah tidak dapat lagi dikompensasikan dengan laba fiscal tahun 

2021, sedangka rugi fiscal tahun 2017 hanya boleh dikompensasikan dengan 

laba fiscal di tahun 2021 mengingat jangka waktu kompensasi yang sudah 

melewati 5 tahun. Kompensasi kerugian fiscal tersebut dimasukkan kedalam 

formulir Khusus 2A pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. 

 

3. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang 

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang merupakan penerapan tarif 

terhadap laba fiscal dari suatu badan usaha. Terhitung mulai tahun pajak 2009, 

terdapat 3 skema tarif dalam menghitung besarnya PPh badan terutang yang 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Mulai tahun pajak 2021, untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap diberlakukan tarif tunggal 22% yang sebelumnya adalah 25%. 

Tarif ini diberlakukan untuk semua wajib pajak badan dalam negeri dan BUT 

yang mempunyai peredaran bruto diatas Rp 50 Miliar. Misalnya, jumlah 

peredaran bruto PT YXZ pada tahun pajak 2018 adalah Rp 54.000.000.000 
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dengan jumlah Penghasilan Kena Pajaknya adalah Rp 4.000.000.000, maka 

PPh terutangnya adalah 25% x Rp 4.000.000.000 = Rp 1.000.000.000 

b. Bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka 

dengan paling sedikit mencatatkan 40% modal dari keseluruhan saham yang 

disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi 

persyaratan tertentu lainnya akan mendapatkan penurunan tarif sebesar 5% 

dari tarif 25% atau 22%. Misalnya, PT YXZ, Tbk telah memenuhi ketentuan 

sebagai wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif dan memperoleh 

Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 1.250.000.000. Maka, 

PPh terutangnya adalah (25% - 5%) x Rp 1.250.000.000 = Rp 250.000.000 

c. Tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 31E Undang Undang Pajak 

Penghasilan, dimana tarif ini berlaku khusus bagi wajib pajak badan dalam 

negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar. Wajib 

pajak badan dalam negeri akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan 

tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas Penghasilan Kena 

Pajak dari bagian Peredaran Bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. 

Ilustrasi 1  

PT XYZ pada tahun 2018 mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp 

4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000. Karena 

Penghasilan Kena Pajak PT XYZ tidak melebihi Rp 4.800.000.000, maka 

seluruh penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar Rp 500.000.000 

mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan yang 

berlaku dan perhitungan PPh terutangnya adalah : 

(50% x 25%) x Rp 500.000.000 = Rp 62.500.000 

 

Ilustrasi 2  

PT XYZ mencatatkan peredaran bruto pada tahun 2018 sebesar Rp 

30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.200.000.000. 

Maka, PPh terutang dihitung sebagai berikut : 

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 

memperoleh fasilitas : 

(Rp 4.800.000.000 : Rp 30.000.000.000) x Rp 5.200.000.000 = Rp 

832.000.000 

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak 

memperoleh fasilitas : 
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Rp 5.200.000.000 – Rp 832.000.000 = Rp 4.368.000.000 

 

Pajak Penghasilan Terutang : 

- (50% x 25%) x Rp 832.000.000 = Rp    104.000.000 

- 25% x Rp 4.368.000.000  = Rp 1.092.000.000 + 

Jumlah Pajak Penghasilan Terutang = Rp 1.196.000.000 

 

F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

perhitungan penyusutan fiskal : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan 

2. Mahasiswa memahami dasar penyusunan rekonsiliasi fiscal dan perhitungan PPh 

terutang 

3. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 16 

 

G. LEMBAR KERJA 

1. Jelaskan menurut pendapat saudara, apa yang akan terjadi jika wajib pajak badan 

menghitung PPh terutang tanpa melakukan rekonsiliasi fiscal terlebih dahulu ! 

2. Jelaskan menurut pendapat saudara, apakah pengenaan tarif kepada wajib pajak 

badan dirasa adil ? amati dari seluruh skema penerapan tarif pajak ! 

 

H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak 

Penghasilan 

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi 

Perpajakan 

Fitriandi, Primandita. 2021. Modul Kursus Brevet Pajak AB. Politeknik Keuangan 

Negara STAN. Jakarta: STAN. 
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PERTEMUAN 17 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 

(PENYUSUNAN KERTAS KERJA REKONSILIASI FISKAL) 

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-17 mengenai Penyusunan Kertas Kerja 

Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan PPh Badan Terutang, mahasiswa mampu 

Menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiscal dan menghitung PPh Badan terutang 

sebagai Langkah awal dalam penyusunan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

Setelah memahami prinsip-prinsip dasar dari rekonsiliasi fiscal, maka pada 

bagian ini akan dijelaskan beberapa ilustrasi soal mengenai penyusunan kertas kerja 

rekonsiliasi fiscal yang akan dijadikan basis perhitungan PPh Badan. 
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 Pada Tahun 2019, PT Perdana memperoleh penghasilan atas usahanya. Laporan 

laba rugi PT Perdana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

Penjualan   Rp  20.005.654.000  

- Return Penjualan -Rp  954.852.000   

- Potongan Penjualan -Rp  545.987.000   

     -Rp   1.500.839.000  

Penjualan Neto   Rp  18.504.815.000  

Harga Pokok Penjualan  -Rp 14.654.879.000  

Laba Bruto   Rp    3.849.936.000  

Biaya Usaha :   

- Gaji, Upah dan Tunjangan Lain  Rp1.551.900.000   

- Alat Tulis dan Biaya Kantor  Rp     23.958.000   

- Biaya Perjalanan Dinas  Rp     53.465.000   

- Biaya Listrik dan Telepon  Rp     16.825.000   

- Biaya Makan Karyawan  Rp     36.783.000   

- Biaya Promosi  Rp   297.285.000   

- PBB dan Bea Materai  Rp     53.726.000   

- Pajak  Rp     60.000.000   

- Biaya Representasi  Rp     65.798.000   

- Biaya Royalti  Rp   237.465.000   

- Biaya Konsumsi/Perjalanan  Rp     12.132.000   

- Biaya Sewa  Rp   197.958.000   
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- Biaya Kerugian Piutang  Rp   105.654.000   

- Biaya Penyusutan  Rp   169.000.000   

Total Biaya Usaha   Rp    2.881.949.000  

Laba Usaha   Rp       967.987.000  

Penghasilan Dari Luar Usaha :   

- Penghasilan Deviden  Rp     40.000.000   

- Penghasilan Sewa  Rp     25.000.000   

Total Penghasilan Dari Luar Usaha   Rp         65.000.000  

Laba Neto   Rp    1.032.987.000  

 

Informasi Tambahan : 

Rincian Harga Pokok Penjualan : 

 Persediaan Barang Dagangan, 1 Januari 2019  Rp   5.000.000.000 

 Pembelian Neto Tahun 2019    Rp 13.000.000.000 

 Persediaan Barang Dagangan, 31 Desember 2019 Rp (3.345.121.000) 

          Rp 14.654.879.000 

Informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian penghitungan laba (rugi) fiskal 

: 

1. Dalam gaji, upah, dan THR terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang 

dibagikan kepada karyawan senilai Rp 25.465.000 

2. Dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga 

pemegang saham sebesar Rp 596.000 

3. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan 

kegiatan perusahaan Rp 12.754.000 

4. Pajak sebesar Rp 60.000.000 merupakan angsuran PPh bulanan selama tahun 

2019 
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5. Pengeluaran biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari 

pihak eksternal 

6. Biaya royalti sebesar Rp 237.465.000 yang terdapat bukti pendukungnya dari 

pihak eksternal sebesar Rp 225.353.000 

7. Piutang yang benar-benar tidak tertagih dan telah memenuhi syarat untuk diakui 

sebagai piutang tak tertagih menurut perpajaka dalam tahun 2019 sebesar Rp 

60.500.000 

8. Biaya penyusutan yang dihitung menggunakan ketentuan perpajakan senilai Rp 

205.000.000 

9. Penghasilan sewa terdiri dari sewa bangunan senilai Rp 5.000.000, sewa 

peralatan pabrik senilai Rp 12.000.000 dan sewa kendaraan senilai Rp 8.000.000. 

Penghasilan sewa ini diterima dari PT Putra Surya yang beralamat di Jl. Mayjen 

Sutoyo 30 Yogyakarta, NPWP : 01.166.552.2.541.000 

10. Penghasilan deviden terdiri dari deviden kas dari penyertaan saham (20%) pada 

PT Adinda sebesar Rp 15.000.000 yang beralamat di Jl. Lojajar 28, Yogyakarta, 

NPWP: 01.166.552.2.541.000 dan deviden kas atas penyertaan saham (30%) 

pada PT Kapuas Raya sebesar Rp 25.000.000. 

 

Data Pengurus dan Pemegang Saham : 

No Nama Jabatan NPWP 
Jenis 

Saham 

Jumlah Lembar 

Saham 

Nominal Per 

Lembar 

1 Yunianto Direktur 01.123.456.9.541.000 Biasa 100.000 Rp        9.000 

2 Akbar Perdana Komisaris 04.111.444.2.541.000 Biasa 50.000 Rp        9.000 

3 Syahputra Manajer 04.222.555.1.541.000 Biasa 50.000 Rp        9.000 

 

Data Usaha : 

1. Jenis Usaha : Dagang 

2. Alamat  : Jl Kutilang, Yogyakarta 

3. NPWP  : 01.444.555.1.541.000 

4. No Telepon : 0274-864894 
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5. Periode Pembukuan : 1 Januari – 31 Desember 

Diminta : 

a. Susunlah kertas kerja rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2019 

b. Hitunglah PPh Terutang Tahun Pajak 2019 

 

 

PT Perdana memiliki peredaran bruto dibawah 50 M dengan penghasilan kena pajak 

dibawah 4.8 M, maka PT Perdana mendapatkan fasilitas PPh Pasal 31 E sehingga 

perhitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut : 

(50% x 25%) x Rp 1.189.866.000 =  Rp  148.733.250 

 

Positif Negatif

Penjualan 20.005.654.000Rp                -Rp                                 -Rp                            20.005.654.000Rp                         

- Return Penjualan 954.852.000-Rp                     -Rp                                 -Rp                            954.852.000-Rp                              

- Potongan Penjualan 545.987.000-Rp                     -Rp                                 -Rp                            545.987.000-Rp                              

Penjualan Neto 18.504.815.000Rp                -Rp                                 -Rp                            18.504.815.000Rp                         

Harga Pokok Penjualan 14.654.879.000-Rp                -Rp                                 -Rp                            14.654.879.000-Rp                         

Laba Bruto 3.849.936.000Rp                  3.849.936.000Rp                           

Biaya Usaha :

- Gaji, Upah dan Tunjangan Lain 1.551.900.000Rp                  25.465.000Rp                -Rp                            1.526.435.000Rp                           

- Alat Tulis dan Biaya Kantor 23.958.000Rp                       596.000Rp                     -Rp                            23.362.000Rp                                

- Biaya Perjalanan Dinas 53.465.000Rp                       -Rp                                 -Rp                            53.465.000Rp                                

- Biaya Listrik dan Telepon 16.825.000Rp                       -Rp                                 -Rp                            16.825.000Rp                                

- Biaya Makan Karyawan 36.783.000Rp                       -Rp                                 -Rp                            36.783.000Rp                                

- Biaya Promosi 297.285.000Rp                     12.754.000Rp                -Rp                            284.531.000Rp                              

- PBB dan Bea Materai 53.726.000Rp                       -Rp                                 -Rp                            53.726.000Rp                                

- Pajak 60.000.000Rp                       60.000.000Rp                -Rp                            -Rp                                                 

- Biaya Representasi 65.798.000Rp                       65.798.000Rp                -Rp                            -Rp                                                 

- Biaya Royalti 237.465.000Rp                     12.112.000Rp                -Rp                            225.353.000Rp                              

- Biaya Konsumsi/Perjalanan 12.132.000Rp                       1.000.000Rp                  -Rp                            11.132.000Rp                                

- Biaya Sewa 197.958.000Rp                     -Rp                                 -Rp                            197.958.000Rp                              

- Biaya Kerugian Piutang 105.654.000Rp                     45.154.000Rp                -Rp                            60.500.000Rp                                

- Biaya Penyusutan 169.000.000Rp                     -Rp                                 36.000.000Rp            205.000.000Rp                              

Total Biaya Usaha 2.881.949.000Rp                  222.879.000Rp              36.000.000Rp           2.695.070.000Rp                           

Laba Usaha 967.987.000Rp                     1.154.866.000Rp                           

- Penghasilan Deviden 40.000.000Rp                       -Rp                                 25.000.000Rp            15.000.000Rp                                

- Penghasilan Sewa 25.000.000Rp                       -Rp                                 5.000.000Rp              20.000.000Rp                                

Total Penghasilan Dari Luar Usaha 65.000.000Rp                       -Rp                                 30.000.000Rp           35.000.000Rp                                

Laba Neto 1.032.987.000Rp                  222.879.000Rp              66.000.000Rp           1.189.866.000Rp                           

Laporan Laba Rugi Komersial

Penghasilan Dari Luar Usaha :

Laporan Laba Rugi Fiskal

Kertas Kerja Rekonsiliasi PT Perdana Tahun 2019

Koreksi Fiskal
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F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiscal dan perhitungan PPh terutang : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan 

2. Mahasiswa memahami dasar penyusunan rekonsiliasi fiscal dan perhitungan PPh 

terutang 

3. Mahasiswa Menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiscal dan menghitung PPh terutang 

pada lembar kerja yang telah disediakan 

4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 17 

 

G. LEMBAR KERJA 

Berikut adalah Laporan Laba Rugi PT Sayonara Tahun 2018, anda diminta untuk 

menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal serta menghitung pajak terutang yang harus 

dibayar oleh PT Sayonara pada tahun pajak 2018 : 

PT Tersenyumlah Negaraku merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di 

bidang perdagangan kendaraan bermotor bekas. Disamping itu juga memberikan 

jasa perbaikan (service) atas mobil yang rusak dan dikenakan biaya.  

Laporan Laba Rugi PT Tersenyumlah Negaraku adalah sebagai berikut : 

1. Penjualan       Rp 20.000.000.000 

2. Diskon Penjualan      Rp     (200.000.000) 

3. Pendapatan Jasa Service     Rp      500.000.000 

4. Penjualan Netto      Rp 20.300.000.000 

5. Harga Pokok Penjualan : 

a. Persediaan Awal    Rp   1.000.000.000 

b. Pembelian     Rp 15.000.000.000 

c. Persediaan Akhir    Rp   2.500.000.000 

6. Total Harga Pokok Penjualan     Rp 13.500.000.000 

7. Laba Bruto       Rp   6.800.000.000 

8. Biaya Operasional : 

a. Gaji     Rp 1.200.000.000 

b. Tunjangan Kesehatan   Rp     200.000.000 

c. Tunjangan Transportasi   Rp     150.000.000 
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d. Bonus dan THR    Rp     100.000.000 

e. Premi Asuransi JKK Karyawan  Rp       10.680.000 

f. Premi Asuransi JKM Karyawan  Rp         2.400.000 

g. Premi Asuransi JHT Karyawan  Rp       68.400.000 

h. Premi Asuransi Perusahaan  Rp       20.000.000 

i. Perlengkapan Kantor   Rp       35.000.000 

j. Listrik dan air    Rp       24.000.000 

k. Riset dan Pengembangan  Rp    150.000.000 

l. Piutang Tak Tertagih   Rp      60.000.000 

m. Royalti     Rp      50.000.000 

n. Sewa     Rp      40.000.000 

o. Iklan dan Promosi    Rp    100.000.000 

p. Langganan Telepon (Mobile Phone) Rp      12.000.000 

q. Pendidikan dan Pelatihan   Rp      80.000.000 

r. Pajak     Rp      10.500.000 

s. Bunga Pinjaman Bank   Rp      54.120.000 

t. Penyusutan    Rp    250.000.000 

u. Sumbangan/Donasi   Rp    160.000.000 

v. Kesejahteraan Karyawan   Rp    270.000.000 

w. Entertainment    Rp      35.000.000 

x. Lain-Lain     Rp      37.500.000 

9. Total Biaya Operasional     Rp 3.119.600.000 

10. Laba Operasional      Rp 3.680.400.000 

11. Kerugian Usaha Cabang Surabaya    (Rp   200.000.000) 

12. Kerugian Usaha Cabang Vietnam    (Rp   100.000.000) 

13. Laba sebelum pajak      Rp  3.380.400.000 

Penjelasan yang didapatkan terkait laporan laba rugi diatas adalah : 

1. Dalam beban gaji, terdapat gaji untuk expatriat yang tidak sesuai dengan 

PEDOMAN STANDAR GAJI KARYAWAN ASING yang ditentukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak yang dibayarkan ternyata lebih besar Rp 200.000.000 

dari total seharusnya. 

2. Pembayaran premi perusahaan merupakan asuransi kebakaran dan kebanjiran 

3. Jika dilihat dari bukti transaksi, pengeluaran perlengkapan kantor seluruhnya 

adalah untuk pembelian komputer, kalkulator, meja dan kursi kantor 

4. Biaya langganan telepon adalah untuk karyawan bagian marketing  
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5. Biaya riset dan pengembangan, jika dirinci adalah sebagai berikut : 

a. Riset dan Pengembangan di Papua Nugini  Rp 100.000.000 

b. Riset dan Pengembangan di NTT   Rp   50.000.000 

6. Piutang tak tertagih merupakan sisa-sisa piutang yang tidak dapat ditagih lagi 

meskipun sudah dilakukan upaya yang optimal. 

7. Beban iklan dan promosi dibuatkan dalam daftar nominatif dan dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Biaya periklanan di media cetak    Rp 40.000.000 

b. Biaya pameran produk     Rp 40.000.000 

c. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan produk Rp 20.000.000 

8. Dalam biaya pendidikan dan pelatihan terdapat biaya pelatihan untuk 

pengembangan kompetensi karyawan yang diselenggarakan di Singapore 

senilai Rp 30.000.000 

9. Beban Pajak dapat dirinci, sebagai berikut : 

a. Pajak Bumi dan Bangunan Rp 5.000.000 

b. Pajak Daerah lainnya  Rp 2.000.000 

c. Sanksi Pajak (PPh dan PPN) Rp 3.000.000 

d. Sanksi Pajak Daerah  Rp    500.000 

10. Beban Kesejahteraan karyawan merupakan : 

a. Pakaian seragam satpam     Rp 100.000.000 

b. Makan siang untuk seluruh karyawan   Rp 100.000.000 

c. Makan lembur untuk karyawan yang lembur   Rp   40.000.000 

d. Beras dan minyak goreng untuk seluruh karyawan Rp   30.000.000 

11. Biaya penyusutan sudah dilakukan secara tepat untuk seluruh aktiva yang 

dimiliki perusahaan 

12. Dalam biaya sumbangan, termasuk : 

a. Sumbangan fasilitas pendidikan ke SMA Swasta  

dalam bentuk pengadaan komputer   Rp 50.000.000 

b. Sumbangan HUT RI dalam bentuk uang   Rp 10.000.000 

13. Biaya enterntainment merupakan biaya berupa representasi dan jamuan tamu 

yang tidak memungkinkan dibuatkan daftar nominatif 

14. Lain-lain merupakan biaya rekreasi karyawan outbound yang diikuti seluruh 

karyawan beserta keluarganya 

15. Penghasilan lain-lain termasuk penjualan tanah oleh perusahaan senilai Rp 

250.000.000 
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16. Pajak-Pajak dijelaskan sebagai berikut : 

a. PPh Pasal 25 Januari-Februari     NIHIL 

b. PPh Pasal 25 Juni-Desember    Rp 1.000.000 

c. STP PPh Pasal 25 Maret-Mei termasuk  

sanksi Rp 300.000     Rp 3.300.000 

d. PPh Pasal 24 yang dibayarkan di Sigapura 

Diminta : 

1. Buatlah Rekonsiliasi Fiskal PT Ogah Rugi dan tentukan Penghasilan Kena 

Pajaknya ! 

2. Hitunglah Pajak terutang ! 

3. Berikut adalah lembar kerja rekonsiliasi fiscal 

 

Laporan Laba Rugi Komersial 

Koreksi Fiskal 
Laporan Laba 

Rugi Fiskal 
Positif Negatif 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Universitas Pamulang  Akuntansi S-1 

Praktikum Perpajakan  257  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

H. REFERENSI 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Mengenai Undang Undang Pajak 

Penghasilan 

Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi 

Perpajakan 
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PERTEMUAN 18 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK  

 

 

A. TUJUAN PRAKTIKUM 

Setelah mempelajari pertemuan ke-18 mengenai SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan PPh Badan, mahasiswa mampu Menyusun SPT Tahunan Wajib Pajak 

Badan. 

 

B. TATA TERTIB DAN ETIKA PRAKTIK 

1. Mahasiswa mengisi praktikum dengan kertas kerja yang telah disediakan 

2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan tertib 

3. Praktikum diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

4. Mahasiswa mengerjakan praktikum secara individu 

 

C. ALOKASI WAKTU PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan selama 50 Menit 

 

D. TEMPAT PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan di Ruang Kelas 

 

E. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM 

SPT Tahunan wajib pajak Badan terdiri dari dua bagian utama yaitu Induk SPT 

dan lampiran-lampirannya. Wajib pajak melakukan pengisian SPT dengan terlebih 

dahulu melakukan pengisian pada Lampiran SPT. 
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No Kode Formulir Nama Formulir Keterangan 

1 1771 SPT Tahunan PPh WP Badan Induk SPT 

2 1771-I 
Penghitungan Penghasilan Neto 

Fiskal 
Lampiran I 

3 1771-II 

Perincian Harga Pokok 

Penjualan, Biaya Usaha Lainnya 

dan Biaya Dari Luar Usaha 

Lampiran II 

4 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri Lampiran III 

5 1771-IV 

- PPh Final 

- Penghasilan Yang Tidak 

Termasuk Objek Pajak 

Lampiran IV 

6 1771-V 

- Daftar Pemegang Saham / 

Pemilik Modal dan Jumlah 

Dividen yang Dibagikan 

- Daftar Susunan Pengurus 

dan Komisaris 

Lampiran V 

7 1771-VI 

- Daftar Penyertaan Modal 

Pada Perusahaan Afiliasi 

- Daftar Pinjaman (Utang) Dari 

Pemegang Saham dan atau 

Perusahaan Afiliasi 

- Daftar Pinjaman (Piutang) 

Kepada Pemegang Saham 

dan atau Perusahaan Afiliasi 

Lampiran VI 

 

Penjelasan Formulir SPT  

FORM 1771-1 

Form ini menyajikan perhitungan penghasilan neto fiscal. Berikut adalah bagian-

bagian dari formulir ini : 
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a. Penghasilan Neto Komersial 

Pada bagian ini, wajib pajak mengisi laba komersial yang berasal dari laporan laba 

rugi komersial. Komponen yang diisi berupa peredaran usaha (penjualan), harga 

pokok penjualan, biaya usaha dan penghasilan serta biaya dari luar usaha 

b. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak 

Bagian ini berasal dari formulir 1771-IV berupa total penghasilan yang sudah 

dikenakan PPh bersifat final dan jenis penghasilan yang bukan merupakan objek 

pajak 

c. Penyesuaian Fiskal Positif 

Koreksi positif dalam SPT Tahunan PPh Badan telah dipisahkan berdasarkan 

kategori koreksi yang ada dalam Pasal 9 UU PPh. Koreksi yang tidak tertampung 

dalam kategori yang disediakan, dimasukkan kedalam menu koreksi fiscal positif 

lainnya 

d. Penyesuaian Fiskal Negatif 

Koreksi yang ada pada menu ini merupakan koreksi negative selain koreksi atas 

penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan yang bukan objek pajak 

 

FORM 1771-II 

Formulir ini berisikan rincian dari Harga Pokok Penjualan, biaya usaha lainnya dan 

biaya dari luar usaha, yaitu bahan baku, bahan penolong, gaji, upah, dan lain 

sebagainya yang diisikan dari laporan laba rugi komersial. 

 

FORM 1771-III 

Formulir ini diisikan dengan kredit pajak Dalam Negeri yang terdiri atas rincian bukti 

potong/bukti pungut PPh oleh pihak lain yang tidak bersifat final. Jika, kolom yang 

disediakan tidak mencukupi, maka wajib pajak diperkenankan untuk menambah 

formulir. 

 

FORMULIR 1771-IV 

Form ini memuat list penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh Final, baik 

pengenaannya melalui pihak ketiga maupun disetorkan oleh wajib pajak sendiri serta 

penghasilan yang tergolong kedalam jenis penghasilan yang bukan objek pajak. 
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Formulir ini hanya meminta wajib pajak mengisi jumlah bruto saja atau nilai 

transaksinya, sedangkan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final pelaporannya 

hanya berupa jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain ataupun yang telah 

disetor sendiri. 

 

FORMULIR 1771-V 

Formulir ini terdiri atas dua bagian, yaitu A yang merupakan Daftar Pemegang 

Saham/Pemilik Modal, dan bagian B berupa Daftar Susunan Pengurus dan 

Komisaris. Khusus WP Badan yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal 

(misalnya KIK Reksadana) diisi dengan “Tidak Ada”.  

 

FORMULIR 1771-VI 

Formulir ini berisi Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar 

Pinjaman Dari / Kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi. Kedua 

daftar tersebut harus diisi dengan angka saldo akhir tahun yang ada pada laporan 

keuangan komersial yang dilampirkan di SPT Tahunan. Penyertaan modal dan 

pinjaman yang dari/ke pihak yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik 

langsung maupun tidak langsung. Bagi WP yang tidak mempunyai penyertaan modal 

atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta WP 

yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa, cukup mengisi daftar dengan pernyataan “Tidak Ada”. 

 

FORMULIR 1771 / INDUK SPT 

Formulir ini sebaiknya diisi paling akhir setelah semua lampiran SPT Tahunan terisi 

lengkap. Secara umum, tata cara pengisian Induk SPT dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. “Data umum WP Badan diisi sesuai dengan data yang dimiliki perusahaan sesuai 

dengan kartu NPWP. Khusus untuk BUT dicantumkan pula negara domisili kantor 

pusatnya 

b. Pembukuan/Laporan Keuangan dipilih Diaudit atau Tidak Diaudit dengan 

memberikan tanda silang (X). Khusus untuk opini akuntan diisi dengan angka 1 
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untuk Wajar Tanpa Pengecualian, 2 untuk Wajar Dengan Pengecualian, 3 untuk 

Tidak Wajar, atau 4 untuk Tidak Ada Opini 

c. Nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak diisi apabila 

WP memanfaatkan jasa-jasa tersebut. 

d. Penghasilan Kena Pajak, PPh Terutang, Kredit Pajak dan PPh Kurang/Lebih 

Bayar diisi dengan memindahkan angka-angka yang sesuai dengan lampiran-

lampirannya (Lampiran I s.d. VI). Hal-hal lain yang bersifat khusus adalah sebagai 

berikut : 

1) Huruf A1 diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dari formulir 1771-1; 

2) Huruf A2 diisi jika terdapat kompensasi kerugian dan harus dibuatkan 

penghitungan Lampiran Khusus 2A/2B penghitungan kompensasi kerugian 

fiskal; 

3) Huruf B5 diisi jika terdapat pengurangan atau pengembalian pajak atas 

penghasilan yang terutang di Luar Negeri (PPh Pasal 24) yang sebelumnya 

telah dikreditkan pada tahun pajak sebelumnya; 

4) Huruf C7 diisi jika perusahaan memperoleh fasilitas PPh ditanggung 

Pemerintah atas penghasilan dari proyek Pemerintah yang dibiayai dengan 

hibah dan atau pinjaman Luar Negeri yang dikenakan pajak yang bersifat tidak 

final; 

5) Huruf C8 Diisi dengan jumlah kredit pajak dalam negeri dari formulir 1771-III 

dan jumlah kredit pajak luar negeri sesuai dengan perhitungan kredit pajak 

luar negeri pada Lampiran Khusus 7A/7B; 

6) Huruf C10 diisi dengan kredit pajak yang dibayar sendiri oleh WP yang terdiri 

atas PPh Pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri. 

e. Dalam hal terjadi jumlah PPh lebih bayar, permohonan agar diisi dengan tanda 

silang (X) pada salah satu kotak yang sesuai dengan permohonan yang dimaksud. 

f. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 diisi berdasarkan data yang ada sesuai 

dengan ketentuan Pasal 25 UU PPh. 

g. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang bukan objek pajak diisi dari 

Lampiran IV. 

h. Lampiran diberi tanda silang (X) sesuai dengan lampiran-lampiran khusus yang 

sesuai. Format lampiran khusus tersebut dapat dilihat dalam Buku Petunjuk 

Pengisian SPT Tahunan PPh Badan, yang meliputi: 

 

1) Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 PPh Pasal 29; 
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Wajib dilampirkan oleh semua WP, kecuali apabila tidak ada setoran akhir 

tahun (NIHIL/LB). Bila WP melakukan pembayaran dengan media e-payment 

melalui kantor penerima pembayaran yang ditunjuk, lampirkan bukti 

pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. 

2) Laporan Keuangan (lengkap); 

Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. Dalam hal 

pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, lampirkan laporan 

keuangan yang telah diaudit. 

3) Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan 

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai dengan bentuk formulir 

Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8B-1 / 8B-2 / 8B-3 / 

8B-4 / 8B-5 / 8B-6. 

4) Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal; 

Wajib dilampirkan oleh semua WP sesuai dengan bentuk formulir terlampir, 

kecuali apabila WP tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan 

atau tidak berwujud/pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang 

pembebanannya harus dilakukan dengan penyusutan/amortisasi. 

5) Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal; 

Wajib dilampirkan oleh WP yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal 

dari tahun-tahun pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir terlampir. 

6) Daftar Fasilitas Penanaman Modal; 

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman 

modal, sesuai bentuk formulir Lampiran Khusus 4A/4B. 

7) Daftar Cabang Utama Perusahaan; 

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang 

atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, sesuai bentuk formulir 

Lampiran Khusus 5A/5B. 

8) Surat Setoran Pajak lembar ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4); 

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (selain perusahaan 

pelayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali apabila 

pajak tidak terutang. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan 

media e-payment melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh 

DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP 

lembar ke-3. 

9) Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4); 
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Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (meskipun pajak tidak 

terutang), sesuai bentuk formulir Lampiran Khusus 6A/6B. 

10) Kredit Pajak Luar Negeri; 

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari luar 

negeri dan telah dikenakan pajak oleh pihak luar negeri, sesuai bentuk formulir 

Lampiran Khusus 7A/7B. 

11) Surat Kuasa Khusus; 

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunan-nya 

dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten. 

12) Lampiran-lampiran Lainnya : 

a) Daftar piutang yang tidak dapat ditagih, wajib dilampirkan oleh Wajib 

Pajak yang melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak 

dapat ditagih 

b) Daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan 

macet, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak Bank yang melaporkan 

penghasilan berupa bunga kredit non-performing secara cash basis 

c) Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan 

Rekapitulasi pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut, wajib dilampirkan 

oleh Wajib Pajak apabila terdapat kredit pajak Fiskal Luar Negeri 

d) Khusus untuk Kontraktor Production Sharing (Migas) wajib melampirkan 

Financial Quarterly Report untuk periode terakhir tahun yang 

bersangkutan 

e) Lampiran-lampiran lainnya berupa bukti pendukung atau untuk 

menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri 

oleh Wajib Pajak”. 
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Berikut ilustrasi bentuk formulir SPT Tahunan PPh Badan : 
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F. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum mengenai 

penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiscal dan perhitungan PPh terutang : 

1. Mahasiswa membaca Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan 

2. Mahasiswa memahami Langkah-langkah pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak 

Badan 

3. Mahasiswa mengisi SPT Tahunan PPh Badan pada lembar kerja yang telah 

disediakan 

4. Mahasiswa memahami perintah pengerjaan pada Praktikum 18 

 

G. LEMBAR KERJA 

Mengacu pada soal di pertemuan ke-17, susunlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Badan dengan menggunakan lembar kerja berikut ini : 
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tentang tata cara pengisian SPT Masa 

dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan 

benar, lengkap dan jelas sesuai dengan 
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 Capaian Pembelajaran : Setelah mempelajari mata kuliah 

Praktikum Perpajakan, 
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PERTEMUAN 

KE- 

 

KEMAMPUAN 

AKHIR YANG 

DIHARAPKAN 

POKOK 

BAHASAN 

METODE 

PEMBELAJARAN 

PENGALAMAN 

BELAJAR 

KRITERIA 

PENILAIAN 

BOBOT 

NILAI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

Langkah-langkah 

serta prosedur 

pendaftaran dan 

penghapusan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

Tata Cara 

Pendaftaran Dan 

Penghapusan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWP) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

2.5 

2 

Mahasiswa 

mampu 

memecahkan studi 

kasus mengenai 

Pembayaran Dan 

Pelaporan Pajak 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

2.5 
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pembayaran dan 

pelaporan pajak 

Praktikum 

3 

Mahasiswa 

mampu 

mengklasifikasikan 

wajb pajak yang 

menggunakan 

perhitungan Pajak 

Penghasilan 

Umum dan wajib 

pajak yang 

diperkenankan 

menggunakan 

Norma 

Perhitungan 

Penghasilan Neto 

Pajak 

Penghasilan 

Umum Dan 

Norma 

Perhitungan 

Penghasilan 

Neto 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

2.5 

4 

Mahasiswa 

mampu 

mengklasifikasikan 

jenis pajak yang 

Kredit Pajak Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

7.5 
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dapat dikreditkan 

dalam menghitung 

besarnya PPh 

Terutang 

Praktikum Kelengkapan 

Jawaban 

5 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 

22 terutang 

sebagai proses 

pertama dari 

pembuatan bukti 

potong melalui E-

Bupot Unifikasi 

E-Bupot Unifikasi 

(Pajak 

Penghasilan 

Pasal 22) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum  

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

 

2.5 

6 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 

E-Bupot Unifikasi 

(Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

Kelengkapan 

Jawaban 

7.5 
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23 terutang 

sebagai proses 

pertama dari 

pembuatan bukti 

potong melalui E-

Bupot Unifikasi. 

7 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

Langkah-langkah 

pembuatan bukti 

potong melalui e-

bupot unifikasi 

E-Bupot Unifikasi 

(Pelaporan) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

Kelengkapan 

Jawaban 

7.5 

8 

Mahasiswa 

mampu mampu 

menghitung 

Kurang (Lebih) 

bayar PPN pada 

satu masa pajak 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

Kelengkapan 

Jawaban 

7.5 
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9 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

langkah-langkah 

pengajuan nomor 

seri faktur pajak 

Pengajuan 

Nomor Seri 

Faktur Pajak 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Kelengkapan 

Jawaban 

2.5 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

10 

Mahasiswa 

mampu mengisi 

SPT Masa PPN 

dengan benar, 

lengkap dan jelas 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan 

perpajakan 

Spt Masa Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Kelengkapan 

Jawaban 

2.5 
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11 

Mahasiswa 

mampu mengisi 

SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi 

dengan benar, 

lengkap dan jelas 

sesuai dengan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

perpajakan 

Surat 

Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan 

Pajak 

Penghasilan 

Orang Pribadi 

(SPT PPh OP) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

Kelengkapan 

Jawaban 

5.0 

12 

Mahasiswa 

mampu 

mengklasifikasikan 

mengklasifikasikan 

pengenaan pajak 

keluarga dengan 

status KK (Kepala 

Keluarga), HB 

Pengenaan 

Pajak Keluarga 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Kelengkapan 

Jawaban 

 

2.5 
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(Hidup Berpisah), 

PH (Pisah Harta) 

dan MT (Memilih 

Terpisah) 

13 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

transaksi yang 

melibatkan subjek 

pajak badan yang 

memiliki hubungan 

istimewa 

Spt Tahunan 

Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Badan (Subjek 

Pajak Badan Dan 

Hubungan 

Istimewa) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Kelengkapan 

Jawaban 

Ketepatan 

Perhitungan 

5.0 

14 

Mahasiswa 

mampu 

mengklasifikasikan 

biaya fiscal dan 

non fiscal untuk 

menyusun SPT 

Spt Tahunan 

Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Badan (Biaya 

Fiskal Dan Non 

Fiskal) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Kelengkapan 

Jawaban 

2.5 
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Tahunan PPh 

Badan 

15 

Mahasiswa 

mampu 

menghitung 

penyusutan secara 

fiskal  

Spt Tahunan 

Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Badan 

(Penyusutan 

Fiskal) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

Kelengkapan 

Jawaban 

8.0 

16 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

penyebab 

dilakukannya 

rekonsiliasi fiscal 

dan penerapan 

tarif dalam 

menghitung Pajak 

Spt Tahunan 

Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Badan 

(Rekonsiliasi 

Fiskal Dan 

Perhitungan 

Pajak 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

Kelengkapan 

Jawaban 

8.5 
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Penghasilan Wajib 

Pajak Badan 

Penghasilan 

Terutang) 

17 

Mahasiswa 

mampu Menyusun 

kertas kerja 

rekonsiliasi fiscal 

dan menghitung 

PPh Badan 

terutang sebagai 

Langkah awal 

dalam penyusunan 

SPT Tahunan 

Wajib Pajak Badan 

Spt Tahunan 

Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Badan 

(Penyusunan 

Kertas Kerja 

Rekonsiliasi 

Fiskal) 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Ketepatan 

Jawaban 

Kelengkapan 

Jawaban 

8.5 

18 

Mahasiswa 

mampu Menyusun 

SPT Tahunan 

Wajib Pajak Badan 

Spt Tahunan 

Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Penyampaian Materi 

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Praktikum 

Tugas dan 

latihan 

Kelengkapan 

Jawaban 

7.0 

UAS (UJIAN AKHIR SEMESTER) 
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      Tangerang Selatan, 30 Juli 2022  

Ketua Program Studi 
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